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ABSTRAK

Persentase penduduk Kota Padangsidimpuan umur >10 tahun pada tahun 2017 yang
merokok tiap hari sebesar 26,8% berada pada urutan ke- 5 tertinggi menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu upaya untuk mengurangi
paparan asap rokok, Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluarkan Peraturan
Daerah Kota Padangsidimpuan No. 7 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
(KTR). Laporan Survei Tingkat Kepatuhan KTR di Kota Padangsidimpuan tahun 2017
menunjukkan bahwa tempat proses belajar mengajar merupakan tempat kedua terendah
sebesar 7% dari 7 tatanan dalam menetapkan dan menerapkan KTR.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan
pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 200101,
Sekolah Dasar Negeri 200212 dan Sekolah Dasar Negeri 200508. Informan dalam
penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, orang tua, penjaga sekolah, dan penjual di
kantin. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data
dianalisis dengan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan belum melaksanakan Kebijakan Perda tentang KTR
di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan, karena beberapa alasan: (1) Pada aspek
komunikasi, kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada seluruh lapisan
masyarakat, terutama pihak sekolah dasar sederajat tentang pengembangan kebijakan
KTR di lingkungan sekolah serta mengetahui bahaya rokok, (2) Pada aspek sumber
daya, kurangnya penyediaan peralatan, serta ketersediaan dana untuk mendukung
kebijakan KTR, (3) Pada aspek disposisi, tidak adanya komitmen penuh dan kepatuhan
implementor terhadap penerapan kebijakan dan belum adanya sanksi yang tegas
terhadap pelanggar kebijakan KTR, (4) Pada aspek struktur birokrasi, belum adanya tim
pemantau pelaksanaan implementasi kebijakan KTR.

Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah daerah Kota Padangsidimpuan
agar menyediakan media sosialisasi tentang KTR sebagai pemberitahuan secara jelas
dan konsisten serta diberlakukannya sanksi yang tegas kepada pelanggar kebijakan
mengenai kebijakan KTR di tempat proses belajar mengajar. Kepada pihak sekolah agar
melakukan sosialisasi kebijakan KTR sebagai pemberitahuan secara jelas dan konsisten
kepada pelaksana kebijakan untuk mewujudkan kebijakan KTR yang efektif.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan KTR, Sekolah Dasar
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ABSTRACT

The percentage of the people of > 10 years old who smoked in
Padangsidimpuan is 26.8% that ranks the 5" in Districts/Towns of North Sumatera
Province. In order to decrease the exposure to cigarette smoke, the Padangsidimpuan
Municipality issued Regional Regulation No. 7/2012 on KTR (No Smoking Area). The
Survey on the Compliance with KTR in Padangsidimpuan in 2017 revealed that schools
are the second lowest place of 7% of the 7 (seven) structures in determining and
applying KTR.

The objective of the research was to analyze the implementation of the policy on
KTR at the Elementary Schools of Padangsidimpuan. The research used qualitative
phenomenological method. It was conducted at SDN 200212 and SDN 200508. The
informants were the principals, parents, school guards, and the school vendors. The
data were gathered by conducting interviews, observation, and documentary study and
analyzed by using Miles and Huberman models.

The result of the research showed that the policy on KTR had not been
implemented well at the elementary schools in Padangsidimpuan, due to 1) the aspect of
communication: lack of socialization by the local government to the communities,
especially to the management of elementary schools about the policy on KTR at schools
and the danger of smoking, 2) the aspect of resources: lack of facility and
infrastructure, especially the fund to support the policy on KTR, 3) the aspect of
disposition: there was no serious commitment and compliance with the implantation of
the policy and there was no firm sanction imposed upon those who violated against the
policy in KTR, and 4) the aspect of bureaucratic structure: there was no monitoring
team in the implementation of the policy on KTR.

It is recommended that the local government of Padangsidimpuan provide
media for socialization about KTR with clear and consistent information, followed by
firm sanction on the doers of the KTR implementation at schools. The school
management should socialize the policy on KTR so that it will be effective.

Keywords: Implementation, Policy on KTR, Elementary School
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku merokok masih merupakan masalah kesehatan dunia karena dapat
menyebabkan berbagai penyakit dan bahkan kematian.Merokok sangat berbahaya dan
merusak kesehatan baik bagi perokok aktif maupun orang-orang yang berada disekitar
perokok tersebut (perokok pasif) karena rokok mengandung zat-zat sangat yang
berbahaya bagi kesehatan.

Kebiasaan merokok sudah sedemikian meluas di dunia. Terdapat 1,26 milyar
perokok di seluruh dunia. WHO memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok
akan menjadi masalah kesehatan di dunia. Jumlah perokok tersebut perempuan lebih
tinggi terpapar asap rokok sebesar 40,5% dari pada laki-laki sebesar 24,2%, bahkan
pada anak usia 0-14 tahun yang terpapar asap rokok sebesar 57,3% atau setara dengan
40,3 juta anakterpapar asap rokok di dalam rumah dan di tempat-tempat umum.Setiap
dari 10orang dewasa yang meninggal, 1 orang diantaranya meninggal karena
disebabkan asap rokok. Data terakhir WHO tahun 2014 ditemui sudah mencapai 5 juta
kasus kematian karena rokok, sedangkan 600 ribu orang lebih meninggal karena
terpapar asap rokok.Penyebab kematian karena rokok terjadi setiap tahunnyadi beberapa
negara berkembang (70%), termasuk di Asia dan Indonesia. Penyebab kematian
terbanyak adalah mengalami penyakit paru menahun, stroke, tuberkulosis, hipertensi,

diabetes, jantung, dan kanker. Diperkirakan hingga menjelang 2030 kematian akibat
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merokok akan mencapai 10 juta per-tahunnya dan di negara-negara berkembang
diperkirakan tidak kurang sekitar 70% kematian termasuk Indonesia (WHO, 2015).

The Asean Tobacco Control Atlas tahun 2014 menyatakan penduduk dunia yang
mengkonsumsi tembakau sebanyak 57% yaitu pada penduduk Asia dan Australia, 14%
pada penduduk Eropa Timur dan pecahan Uni Soviet, 12% penduduk Amerika, 9%
penduduk Eropa barat dan 8% pada penduduk Timur Tengah serta Afrika. Persentase
perokok pada penduduk di negara ASEAN terbesar yaitu Indonesia (46,16%), Filiphina
(16,62%), Vietnam (14,11%), Myanmar (8,73%), Thailand (7,74%), Malaysia (2,90%),
Laos (1,23%), Singapura (0,39%), dan Brunei (0,04%), dengan demikian Indonesia
menempati urutan pertama perokok di kawasan ASEAN (Lian, Tan Yen dan Dorotheo,
Ulysses, 2014).

Posisi Indonesia dalam lima tahun terakhir diantara negara-negara dengan jumlah
perokok terbanyak di dunia telah bergeser dari negara ke-5 jumlah terbanyak perokok di
dunia, yaitu Cina (38%), Amerika Serikat (5%), Jepang (4%), dan Indonesia (4%)
menjadi negara ke-3 setelah Cina dan India, jumlah perokok 65 juta orang atau 28%
per penduduk, diperkirakan 225 miliar batang rokok yang diisap per tahun. Pada tahun
2014 Indonesia mengkonsumsi rokok sebanyak 360 miliyar batang.Berdasarkan
proporsi jumlah batang rokok tercatat 300 juta batang rokok diproduksi pada tahun
2011 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 270 miliyar batang. Indonesia merupakan
negara produsen tembakau terbesar keenam dunia tahun 2014 (11SD, 2015).

Menurut penelitian terbaru dari Institute for Health Metrics And Evaluation

(IHME) tahun 2012 sebuah organisasi riset global di Universitas Washington,
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berdasarkan jenis kelamin jumlah atau proporsi laki-laki perokok di Indonesia
meningkat dan menempati peringkat kedua di dunia dengan 57% di bawah Timor Leste
61%.Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2014 menyatakan Indonesia sebagai
negara dengan angka perokok anak tertinggi di dunia. Usia pertama kali mencoba
merokok berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin berdasarkan GYTS tahun
2014, di mana sebagian besar laki-laki pertama kali merokok umur <7-13 tahun sebesar
88,3%diantaranya merupakan kelompok anak sekolah dasar sebesar 35,3%. Total anak
laki-laki pertama yang disurvei ditemukan 19,4% pengisap tembakau, pengisap rokok
18,3% dan pengisap rokok elektrik 2,1% selama 30 hari terakhir.Total anak laki-laki
yang disurvei sebanyak 54,1% pernah merokok walaupun hanya 1-2 isapan. Proporsi
rata-rata jumlah batang rokok yang dikonumsi berdasarkan jenis kelamin sebagian
besar laki-laki mengisap rokok sebanyak 1 batang perhari sebanyak 35,6%(Kemenkes
RI, 2013).

Menurut Riskesdas tahun 2013, lebih dari 30% penduduk Indonesia yang
merokok dilaporkan mulai mengkonsumsi rokok sebelum mencapai umur 10 tahun.
Bahkan lebih tragisnya lagi Indonesia berada pada urutan ke-1 dari 10 negara ASEAN
jumlah trend usia mulai merokok laki-laki dengan umur 4-14 tahun mencapai 19,6%
dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah perokok di Indonesia dengan umur >10 tahun
mengalami peningkatan, tahun 2010 sebesar 34,7% dan tahun 2013 meningkat menjadi
36,3%. Rata-rata batang rokok yang diisap per hari penduduk umur >10 tahun di
Indonesia adalah 12,3 batang (setara satu bungkus). Jumlah rerata batang rokok

terbanyak yang diisap ditemukan di Provinsi Bangka Belitung (18 batang).
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Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka
perokok tertinggi di Indonesia, menempati urutan ke-12 dari 33 provinsi di Indonesia
dengan jumlah persentase sebesar 24,2% perokok, kadang-kadang 4,2%, mantan
perokok sebanyak 3,3% serta yang bukan perokok sebanyak 68,2%. Rerata jumlah
batang rokok yang diisap penduduk umur >10 tahun sebanyak 14,9 batang rokok
(Riskesdas, 2013).

Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
(PIS-PK) adalah salah satu program kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Program tersebut dilaksanakan dengandilatarbelakangi demi  meningkatnya
derajatkesehatan masyarakat. Program ini diselenggarakan dengan cara melalui
pendekatan keluarga. Melalui integrasiUpaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) secara berkesinambungan yang data dan
informasinyadari profil kesehatan keluarga. Ditetapkan 12 (dua belas) indikator utama
sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga antara lain cakupan anggota keluarga
tidak ada yang merokok. Cakupan anggota keluarga tidak ada yang merokok di Kota
Padangsidimpuan tahun 2017 sebesar 23,6% (menyatakan bahwa tingginya perokok di
Kota Padangsidimpuan) (Dinkes SUMUT, 2017).

Persentase penduduk Kota Padangsidimpuan umur >10 tahun yang merokoktiap
hari sebesar 26,8% berada pada urutan ke- 5 tertinggi menurutKabupaten/Kotadi
Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata batang rokok yang diisap per hari penduduk umur

>10 tahun di Kota Padangdidimpuan adalah 14,83batang (lebih darisatu bungkus).
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Jumlah rerata batang rokok terbanyak yang diisap ditemukan di Kabupaten Tapanuli
Selatan sebanayak 16,40 batang (Dinkes SUMUT, 2017).

Persoalan konsumsi tembakau bukan hanya menjadi persoalan di tingkat regional,
namun ini menjadi persoalan epidemiologi secara global.Pada tahun 2003, Musyawarah
Kesehatan Dunia (World Health Assembly) telah mengeluarkan sebuah kerangka kerja
dalam upaya pengendalian tembakau yakni Konvensi Pengendalian Tembakau atau
Framework Convention Tobacco Control (FCTC). FCTC merupakan upaya global guna
melindungi generasi masa kini dan mendatang dari dampak kesehatan, ekonomi, sosial,
dan lingkungan yang diakibatkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Secara garis
besar FCTC mengatur tentang pengendalian iklan, promosi dan sponsor produk
tembakau, perlindungan bagi perokok pasif, kemasan dan pelabelan kemasan roduk
tembakau, pajak dan cukai tembakau serta pembatasan penyeludupan dan penjualan
ilegal tembakau dan produknya.193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),
Indonesia adalah satu-satunya Negara Asia yang belum mengaksesi FCTC(TCSC-
IAKMI, 2015).

Upaya untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan
asap rokok, pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan dalam upaya
pengendalian tembakau, yakni menetapkan kebijakan KTR untuk melindungi seluruh
masyarakat dari bahaya asap rokok melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009
tentang Kesehatan pada pasal 115 ayat 1 dan 2 yang mengamanatkan kepada
pemerintah daerah wajib untuk menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya,
antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak

bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat Kkerja, tempat umum. Peraturan
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Pemerintah (PP) No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat
adiktif berupa produk tembakau pada pasal 50 menyatakan 7 tatanan dinyatakan sebagai
KTR. Peraturan Bersama Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan KTR, Permenkes No. 28 tahun 2013 tentang
Pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan pada kemasan produk
tembakau, Beragam kebijakan tersebut telah mengadopsi poin-poin penting dalam
FCTC (TCSC- IAKMI, 2015).

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk
melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok.
Alasan diberlakukannya KTR adalah setiap orang berhak atas perlindungan terhadap
bahaya rokok, asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman, ruang
khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu memberikan
perlindungan yang efektif. Sehingga perlindungan hanya efektif apabila 100% suatu
tempat bebas dari asap rokok (Kemenkes RI, 2011).

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tentang Kesehatan disahkan pada tahun
2009, terdapat 49 Peraturan daerah tingkat kabupaten kota, 102 peraturan
Bupati/Walikota dan 13 provinsi di Indonesia yang memiliki kebijakan
KTR.Pemerintah Kota Padangsidimpuanmerupakan salah satu daerah yang telah
memiliki peraturan KTR, yakniPeraturan daerah (Perda) No.7 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan KTR (TCSC- IAKMI, 2015).

Pemberlakukan KTR yang efektif akan memberikan kontribusi positif untuk

menurunkan prevalensi konsumsi rokok dan paparan asap rokok orang lain.
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Panjaitan,Elisabeth (2015) melakukan sebuah studi tentang “Analisis Implementasi
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang KTRPada Sekolah di Kota
Medan ”.Panjaitan, Elisabeth (2015) menemukan kurangnya komunikasi dari
Pemerintah Daerah kepada pihak pimpinan sekolah dalam hal sosialisasi penerapan
KTR, masih kurangnya sumber daya dalam hal sarana dan prasarana untuk penerapan
KTR di sekolah, masih kurangnya tanggapan dari sasaran/pelaksana kebijakan dan
masih kurangberjalannyabirokrasi dalam penerapan KTR di sekolah.

Maka sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah tentang KTR ada daerah
atau kawasan yang telah dapat dikatakan efektif dan efisien dalam
mengimplementasikan Perda tersebut, namun ada juga daerah yang belum mampu
menjalankannya secara efektif dan efisien. Beberapa wilayah di Indonesia, KTR yang
sudah berjalan dengan baik misalnya Kota Bandung dengan Perda No.3 tahun 2005, dan
Kota Surabaya dengan Perda No.5 tahun 2008(TCSC- IAKMI, 2015).

Sejak kebijakan KTR di Kota Padangsidimpuan diberlakukansejak resmi
diundangkan pada tanggal 22 Juli tahun 2013. Pelaksanaan KTR serta pemberian sanksi
tindakan sudah resmi berjalan terhitung sejak resmi diundangkan. Setiap tempat yang
telah ditetapkan sebagai KTR harus menerapkan kebijakan tersebut.Kepala instansi
menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan KTR di wilayah kerjanya masing-
masing. Kebijakan KTR di Kota Padangsidimpuan menunjukkan belum ada perubahan
yang signifikansejak resmi diundangkan kurang lebih lima tahun.Berdasarkan hasil
survei tingkat kepatuhan implementasi kebijakan KTR yang dilakukan
LSMPeloporPadangsidimpuan pada tahun 2016, tingkat kepatuhan yang paling rendah

adalah pada kawasan tempat umum sebanyak 5%, tempat proses belajar mengajar
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sebesar 7%, angkutan umum sebesar 10%, sedangkan tingkat kepatuhan yang paling
tinggi adalah tempat kerja sebesar 26%, tempat ibadah sebesar 20%, tempat anak
bermain sebesar 18%fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 14% dari 7 (tujuh) tatanan
KTR. Dari hasil surveitempat proses belajar mengajar merupakan tempat kedua
terendah (Laporan Survei Tingkat Kepatuhan KTR di Kota Padangsidimpuan, 2017).
Hasil survei tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan KTR di tempat proses
belajar mengajar masih rendah dan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara
konsisten oleh tim pemantau KTR Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penelitipada tempat proses belajar
mengajar di 198lokasi dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan
yaitu SD sederajat, SMP sederajat SMA sederajat dan Perguruan Tinggi. Instansi yang
paling dekat dengan anak-anak adalah sekolah dasar, dengan alasan bahwa anaksekolah
lebih tinggi terpapar asap rokok. Dari 102 sekolah dasar sederajat, peneliti mengambil 3
(tiga) sekolah sebagai wakil dari seluruh sekolah dasar sederajat yang ada di Kota
Padangsidimpuan yaitu SD Negeri 200101, SD Negeri 200212 dan SD Negeri 200508.
Melihat dari semua sekolah dasar sederajat hanya SD Negeri 200101 Padangsidimpuan
yang menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya hanyaatas dasar kebijakan dari
kepala sekolahnya dan yag lainnya belum. Masih rendahnya tingkat kepatuhan
implementasi Perda KTR Kota Padangsidimpuan, seperti masih banyak orang merokok
di KTR (guru, penjaga sekolah/ satpam, penjual di kantin, dan orang tua siswa-siswi),
ditemukannya puntung rokok di sekitar wilayah sekolah, tersedianya asbak rokok di
ruang guru dan di kantin sekolah, minimnya penandaan KTR (stiker, plakat,

spanduk, baliho, billboard), dan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh
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pengelola atau penanggungjawab kawasan (kepala sekolah)serta belum ada sanksi yang
telah diterapkan pada sekolah tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang PMK Dinas
Kesehatan dan Kabid Pendidikan DasarDinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan,
implementasi kebijakan KTR di Kota Padangsidimpuanbelum maksimal dilakukan, hal
ini dapat dilihat dari keterbatasan anggaran, belum adanya APBD yang dialokasikan
Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk mendukung kebijakan KTR. Selain itu
koordinasi lintas sektor dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga belum
berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan sebagai leading sector
belum benar-benar merealisasikan tugas dan kewajibannya untuk melakukan berbagai
macam kegiatan, seperti sosialisasi kepada lintas sektor dan masyarakat, pelatihan
kepada tim pemantau dan penegak hukum, pembinaan dan pengawasan terhadap 7
(tujuh) kawasan, serta belum adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran
KTR.Observasi yang dilakukan peneliti dan hasil survey yang dilakukan LSM Pelopor
terhadap tingkat kepatuhan KTR yang masih rendah khususnya pada tempat proses
belajar mengajar, hal tersebut menunjukan bahwa Perda Kota PadangsidimpuanNomor
7 tahun 2012 tentang KTR belum dapat terimplementasi dengan baik oleh para pelaku
kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis
implementasi kebijakan KTR pada tempat proses belajar mengajardi Kota
Padangsidimpuan khususnya sekolah dasar sederajat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, peneliti melihat

masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda Kota
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Padangsidimpuan Nomor 7 tahun 2012 tentang KTR. Peneliti merumuskan
permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan proses dalam

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah dasarKota Padangsidimpuan”.

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerahKota Padangsidimpuan dalam
menyusun arah kebijakan dan perencanaan program KTR untuk melakukan
intervensi yang tepat dan efisien di Kota Padangsidimpuan.

2. Sebagai bahan masukan bagi sekolah dasar sederajat dalam menerapkan KTR di
Kota Padangsidimpuan dan menambah informasi bagi masyarakat di lingkungan
sekolah.

3. Sebagai referensibagi akademisi dan peneliti lain  untuk melakukan
penelitianselanjutnyatentang  kebijakan ~ kesehatan  khususnya  mengenai

implementasi kebijakan KTR serta mengetahui bahaya rokok.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rokok
2.1.1 Pengertian Rokok

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan
diisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk
lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (nicotiana tobacum, nicotiana rustica)
dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan 2tar dengan
atau tanpa bahan tambahan (KemenkesRI, 2011).
2.1.2 Kandungan Rokok

Rokok merupakan gabungan dari bahan-bahan kimia. Satu batang rokok yang
dibakar akan mengeluarkan 4000 bahan kimia. Secara umum bahan-bahan ini dapat
dibagi menjadi dua golongan besar yaitu komponen gas (92%) dan komponen padat
atau partikel (8%).Asap rokok yang dihisap atau asap rokok yang dihirup melalui dua
komponen.Pertama, komponen yang lekas menguap berbentuk gas.Kedua, komponen
yang bersama gas terkondensasi menjadi komponenpartikulat. Dengan demikian, asap
rokok yang diisap dapat berupa gas sejumlah 85 persen dan sisanya berupa partikel.
Asap yang dihasilkan rokok terdiri dari asap utama (main stream smoke) dan asap
samping (side stream smoke). Asap utama adalah asap tembakau yang diisap langsung
oleh perokok, sedangkan asap samping adalah asap tembakau yang disebarkan ke udara
bebas, sehingga dapat terhirup oleh orang lain yang dikenal sebagai perokok pasif

(Tarigan, 2014).

11
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2.1.3 Penyakit Akibat Rokok

Dari aspek kesehatan, rokok mengandung 4000 zat kimia yang berbahaya bagi
kesehatan, seperti Nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik,
bahkan juga formalin. Ada 25 jenis penyakit yang ditimbulkan karena kebiasaan
merokok seperti emfisema, kanker paru,bronkhitis kronis dan penyakit paru lainnya.
Dampak lain adalah terjadinya penyakit jantung koroner, peningkatan kolesterol darah,
berat bayi lahir rendah (BBLR) pada bayi ibu perokok, keguguran dan bayi lahir mati
(KemenkesRl, 2011).

2.1.4 Perilaku Merokok

Perilaku merokok pada remaja awal sebagian besar merupakan hasil dari proses
kognitif bahwa mereka memiliki antisipasi terhadap konsekuensi terkait dengan
perilaku-perilaku mereka. Perilaku merokok mereka pun ditentukan oleh keyakinan
mereka terhadap perilaku tersebut diantaranya penghayatan sosial dan resiko-resiko
kesehatan atau keuntungan-keuntungan dari merokok, kemudahan mendapatkan rokok
dan persepsi terhadap perilaku merokok yang berasal dari teman (Chotidjah, 2012).

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di
Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai
akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna
bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko

menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada
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perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif)
(Kemenkes, 2011).

Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons orang
tersebut terhadap rangsangan dari luar yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi
seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung (Suparyanto, 2011).
Merokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah dianggap sebagai perilaku
yang wajar dan menjadi bagian dari kehidupan sosial dan gayahidup tanpa memahami
risiko dan bahaya kesehatan terhadap dirinya serta masyarakat di sekitarnya. Para
perokok tidak menyadari bahwa mereka terjerat dalam kondisi ketergantungan yang
sangat sulit dilepaskan (Kemenkes RI, 2011).

Tempat merokok juga mecerminkan pola perilaku perokok. Berdasarkan tempat-
tempat dimana seseorang menghisap rokok, maka dapat digolongkan atas:

1. Merokok di tempat-tempat umum atau ruang publik :

a. Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara bergerombol mereka
menikmati kebiasaannya. Umumnya mereka masih menghargai orang lain, karea
itu mereka menempatkan diri di smoking area.

b. Kelompok yang heterogen (merokok ditengah orang-orang lain yang tidak
merokok, anak kecil, orang jompo, orang sakit, dan lainnya). Mereka yang
berani merokok di tempat tersebut, tergolong sebagai orang yang tidak
berperasaan, kurang etis dan tidak mempunyai tata karma. Bertindak kurang
terpuji dan kurang sopan, dan secara tersamar mereka tega menyebar racun

kepda orang lain yang tidak bersalah.
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2. Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi:

a. Di kantor atau di kamar tidur pribadi. Mereka yang memilih tempat-tempat
seperti ini sebagai tempat merokok digolongkan kepada individu yang kurang
menjaga kebersihan diri, penuh dengan rasa gelisah dan mencekam.

b. Di toilet, perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang yang suka
berfantasi.

2.1.5 Perokok Aktif dan Perokok Pasif
1 Perokok Aktif
Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara
langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
2 Perokok Pasif
Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap
atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok (Kemenkes RI,

2011).

2.2Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
2.2.1 Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya
bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi
menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan
Kawasan Tanpa Rokok (Kemenkes, 2011). Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya

disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
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merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan
produk tembakau (TCSC- IAKMI, 2015)
2.2.2 Tempat-tempat yang Menjadi KTR

Dilihat dari sisi lain, masyarakat perokok juga mempunyai hak untuk merokok,
akan tetapi masyarakat bukan perokok juga mempunyai hak untuk menghirup udara
segar yang bebas dari asap rokok, maka dari itu di beberapa lokasi disediakan juga
tempat Khusus untuk merokok. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR (Kemenkes
RI, 2011).

Sedangkan tempat-tempat yang menjadi KTR, terutama yang ditetapkan dalam
Pedoman Pengembangan KTR, antara lain (Kemenkes R1,2011) :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah
dan/atau masyarakat.

2. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan
belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

3. Tempat anak bermain adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan

untuk kegiatan bermain anak-anak.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



16

4. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki cirri-ciri
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-
masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

5. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa
kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

6. Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau
tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

7. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat
umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

2.2.3 Landasan Hukum Penetapan KTR
Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam
pengembangan KTR, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
pasal 115 sampai dengan 116.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah yang didalammya Mengatur Tentang Pajak Rokok.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang
mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dimana PP ini

melakukan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung
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zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak

mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat,

dan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013,

Tentang Pencantuman Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan

Produk Tembakau.

Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor40 Tahun 2013, Tentang

Peta Jalan (Road Map) Pengendalian dampak Konsumsi Rokok bagi Kesehatan.

Peraturan Bersama Menkes Republik Indonesia dan Mentri Dalam Negri No. 7

tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan KTR.

Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/I11/

1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok.

Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4/U/1997 tentang

lingkungan sekolah bebas rokok.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Rl No.

188/MENKES/PB/1/2011 tentang pedoman pelaksanaan KTR.

a. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa KTR meliputi fasilitas pelayanan
kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat
ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya

yang ditetapkan. Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan atau penanggung
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jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menetapkan dan menerapkan KTR.

b. Pasal 4 menyatakan bahwa KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat
anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dilarang menyediakan tempat
khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok
hingga batas terluar.

c. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus
untuk merokok.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2015. Pengertian dan ketentuan umum Kawasan Tanpa Rokok di
Lingkungan Sekolah tertulis dalam pasal 1 sebagai berikut:

1. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB),
Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
(SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa (SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik
negeri maupun swasta.

2. Lingkungan sekolah adalah lokasi tempat berlangsungnya kegiatan

belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.
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3. Pihak lain adalah orang yang melakukan aktivitas di dalam lingkungan
sekolah, selain kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta
didik.

4. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan/atau mempromosikan
rokok.

Tujuan KTR di lingkungan sekolah tercantum dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 pada
pasal 2 yaitu kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan  Lingkungan
sekolah yang bersih, sehat dan bebas rokok.

Kebijakan KTR di lingkungan sekolah mempunyai sasaran yang telah
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 pada pasal 3. Sasaran  kebijakan
KTR di Lingkungan Sekolah adalah sebagai berikut:

a. Kepala sekolah

b. Guru

c. Tenaga kependidikan

d. Peserta didik; dan

e. Pihak lain di dalam Lingkungan sekolah

Untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan KTR di Lingkungan Sekolah,

pihak sekolah wajib melakukan hal-hal sesuai dengan pasal 4, pasal 5, pasal 6,
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dan pasal 7 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2015. Hal-hal yang perlu dilakukan sekolah adalah
sebagai berikut:

Pasal 4 :

a. Memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;

b. Melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian
sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapunyang dilakukan oleh
perusahan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang,
logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas
perusahan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler
yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah;

c. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame penyebaran
pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan
rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah;

d. Melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk
penjualan lain di lingkungan sekolah; dan

e. Memasang tanda KTR di lingkungan sekolah.

Pasal 5 :

1) Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan Pihak lain

dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau

mempromosikan rokok di lingkungan sekolah.
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2) Kepala sekolah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau
mengambil tindakan terhadap guru, tenaga kependidikan, dan peserta
didik apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

3) Kepala sekolah dapat memberikan sanksi kepada guru, tenaga
kependidikan, dan Pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan KTR di
lingkungan sekolah.

4) Guru, tenaga kependidikan, dan/atau peserta didik dapat memberikan
teguran atau melaporkan kepada kepala sekolah apabila terbukti ada
yang merokok di lingkungan sekolah.

5) Dinas pendidikan setempat sesuai dengan kewenangannya memberikan
teguran atau sanksi kepada Kepala Sekolah apabila terbukti melanggar
ketentuan KTR di lingkungan sekolah berdasarkan laporan atau
informasi dari guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan/atau Pihak
lain.

Pasal 6 :
Larangan penjualan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan
pasal 5 ayat (1) berlaku juga terhadap larangan penjualan permen berbentuk
rokok atau benda lain yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi yang
menyerupai rokok atau tanda apapun dengan merek dagang, logo, atau warna
yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri rokok.

Pasal 7 :
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1) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini
secara berkala paling sedikit dalam satu tahun.

2) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menyusun dan menyampaikan
hasil pelaksanaan pemantauan kepada walikota, bupati, gubernur, dan/atau
menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kewenangannya.

3) Sekolah wajib melakukan pembinaan kepada peserta didik yang merokok di
dalam maupun di luar lingkungan sekolah sesuai dengan tata tertib yang
berlaku di sekolah.

12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang KTR pada
perkantoran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
13. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR
2.2.4 Tujuan Penetapan KTR
Tujuan penetapan KTR adalah (Kemenkes, 2011) :
1 Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah
perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2 Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
3 Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
4 Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.

5 Mewujudkan generasi muda yang sehat.
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2.2.5 Sasaran Penetapan KTR

Sasaran KTR adalah seluruh bagian yang berada di dalam tempat-tempat yang

menjadi KTR yang ikut berperan dalam mewujudkan KTR, antara lain (Kemenkes,

2011) :
1. Sasaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Pasien.
c. Pengunjung.
d. Tenaga medis dan non medis.

2. Sasaran di Tempat Proses Belajar Mengajar

a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola tempat proses belajar mengajar.

b. Peserta didik/siswa.
c. Tenaga kependidikan (guru).

d. Unsur sekolah lainnya (tenaga administrasi, pegawai di sekolah).
3. Sasaran di Tempat Anak Bermain

a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola tempat anak bermain.

b. Pengguna/pengunjung tempat anak bermain.

4. Sasaran di Tempat Ibadah

a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola tempat ibadah.

b. Jemaah.

c. Masyarakat di sekitar tempat ibadah.

5. Sasaran di Angkutan Umum
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a. Pengelola sarana penunjang di angkutan umum (kantin, hiburan, dsb).
b. Karyawan.
c. Pengemudi dan awak angkutan.
d. Penumpang.
6. Sasaran di Tempat Kerja
a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola sarana penunjang di tempat kerja (kantin,
toko, dsb).
b. Staf/pegawai/karyawan.
c. Tamu.
7. Sasaran di Tempat Umum
a. Pimpinan/penanggung jawab/pengelola sarana penunjang di tempat umum
(restoran, hiburan, dan sebagainya).
b. Karyawan.

c. Pengunjung/pengguna tempat umum.
2.2.6 Manfaat Penetapan KTR

Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap
risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok
(Kemenkes, 2011).

2.2.7 Prinsip Dasar Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
WHO dalam Tobacco Free Initiative (2015) menyebutkan bahwa peraturan

KTR yang efektif adalah yang dapat dilaksanakan dan dipatuhi.Agar peraturan KTR
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dapat dilaksanakan (diimplementasikan) dan dipatuhi, perlu dipahami prinsip-prinsip
dasar KTR. Prinsip dasar tersebut antara lain :

1. Asap rokok orang lain mematikan.

2. Tidak ada batas aman bagi paparan asap rokok orang lain.

3. Setiap warga negara wajib dilindungi secara hukum dari paparan asap rokok
orang lain.

4. Setiap pekerja berhak atas lingkungan tempat kerja yang bebas dari asap rokok
orang lain.

5. Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% yang dapat memberi perlindungan
penuh bagi masyarakat.

6. Pembuatan ruang merokok dengan ventilasi atau filtrasi udara tidak efektif.
Beberapa hal yang menjadi prinsip dasar pengembangan KTR menurut WHO
(2015) antara lain :

1. Semua orang berhak dilindungi kesehatannya dari paparan asap rokok.

2. KTR merupakan upaya efektif untuk melindungi seluruh masyarakat dari
asap rokok orang lain.

3. Perlu peraturan berbentuk legislasi yang mengikat secara hukum.

4. Untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan dan penerapan KTR
diperlukan perencanaan yang baik dan SDM yang memadai.

5. LSM dan Lembaga Profesi mempunyai peran yang penting.

6. Pelaksanaan peraturan, penegakkan hukum, dan dampak KTR harus

dimonitor.
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2.2.8 Langkah-langkah Pengembangan KTR
Dalam pengembangan KTR diperlukan beberapa langkah menurut Kemenkes
Republik Indonesia tahun 2011.Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengendalikan masalah tembakau di tingkat Provinsi, Kabupaten atau
Kota maka perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). Anggota Pokja
terdiri dari berbagai unsur Pemerintah, LSM, Organisasi Keagamaan, Perguruan
Tinggi, Organisasi Profesi. Pokja ini tidak boleh memiliki hubungan kerjasama
dengan industri atau perusahaan rokok.

2. Melakukan Analisis Situasi yang meliputi :

a. Analisis terhadap peraturan dan kebijakan serta dukungan politis yang
ada terhadap pengendalian masalah tembakau dan KTR.

b. Analisis terhadap sumber daya yang akan mendukung KTR.

c. Analisis terhadap potensi dari partisipasi masyarakat dalam KTR.

3. Pengembangan Kebijakan dan Strategi KTR

a. Menyiapkan data dasar “evidence based”, yaitu data prevalensi perokok,
hasilsurvei sikap dan perilaku, polling survei untuk menilai pengetahuan
dan dukungan masyarakat. Data ini dapat diperoleh dari data data
sekunder maupun data primer yang dimiliki oleh tingkat nasional,
maupun internasional.

b. Untuk mendukung kebijakan KTR melakukan diseminasi data kepada
media massa, penentu kebijakan, dan kepada seluruh stakeholder dalam

hal pengambilan kebijakan tentang bahayanya merokok.
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Untuk menggalang komitmen politis diadakan pertemuan Advokasi,
Audiensi dengan pimpinan daerah (Walikota dan DPRD) dan
stakeholder. Dalam pertemuan tersebut disampaikanlah data dasar,
integrasi konsep KTR ke dalam visi-misi atau program pembangunan
daerah dan manfaat dari kebijakan KTR, yaitu memiliki martabat karena
dapat melindungi masyarakat, elegan dan prestisius karena memenuhi
standar kesehatan masyarakat internasional, menurunkan biaya
pengobatan, meningkatkan produktifitas, serta dapat meluruskan
informasi yang keliru tentang berbagai dampak ekonomi yang tercantum
dalam Perda tentang KTR pada industri jasa, serta tidak efektifnya ruang
merokok atau ventilasi sebagai tempat pertukaran udara luar dan
pengaruh yang ditimbulkan dari terpaparnya asap rokok.

Penyusunan Perda disepakati sesuai dengan hak inisiatif (Pemda atau
DPRD).

Membentuk tim penyusunan draftPerda KTR. Dalam penyusunan draft
Perda KTR, anggota tim perlu mendapat training mengenai KTR dan
berkonsultasi dengan tenaga ahli.

Untuk menyusun strategi komunikasi sebelum Perda terbentuk,
mendiskusikan draft Perda KTR, serta untuk mendapatkan dukungan,

maka diadakan pertemuan konsultasi dengan stakeholder.
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Menyerahkan draft Perda kepada Bupati/Walikota/Gubernur serta
mendapat persetujuan.

Menyerahkan  draft Perda KTR  kepada DPRD  untuk
kemudiandidiskusikan dan mendapat persetujuan dan menerbitkannya.
Mengintegrasikan KTR ke dalam visi-misi atau program pembangunan

daerah.

4. Komunikasi dan Informasi

a.

Melakukan pertemuan sosialisasi dengan para stakeholder. Materi
sosialisasi yang diberikan menyangkut bahaya asap rokok orang lain, hak
asasi dari perokok pasif dan perlu adanya perlindungan hukum. Teknik
penyampaian komunikasi dapat dilakukan melalui kampanye di media
massa, pendekatan terhadap tokoh masyarakat, jurnalis, press release,
seminar, temu karya, dan lain-lain yang dapat menyampaikan informasi
tersebut.

Memberikan informasi kepada para perokok agar dapat mematuhi Perda
yang telah diputuskan.

Memberikan informasi kepada seluruh penanggung jawab kawasan atau
wilayah untuk dapat melaksanakan KTR.

Meningkatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam
penerapan KTR.

Isi Perda mengenai kapan diberlakukan, dimana diterapkan, sanksi
pelanggaran dan peran serta masyarakat, diumumkan melalui media

massa dan disosialisasikan kepada tokoh masyarakat.
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f. Mengumumkan data pendapat masyarakat bahwa Perda telah dapat
diterapkan, serta menyampaikan keberhasilan pelaksanaan Perda KTR
secara berkala.

g. Mempublikasikan informasi keberhasilan pelaksanaan Perda KTR dalam
website dan media massa.

5. Pelaksanaan dan Penegakan Perda KTR

a. Membentuk peraturan untuk pelaksanaan Perda KTR

b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan dan penegakan Perda KTR serta
mendistribusikannya kepada seluruh stakeholder dan organisasi terkait.

c. Mekanisme koordinasi dibentuk untuk mencipatakan penegakan Perda
KTR.Tim penegakan hukum yang dibentuk terdiri dari organisasi
masyarakat (Dinas Kesehatan sebagai inisiator), perguruan tinggi,
organisasi keagamaan, asosiasi hotel dan restoran, asosiasi olahraga,
asosiasi transportasi, unsur pemerintahan, satuan Polisi Pamong Praja,
dan lain-lain. Secara berkala hasil penegakan hukum tersebut dilaporkan
kepada Bupati ataupun Walikota dalam hal pelanggaran yang
ditimbulkan oleh petugas dan masyarakat.

d. Untuk inspeksi dan penegakan dilaksanakan pelatihan bagi tim penegak
hukum.

e. Untuk selalu memberi dukungan dalam penerapan Perda KTR diadakan

pertemuan konsultasi dengan stakeholder.
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f. Kurang lebih 15 hari setelah pemberlakuan masa penegakan hukum,
dibuat tanda KTR, sesuai standar dan mendistribusikannya kepada
seluruh KTR.

g. Melakukan pemantauan (investigasi) kepatuhan pelaksanaan Perda KTR.

h. Layanan berhenti merokok disarankan untuk disediakan.

i. Menyediakan layanan pengaduan online.

J. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan yang akan
dihadapi dan cara penanggulangannya maka disiapkan materinya.

k. Melaksanakan pengawasan internal oleh penanggung jawab tatanan
meliputi deteksi pelanggaran, edukasi, teguran lisan, tertulis dan
melaksanakan inspeksi rutin oleh tim penegak hukum.

I.  Menerapkan sangsi hukum dalam bentuk pemberian sanksi terhadap
pelaku.

m. Kemajuan dan masalah serta hal-hal yang mendukung pelaksanaan KTR
dikomunikasikan pada Rakorda.

n. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan KTR dilibatkan seluruh
komponen masyarakat termasuk pelaku bisnis.

6. Monitoring dan Evaluasi
a. Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan, dampak kesehatan
dan ekonomi.
b. Mengadakan jejak pendapat masyarakat terhadap penerapan kebijakan KTR
(sebelum dan setelah penerapan).

c. Mengadakan monitoring kualitas udara.
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2.2.9 Langkah-langkah Pengembangan KTR di Tempat Proses Belajar
Mengajar

Penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang KTR dilakukan dengan
menggunakan berbagai metode dan media di berbagai kesempatan yang ada sehingga
pelaksanaan KTR dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak, baik pembina,
pengawas maupun perokok dan bukan perokok dengan pemberlakuan sanksi sesuai
hukum vyang diterapkan. Petugas kesehatan melaksanakan advokasi kepada
pimpinan/pengelola tempat proses belajar mengajar dengan menjelaskan perlunya KTR
dan keuntungannya jika dikembangkan KTR di area tersebut. Advokasi tersebut
akhirnya pimpinan/pengelola tempat belajar mengajar setuju untuk mengembangkan
KTR. Contoh tempat proses belajar mengajar adalah sekolah, kampus, perpustakaan,
ruang praktikum dan lain sebagainya. Perlu dilakukan oleh pimpinan/pengelola untuk
mengembangkan KTR adalah sebagai berikut :

a. Analisis Situasi

Penentu kebijakan/pimpinan di tempat proses belajar mengajar melakukan
pengkajian ulang tentang ada tidaknya kebijakan KTR dan bagaimana sikap dan
perilaku sasaran (karyawan/guru/dosen/ siswa) terhadap kebijakan KTR. Kajian ini
untuk memperoleh data sebagai dasar membuat kebijakan.
b. Pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR.

Pihak pimpinan mengajak bicara karyawan/guru/dosen/siswa yang mewakili
perokok dan bukan perokok untuk :

1) Menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat KTR.

2) Membahas rencana kebijakan tentang pemberlakuan KTR
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3) Meminta masukan tentang penerapan KTR, antisipasi kendala dan sekaligus
alternatif solusi.
4) Menetapkan penanggung jawab KTR dan mekanisme pengawasannya.
5) Membahas cara sosialisasi yang efektif bagi karyawan/guru/dosen/siswa
6) Kemudian pihak pimpinan membentuk komite atau kelompok kerja penyusunan
kebijakan KTR.
c. Membuat kebijakan KTR,komite atau kelompok kerja membuat kebijakan yang jelas
tujuan dan cara melaksanakannya.
d. Penyiapan infrastruktur, antara lain :
1) Membuat surat keputusan dari pimpinan tentang penanggung jawab dan
pengawas KTR di tempat proses belajar mengajar.
2) Instrumen pengawasan.
3) Materi sosialisasi penerapan KTR.
4) Pembuatan dan penempatan tanda larangan merokok.
5) Mekanisme dan saluran penyampaian pesan tentang KTR di tempat proses
belajar mengajar melalui poster, stiker larangan merokok dan lain sebagainya.
6) Pelatihan bagi pengawas KTR.
7) Pelatihan kelompok sebaya bagi karyawan/guru/dosen/siswa tentang cara
berhenti merokok.
b. Sosialisasi penerapan KTR, antara lain :
1) Sosialisasi penerapan KTR di lingkungan internal bagi
karyawan/guru/dosen/siswa.

2) Sosialisasi tugas dan penanggung jawab dalam pelaksanaan KTR.
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f. Penerapan KTR
1) Penyampaian pesan KTR kepada karyawan/guru/dosen/siswa melalui poster,
tanda larangan merokok, pengumuman, pengeras suara dan lain sebagainya.
2) Penyediaan tempat bertanya.
3) Pelaksanaan pengawasan KTR.
g. Pengawasan dan Penegakan Hukum
1) Pengawas KTR di tempat proses belajar mengajar mencatat pelanggaran dan
menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2) Melaporkan hasil pengawasan kepada otoritas pengawasan yang ditunjuk, baik
diminta atau tidak.
h. Pemantauan dan Evaluasi
1) Lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang telah
dilaksanakan.
2) Minta pendapat komite dan lakukan kajian terhadap masalah yang ditemukan.
3) Putuskan apakah perlu penyesuaian terhadap masalah kebijakan.
2.2.10 Indikator KTR
Indikator sangat diperlukan baik oleh petugas kesehatan maupun pengelola KTR
sebagai alat dalam pengembangan KTR di tatanan. Secara umum indikator menurut
Kemenkes RI tahun 2011 yaitu:
1. Indikator Input
a. Adanya kebijakan tertulis tentang KTR dan sikap serta perilaku sasaran
terhadap kebijakan KTR.

b. Adanya komite/ kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



34

c. Adanya kebijakan KTR.
d. Adanya infrastruktur kebijakan KTR.
2. Indikator Process
a. Terlaksana sosialisasi penerapan KTR
b. Diterapkannya KTR.
c. Dilaksanakannya pengawasan dan penegakan hukum
d. Dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi
3. Indikator Output
a. Terwujudnya kawasan tanpa rokok di semua tatanan
Indikator KTR di tempat proses belajar mengajarsebagai berikut :
1. Indikator Input
a. Adanya kebijakan tertulis tentang KTR
b. Adanya tenaga yang ditugaskan untuk memantau KTR di tempat proses belajar
mengajar
c. Adanya media promosi tentang larangan merokok/ KTR
2. Indikator Process
a. Terlaksana sosialisasi penerapan KTR baik secara langsung (tatapmuka) maupun
tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)
b. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR
c. Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan
merokok, mading, surat edaran, pengeras suara.

d. Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar
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e. Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika merokok.
3. Indikator Output

1. Lingkungan tempat proses belajar mengajar tanpa asap rokok

2. Siswa yang tidak merokok menegur siswa yag merokok di lingkungan KTR

3. Perokok merokok di luar KTR

4. Adanya sanksi bagi yag melanggar KTR

2.3 Kebijakan Publik

Carl I. Friedrick dalam Nugroho (2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai
serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan
yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi
hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Nugroho (2013) membagi kebijakan publik ke dalam empat jenis, yaitu:

1. Kebijakan Formal, keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan
disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu perundang-undangan, hukum, dan regulasi.

2. Konvensi atau kebiasaan atau kesepakatan umum, kebijakan ini biasanya
ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi public, contohnya Standard

Operating Procedure(SOP) tidak tertulis atau tertulis tetapi tidak diformalkan.
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3. Pernyataan pejabat publik yang harus dan selalu mewakili lembaga publik yang
diwakili atau dipimpinnya.
4. Perilaku pejabat, gesture pimpinan ditirukan oleh bawahannya.

Kebijakan publik merupakan suatu proses yang terdiri dari bagian-bagian tahapan
yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.
Menurut Dunn dalam Winarno (2014) tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda: Para pejabat publik menempatkan masalah pada
agenda publik. Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi
masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk kedalam agenda
pemerintah?

2. Tahap Formulasi Kebijakan: Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.

3. Tahap Adopsi Kebijakan: Alternatif kebijakan diadopsi oleh para pembuat
kebijakan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan: Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya financial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan: Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau
dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu
memecahkan masalah.

Menurut Nugroho (2013) terdapat lima tahap proses kebijakan public dari ilmu

manajemen, yaitu: 1) Planning: Tahap kebijakan direncanakan untuk dibuat, 2)
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Formulating: Tahap kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, 3) Implementing: Tahap
kebijakan dilakukan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat, 4) Leading:
Kebijakan publik harus dipimpin, 5) Controlling: Kebijakan publik harus dikendalikan

agar tidak menjadi liar.

2.4Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik, dan bukan
diawali dari temuan, kajian akademik, atau penelitian ilmiah (Nugroho, 2013). Walter
William dalam Nugroho (2014) menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah
cara pensintesaan informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan suatu
format keputusan kebijakan (yang ditentukan dari sejumlah alternatif pilihan) dan
menentukan informasi yang relevan dengan kebijakan. William N. Dunn (2013)
menjelaskan bahwa analisis kebijakan publik adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan
yang menggunakan berbagai macam metode untuk meneliti dan berargumen, untuk
memproduksi dan mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang
dapat dipergunakan didalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan.

Atas dasar definisi analisis kebijakan yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa analisis kebijakan adalah sebuah cara dengan menggunakan
berbagai macam metode untuk meneliti suatu kebijakan yang pada akhirnya akan
menghasilkan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dipergunakan

untuk mengatasi masalah kebijakan.
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2.5 Implementasi Kebijakan

Secara luas Lester dan Stewart dalam Winarno (2014) memberi makna bahwa
implementasi kebijakan merupakan pelaksana undang-undang di mana berbagai aktor,
organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan
dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Ripley dan
Franklin (1982) dalam Winarno (2014) mengatakan, implementasi kebijakan adalah apa
yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,
kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (output).

Nugroho (2013) memberi makna bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah Kkebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk
mengimplementasikan  kebijakan publik ada dua cara, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi
kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda memerlukan kebijakan
publik penjelas atau biasa disebut peraturan pelaksanaan, antara lain Keppres, Inpres,
Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputasan Kepala Dinas, dan lain-lain.
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat dari seluruh proses kebijakan
publik, karena masalah-masalah yang ditemukan pada saat implementasi tidak dijumpai
dalam konsep, belum lagi ancaman terkait konsistensi dalam mengimplementasikan

sebuah kebijakan (Nugroho, 2013).
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2.5.1 Model Teoritis Implementasi Kebijakan

Di dalam studi tentang implementasi kebijakan, berbagai macam teori
implementasi kebijakan.Teori-teori tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis model,
yakni implementasi kebijakan model “dari atas ke bawah” (top-downer) dan dari
“bawah ke atas” (bottom-upper).

1. Model top-downer

Teori yang mengedepankan pembagian yang jelas antara formulasi kebijakan dan
implementasi, dan proses implementasi yang rasional dan linier, di mana tingkat-tingkat
dibawahnya melaksanakan praktek berdasarkan pada setingan tujuan sesuai dengan apa
yang dimaksudkan oleh tingkat yang lebih tinggi (Kent Buse et.al. 2012). Menurut
Nugroho (2013), Perspektif top-downer lebih fokus kepada tugas birokrasi untuk
melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. llmuwan sosial yang
mengembangkan pendekatan ini adalah Donald VVan Meter da Carl Van Horn (1975),
Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun
(1978), Malcolm Goggin, Ann Bowman, and James Lester (1990), Merilee S. Grindle
(1980), George Edward 111 (1980), Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980),
Paul Berman (1980).

2. Model Bottom-Upper

Teori yang mengakui bahwa tingkatan yang lebih rendah akan dapat memainkan

peran yang lebih aktif dalam proses implementasi, termasuk mempunyai beberapa

keleluasaan untuk merubah kebijakan dalam sistem, degan demikian menghasilkan
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kebijakan yang berbeda dari yang dibayangkan (Kent Buse et.al. 2012). lImuwan sosial

yang menggunakan pendekatan ini adalah Michael Lypski (1971, 1980), Benny Hjern

dan David O’porter (1982,1983).

Tabel 2.1 Pendekatan “Top-down” dan “Bottom-up”

Pendekatan Top-down

Pendekatan Bottom-up

Fokus awal

Identifikasi aktor-
aktor utama

Pandangan proses
kebijakan

Kriteria
evaluative

Fokus
keseluruhan

Keputusan pemerintah
pusat

Dari puncak-ke bawah
dan dimulai dari
pemerintah

Proses yang rasional,
berawal dari identifikasi
masalah di tingkat atas
hingga implementasi di
tingkat bawah

Derajat pencapaian
tujuan-tujuan  formal
dari pada pengakuan
konsekuensi-
konsekuensi yang tidak
diharapkan

Aktor dan jaringan implementasi
local

Dari dasar-ke atas, termasuk
pemerintah dan non-pemerintah

Proses interaktif melibatkan
pembuat kebijakan dan para
pengimplementasi dari berbagai

bagian dan tingkat pemerintah dan

pihak luar dimana kebijakan
mungkin berubah selama
implementasi

Lebih tidak jelas, bisa jadi proses
kebijakan yang mempertimbangkan
pengaruh-pengaruh local

Pengakuan atas interaksi strategis
antara berbagai aktor ganda dalam
jaringan kebijakan yang berfokus
pada agen-agen.

2.5.2 Model Proses Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pendapat Nugroho (2013) dapat disimpulkan bahwa, dalam proses

kebijakan publik, tahapan yang paling berat pada level implementasi, karena masalah
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yang muncul dari sebuah kebijakan pada saat dilapangan, bukan pada tahap
perencanaan atau konsep.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus.Banyak faktor
yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam mengkaji implementasi
kebijakan, George C. Edwards Il1 dalam Winarno (2014) memulai dengan mengajukan
sebuah pertanyaan, Yyakni: faktor-faktor apa yang diperlukan sehingga suatu
implementasi  kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan apa saja Yyang
mengakibatkan suatu implementasi gagal? Berdasarkan pertanyaan tersebut Edwards
menjawab pertanyaan tersebut dengan empat faktor atau variabel penting dalam
implementasi kebijakan publik, yakni komunikasi (communication), sumber-sumber
(resource), kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku (disposition or attitudes),
dan truktur birokrasi (bureaucratic structures).

Menurut George C. Edwards Ill dalam Winarno (2014), empat faktor tersebut
harus dibahas sekaligus, karena faktor-faktor tersebut bekerja secara simultan dan
berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.
Tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan
keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, dan bagaimana variabel-

variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan.
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Komunikasi P
(Communication)
A \

Sumber-sumber
(Resource)

A

y

IMPLEMENTASI

A
\4

Kecenderungan atau tingkah
laku(Dispositionor Attitudes)

Vs

Struktur birokrasi (Bureaucratic l
Structures) J

Gambar2.1Analisis Implementasi Kebijakan Menurut Edwards 111
Sumber :Edwardslll, George C. Transformasi pikiran, 1980

Empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C.
Edwards Illdalam Winarno (2014), yaitu:
1. Komunikasi (communication)

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang
menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain.
Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani
antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat
diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada
yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat
kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu

hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik. Secara umum George C.Edward
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Il membahas tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan (Winarno,
2014) yaitu :

a) Transmisi : Mereka yang melaksanakan keputusan, harus mengetahui apa yang
harus dilakukan. Keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang
tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Komunikasi harus akurat dan
mudah dimengerti. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus
disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi
dampak dari implementasi tersebut.

b) Kejelasan : Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan,
maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para
pelaksana, akan tetapi komunikasi harus jelas juga. Ketidakjelasan pesan
komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan dan
akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan
dengan makna pesan awal.

c) Konsistensi : Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka
perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-
perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur
kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak

akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankaan tugasnya dengan baik.
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2. Sumber-sumber (resource)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan,
karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu
kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Para personil yang
mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai
sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi
kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber yang akan mendukung
kebijakan yang efektif terdiri dari (Winarno, 2014) :

a) Staf : Sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia
tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk
melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusiaadalah para pelaksana yang
berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan
dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak
tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki
keterampilan yang memadai. Kurangnya personil di sisi lain yang memiliki
keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b) Kewenangan : Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki
oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan.
Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap
pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan

dalam suatu kebijakan.
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¢) Informasi: Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan.
Informasi dalam sumber daya adalah informasi yang dimiliki oleh sumber daya
manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk
melaksanakan kebijakan di sini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan
atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk
melaksanakan kebijakan.

d) Sarana dan Prasarana : Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia demi
terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk
mendukung secara langsung.

3. Kecenderungan atau tingkah laku (disposition or attitudes)

Sumberdaya manusia yang memiliki kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa
kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.Tiga bentuk sikap atau respon
implementor terhadap kebijakan, yakni kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan
pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas
dari respon tersebut.Implementor mungkin mengerti maksud dan sasaran dari kebijakan,
namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat
karena sikap mereka menolak tujuan yang ada didalamnya.

Disposisi  diartikan sebagai sikap para pelaksana kebijakan untuk
mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut George C.
Edward Ill, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya
harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk

mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai
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kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Banyak kebijakan masuk ke
dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena
mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin
akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan
atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Orang
diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak mereka setujui, maka
kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dielakkan terjadi, yakni antara keputusan-
keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan (Winarno, 2014).

4. Struktur birokrasi (bureaucratic structures)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah
mencukupi dan para implementor telah mengetahui apa dan bagaimana cara
melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi
kebijakan bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur
birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang.Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang
baik.Menurut George C.Edward Il terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak
kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard
Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi (Winarno, 2012).

a) Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang
memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan berbagai

kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Struktur
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organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini
pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan- kegiatan dan
aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit.

Para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang dilakukan dan
mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber yang dibutuhkan untuk
melaksanakan kebijakan. Bisa saja dalam pelaksanaanya terhambat oleh struktur-
struktur birokrasi dimana mereka menjalankan kegiatannya.

Setelah megetahui model-model implementasi kebijakan, masalah penting adalah
model mana yang terbaik yang hendak dipakai?Jawabannya adalah tidak ada model
yang terbaik.Setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan
yang berlainan.Pilihan yang paling efektif adalah jika kita bisa membuat kombinasi
implementasi kebijakan publik yang partisipatif, artinya bersifat top-downer dan

bottom-upper (Nugroho, 2014).

2.6 Perda Kota Padangsidimpuan No. 7Tahun 2012tentang KTR

Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menerbitkan Perda No. 7 tahun 2012
tentangKTR. Perda tersebut menjelaskan bahwa KTR adalah ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Perda KTR tersebut

bertujuan untuk mewujudkan ruangan dan lingkungan yang bersih dan sehat, dan
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memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung

maupun tidak langsung, serta menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam Perda KTR Kota Padangsidimpuan, telah

menetapkan 7 (tujuh) kawasan sebagai KTR, yakni:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan: suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif,
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau
masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Rumah sakit, rumah bersalin,
poliklinik, puskesmas, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

2. Tempat proses belajar mengajar: gedung atau area terbuka yang digunakan untuk
kegiatan belara mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Tempat tersebut meliputi
sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, bimbingan belajar, dan
tempat proses belajar mengajar lainnya.

3. Tempat anak bermain: area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan
bermain anak. Tempat anak bermain meliputi penitipan anak, taman kanak-kanak,
PAUD, tempat hiburan anak, dan tempat bermain anak lainnya.

4. Tempat ibadah: bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki cirri-ciri tertentu
yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing
agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Adapun contoh
tempat ibadah yang dimaksud adalah masjid/musholla, gereja, pura, vihara,

klenteng, dan tempat ibadah lainnya.
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5. Angkutan umum: alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat,
air, dan udara biasanya dengan kompensasi. Adapun contoh angkutan umum yang
dimaksud adalah bus umum, angkutan antar kota, kereta api, dan angkutan umum
lainnya.

6. Tempat kerja: tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap
dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu
usaha. Tempat kerja yang dimaksud meliputi perkantoran pemerintah, perkantoran
swasta, industry, dan tempat kerja lainnya.

7. Tempat umum: semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum
dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat
yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat. Tempat umum yang
dimaksud antara lain pasar modern (plaza, mall, super market), pasar tradisional,
tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran dan rumah makan, tempat olah raga,
terminal angkutan, dan tempat umum lainnya.

Dari 7 (tujuh) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, terdapat pengecualian
terhadap tempat kerja dan tempat umum. Perda KTR tersebut menjelaskan bahwa
khusus tempat kerja dan tempat umum, boleh menyediakan tempat khusus merokok
yang memenuhi persyaratan yakni: (a) Merupakan ruang terbuka atau ruang yang
berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan
baik; (b) Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan
untuk beraktifitas; (c) Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan (d) Jauh dari tempat

orang berlalu lalang. Penyediaan tempat khusus merokok tersebut diwajibkan kepada
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setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab kawasan pada tempat kerja dan
tempat umum.

Implementasikan Perda KTR No. 7 tahun 2012 mengatur tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut pada Pasal 10 s.d. pasal 15. Di dalam
pasal  tersebut tidak hanya  menyebutkan Dinas  Kesehatan Kota
Padangsidimpuansebagai leading sector, tetapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai tempat yang dinyatakan sebagai KTR
juga ikut bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Misalnya
Dinas Kesehatan dan Pendidikan Kota Padangsidimpuan bertanggungjawab untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan di tempat proses belajar mengajar yang sesuai
tugas pokok dan fungsinya.

Upaya pembinaan dan pengawasan juga merupakan tanggungjawab setiap
pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR. Pasal 11 disebutkan bentuk
pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan adalah pembinaan pelaksanaan
kawasan tanpa rokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku
hidup sehatdan mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat
penggunaan rokok dengan melarang setiap orang merokok, menjual, memproduksi dan
mempromosikan rokok, tidak menyediakan asbak atau sejenisnya, dan memasang
tanda-tanda atau pengumuman larangan merokok. Pasal 13 menyebutkan masing-
masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam
rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok, bekerja sama

dengan masyarakat dan atau organisasi masyarakat dalm arti setiap pengelola, pimpinan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



51

atau penanggungjawab KTR wajib menegur, memperingatkan, atau mengambil
tindakan apabila ditemukan orang merokok. Dan pemberian penghargaan kepada
masyarakat yang telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan
kawasan tanpa rokok.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam perda tersebut telah mengatur
ketentuan pidana bagi siapa saja yang tidak mentaati peraturan tersebut. Ketentuan
Pidana tersebut diatur pada Pasal 17 ayat (1) s.d ayat 2) yang berbunyi bahwa setiap
orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, diancam pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana dengan paling bamyak Rp. 5.000.000

(lima juta ribu rupiah).

2.7 Landasan Teori

Suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya
pemecahan masalah publik yang timbul. Program KTR merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok,
memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan
melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor.
Menurut Goerge C. Edwards Ill, ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan atau
kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya,
kecenderungan atautingkahlaku dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut tidak

berdiri sendiri namun saling berkaitan dalam memengaruhi proses implementasi.
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Penilaian suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan
manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah
jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering
diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung
operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan
Kepala Dinas dan lain-lain, dalam hal mengikat dan membuat peraturan untuk
memberikan sanksi kepada pelaku perokok. Peraturan ini juga bisa berubah sesuai
dengan hasil rapat di daerah yang akan di tanda tangani oleh Walikota.

Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan mengeluarkan
PerdaKota Padangsidimpuan Nomor7 Tahun 2012 tentang KTR. Berdasarkan hasil
observasi di tiga wilayah tempat proses belajar mengajar yaitu SD Negeri 200101, SD
Negeri 200212,dan SD Negeri 200508 Kota Padangsidimpuan masih dijumpai petugas
dan pengunjung yang merokok di kawasan sekolah dasar sederajat tersebut. Penjelasan
diatas dapat kita tarik benang merah bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR
adalah kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat. Peraturan
ini adalah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang memperjelas dalam bentuk
Perda sebagai petunjuk teknis pelaksanaan.Indikator sangat diperlukan baik oleh
petugas kesehatan maupun pengelolaKTR sebagai alat untuk dalam pengembangan
KTR di kawasan tempat proses belajar mengajar tersebut antara lain dengan indikator

process.
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Pelaksanaan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR dalam kurun
waktu lima tahun ini masih belum dapat menurunkan jumlah perokok aktif secara
optimal. Pelaku merokok ini kebanyakan dari kalangan guru, karyawan, satpam/penjaga
sekolah, penjual di kantin, dan menjadi suatu kebiasaan masyarakat atau orang tua
siswa-siswi apabila berkunjung kesekolah menjemput dan mengantar anak sekolah atau
ada sesuatu pertemuan/ acara kebesaran di sekolah tersebut yang disungguhkan adalah
asbak rokok (memperbolehkan merokok), sehingga perilaku merokok ini menjadi hal
yang biasa di dalam masyarakat tanpa mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh
dampak rokok itu sendiri. Hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukan

penelitian implementasi kebijakan dari peraturan daerah tersebut.

2.8 Kerangka PikirPenelitian

Peneliti melakukan survei awal dan mengambil beberapa penelitian terdahulu
sebagai bahan rujukan yang bahasa penelitiannya memiliki relevansi senada dengan
penelitian ini. Berikut ini bahan kajian rujukan penelitian tersebut.

Tabel 2.2 Perbandingan Tinjauan Pustaka

Judul Rancangan  Kerangka Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian Teori
Analisis Kualitatif George C. Masih kurangnyakomunikasi
Implementasi yang bersifat  Edwards dariPemerintah Daerah kepada pihak
Peraturan Deskriptif Il pimpinan sekolah dalam halsosialisasi

Daerah Kota
Medan Nomor 3
Tahun 2014
tentang KTR

penerapan KTR, masih kurangnya
sumber daya dalam hal sarana dan
prasarana untuk penerapan KTR di
sekolah, masih kurangnya tanggapan

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



54

Tabel 2.2(Lanjutan)

pada Sekolah di
Kota Medan

Proses
Implementasi
Peraturan
Daerah Kota
Medan Nomor 3
Tahun 2014
tentang KTR

Implementation
of the Tobacco-
Free Campus
Policy on
College
Campuses—
Evidence from a
Survey of
College Students
in Beijing

Penerapan KTR
Berdasarkan
Peraturan
Daerah Kota
Metro Nomor 4

Implementasi
Kebijakan KTR
di Universitas
Negeri
Yogyakarta

Kualitatif

Descriptive
study
designed

Kualitatif

George C.
Edwards
Il

George C.
Edwards
Il

darisasaran/ pelaksanakebijakan dan
masih kurangberjalannyabirokrasi dalam
penerapan KTR di sekolah.

Komunikasi dalam bentuk sosialisasi
atau penyuluhan oleh Dinas Kesehatan
Kota Medan kepada masyarakat belum
terlaksana dengan baik. Akibatnya,
sebagian besar masyarakat belum
mengetahui dan belum mengerti maksud
dari Peraturan Daerah tentang KTR.
Selain itu sumber daya yang digunakan
untukmengimplementasikan Perda KTR
juga belum memadai.

Sebagian besar perokok dan non-
perokok melaporkan bahwa mereka
merokok di gedung kampus.
Kemungkinan dan lokasi pemaparan
paparan rokok bergantung pada
demografi partisipan dan perilaku
merokok sendiri. Non-perokok lebih
mungkin menyadari risiko kesehatan
paparan rokok daripada perokok.
Meskipun sebagian besar peserta
menyadari bahaya tersebut,serta melihat
aktivitas pemasaran tembakau di kampus
yang cukup tinggi.

Belum efektif sosialisasi yang dilakukan
oleh pihak pengawas yaitu walikota
Metro, Sekretaris Daerah kota
Metro,Kepala dinas Kesehatan kota
Metro serta anggota-anggota tim
pengawas KTR,Rendahnya kesadaran
dari masyarakat untuk memahami KTR.
Proses implementasi kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok diUniversitas Negeri
Yogyakarta tidak berjalan dengan
efektif. Dalam pelaksanaan
terdapatbeberapa faktor yang
menghambat yaitu : (1) komunikasi yang
kurang baik antarpelaksana maupun ke
kelompok sasaran, (2) sumber daya
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Implementasi
Kebijakan KTR
di SMA Gadjah
Mada
Yogyakarta

Implementasi
KTR di Sekolah
(Studi Kualitatif
Pada SMP
Negeri 21
Semarang)

Evaluasi
Implementasi
Kawasan Tanpa
Rokok
Universitas
Muhammadiyah
Surakarta

Kualitatif
naturalistik

Kualitatif

Kualitatif
dengan
pendekatan
fenomenologi

George C.
Edwards
Il

manusia maupun anggaran yang masih
kurang memadai. (3) kurangnya
komitmen dan dedikasi dari para
pelaksana dalam melaksanakan
kebijakan, (4) Stuktur birokrasi dan tidak
adanya SOP dalam prosespelaksanaan
kebijakan.

SMA Gadjah Mada sudah melakukan
tahapan aplikasi dengan menerapkan
Kebijakan KTR berupa penetapan
anggaran dan peralatan dengan
melakukan sosialisasi dan sudah
memasang tanda dilarang merokok.
Faktor pengambat implementasi
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di
SMA GadjahMada Yogyakarta terjadi
pada faktor komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor
pendukung Implementasi Kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok di SMA Gadjah
MadaY ogyakarta dapat dijumpai pada
faktor sumber daya dan disposisi.
Implementasi KTR di SMP Negeri 21
Semarang belum berjalan optimal secara
keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan
masih ditemukannya pelanggaran yang
ditemukan di lokasi KTR di SMP Negeri
21 Semarang. Pengetahuan yang kurang,
sumber daya yang kurang mendukung,
proses sosialisasi yang tidak optimal,
belum ada SOP, komitmen sekolah yang
kurang, dan tidak adanya bimbingan dan
pengawasan menyebabkan implementasi
KTR di tidak berjalan efektif.

Kurang maksimalnya sosialisasi,
edukasi, fungsi KBM, masih ditemukan
mahasiswa yang merokok dan belum
adanya Juru Anti Rokok merupakan
faktor penghambat KTR FIK UMS.
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Tabel 2.2 (Lanjutan)

Kerangka pikir ini dikembangkan dari kerangka teori yang sudah
terbentuk.Berdasarkan kerangka teori diatas dan survei awal yang dilakukan peneliti
serta literatur review penelitian terdahulu, makayang berkontribusi menganalisis
implementasi kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang
KTR di tempat proses belajar mengajarberdasarkan model implementasi kebijakan
George C. Edwards 11 ada empat faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan
dalam implementasi kebijakandan indikator yang sangat diperlukan baik oleh petugas
kesehatan maupun pengelola KTR sebagai alat dalam pengembangan KTR di kawasan

tempat proses belajar mengajar. Kerangka pikir penelitiansebagai berikut:

Indikator yang sangat diperlukan pengelola KTR sebagai alat dalam
pengembangan KTR di kawasan tempat proses belajar mengajar

< L

Proses (Process)

1. Terlaksana sosialisasi penerapan KTR baik secara langsung (tatapmuka)
maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)

2. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR

3. Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan
merokok, mading, surat edaran, pengeras suara.

4. Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar

5. Terlaksananva nenvuluhan KTR dan hahava merokok serta etika merokok.

J L

Faktor ~ yang  menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam
implementasikebijakan:

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

- L
Implementasi Kebijakan KTRdi Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi. Menurut Creswell (2016) bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian
yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atau informasi yang mendalam tentang
pendapat dan perasaan seseorang yang memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal yang
tersirat tentang sikap, kepercayaan, motivasi dan perilaku individu.

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
fenomenologi yaitu pandangan berpikir yang menekankan kepada pengalaman-
pengalaman subjektif manusia dan berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-
kaitanya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Pendekatan
ini dipilih agar pengalaman partisipan dapat dieksplorasi menjadi lebih terungkap
sehingga gambaran pengalaman informan dengan implementasi kebijakan Perda KTR
di sekolah dasar sederajat Kota Padangsidimpuan dapat tergambar secara nyata. Selain
itu, penelitian ini melakukan eksplorasi, analisis dan deskripsi secara langsung
fenomena pengalaman informan yang bercerita tentang implementasi kebijakan Perda
KTR di sekolah dasar sederajat Kota Padangsidimpuan dengan sebebas mungkin dari
sebuah intuisi yang tidak bisa diukur secara langsung (Creswell, 2016).

Fenomenologi deskriptif adalah pengalaman yang secara sadar dialami oleh

partisipan dan hal-hal termasuk mendengar, melihat, percaya, merasa, mengingat,
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memutuskan, mengevaluasi, dan bertindak (Creswell, 2016). Menggunakan pendekatan
fenomenologi deskriptif adalah untuk menggali persepsi, pengalaman hidup dan
pemahaman esensi hidup seorang individu. Metode ini sangat tepat digunakan untuk
menggali fenomena implementasi kebijakan Perda KTR di sekolah dasar sederajat Kota
Padangsidimpuan karena setiap informan memiliki persepsi tersendiri tentang KTR
sesuai dengan pandangannya terhadap diri sendiri. Dengan metode ini diharapkan dapat
dihasilkan berbagai tema tentangimplementasi kebijakan Perda KTR di sekolah dasar

sederajat Kota Padangsidimpuan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan Kota Padangsidimpuan, alasan pemilihan lokasi
penelitian adalah:

a. Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan dan
menerapkan KTRdi wilayahnya, sesuai dengan Perda Kota Padangsidimpuan
Nomor 7 Tahun 2012.

b. Penelitian ini dilakukan pada SD Negeri 200101, SD Negeri 200212,dan SD Negeri
200508 Kota Padangsidimpuan, peneliti mengambil 3 (tiga) sekolah sebagai wakil
dari 102 sekolah sekolah dasar sederajat terdiri dari 6 (enam) kecamatan yangada di

Kota Padangsidimpuan.(DispenKota Padangsidimpuan).

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



59

3.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian dimulai dari penyusunan proposal pada bulan Agustus 2017 sampai
Maret 2018. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan analisa data dilakukan dari

Mei sampai Juni 2017.

3.3 Informan

Dalam penelitian kualitatif, subyek penelitian telah tercermin dalam fokus
penelitian yang ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian inilah yang akan menjadi
informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses
penelitian(Sugiyono, 2016).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpurposive sampling dimana
informandalam penelitian ini dipilih dengan sengaja danmereka yang benar-benar
paham mengenai permasalahan yang diteliti serta denganpertimbangan tertentu demi
keakuratan data yang akan diperoleh. Pertimbangan tertentu tersebut ialah orang yang
terlibat dalam unsur-unsur yang ada di sekolah yang merupakan sasaran dari Perda KTR
itu sendiriyaitu SD Negeri 200101, SD Negeri 200212,dan SD Negeri 200508 Kota
Padangsidimpuan. Informan penelitian terbagi atas:

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki
informasi pokok yang diperlukan. Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah:
a. Kepala Sekolah

2. Dalam hal ini yang menjadi informan dari aparatur pemerintah atau pendukung
adalah Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan (Kepala Dinas Kesehatan, Kepala

Bidang PMK (Pengendalian Masalah Kesehatan), dan Seksi PTM-Kes), dan Dinas
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pendidikan Kota Padangsidimpuan (Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bidang
Pendidikan Dasar).
Semua partisipan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang
memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Bersedia menjadi partisipan,
2) Tidak mengalami gangguan komunikasi,
3) Sehat fisik dan mental,
4) Memberikan persetujuan menjadi responden baik secara lisan maupun tulisan

dengan menandatangani informed consent.

3.4 Motode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan natura setting
(berhadapan langsung dengan informan) dan peneliti bertanya berdasarkan kuesioner
yang sudah disiapkan oleh peneliti.Sumber datanya adalah data primer (informan
langsung memberikan data kepada peneliti).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancaramendalam (indepth
interview), dan observasi bertujuan untuk memperolen data yang lengkap dan
mendalam dari informan. Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara langsung dan memiliki relevansi terhadap masalah yangberhubungan
dengan penelitian, kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk
melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian, dengan menggunakan catatanatau foto-foto dan rekaman video
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atau suara/recorder yang ada di lokasi penelitian serta sumber- sumberlain yang relevan
dengan objek penelitian sebagai bukti penelitian berlangsung yang tentunya dengan
persetujuan dari informan.

Menurut Sugiyono (2016) menyatakan bahwa untuk mendapatkan hasil penelitian
kualitatif yang dapat dipercaya maka data divalidasi dengan beberapa kriteria yaitu:
credibility, dependability, confirmability. transferability, dan authenticity.

Credibility pada penelitian ini dicapai sejak proses penelitian dilakukan melalui
beberapa teknik yaitu prolonged engagement, catatan lapangan yang komprehensif,
hasil rekaman dan transkrip, triangulasi data atau metode, dan member checking.
Prolonged engagement pada penelitian ini adalah mengadakan pertemuan dengan
partisipan selama 2 jam setiap pertemuan. Peneliti bertemu dengan partisipan 2 kali
dalam seminggu selama 1 minggu sebelum pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar
terjalin hubungan saling percaya antara peneliti dengan partisipan, sehingga partisipan
dapat dengan aman dan nyaman memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Pada
tahap ini peneliti memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan dan pengumpulan
data yang akan dilakukan terhadap partisipan. Catatan lapangan juga merupakan salah
satu aspek kredibilitas berupa dokumentasi non-verbal selama wawancara untuk
menambahkan informasi dari hasil wawancara. Hasil wawancara yang direkam dan
transkrip juga memperkuat kredibilitas penelitian ini.

Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, teori, dan metode.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa partisipan dengan
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topik yanga sama. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan beberapa
perspektif untuk menginterpretasikan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi metode
dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan
observasi (Creswell, 2016).

Credibility dipertahankan dengan cara member checking yang akan dilakukan
kepada partisipan untuk memvalidasi hasil tematik yang telah ditemukan. Member
checking dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema-
tema spesifik yang telah dianalisa peneliti kepada partisipan dan meminta partisipan
membaca dan melihat keakuratan transkrip tersebut, menanyakan kepada partisipan,
apakah diantara ungkapan, kata kunci dan tema yang tidak sesuai dengan persepsi
partisipan. Partisipan diberikan hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kata
kunci atau tema yang sudah diangkat. Selain itu, untuk lebih meyakinkan partisipan
dengan kata kunci dan tema yang diangkat, peneliti juga akan memperdengarkan hasil
wawancara yang telah direkam kepada setiap partisipan (Creswell, 2016).

Dependability yaitu apabila dilakukan penelitian pada partisipan yang sama
dalam konteks yang sama menghasilkan hasil yang sama. Oleh karena itu, selama
proses penelitian dependability dilakukan melalui teknik pendokumentasian yang baik
(careful documentation) dan metode triangulasi. Dependability dalam hal ini akan
dilakukan dengan cara menyerahkan semua hasil transkrip kegiatan penelitian kepada

pembimbing tesis dan kemudian mendiskusikan kata kunci, kategori, sub tema, dan
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tema-tema yang sesuai dengan tujuan dari penelitian sehingga terbentuk sebuah analisa
data.

Confirmability yang dilakukan pada penelitian ini adalah audit trial. Selama
proses penelitian berlangsung, peneliti berusaha mempertahankan pendokumentasian
dengan baik seperti jika terdapat hal-hal yang kurang jelas, peneliti melakukan
konfirmasi kepada partisipan. Selain itu hasil temuan tema diperlihatkan kepada
partisipan dan dilakukan validasi oleh partisipan. Audit trial diperkuat dengan peneliti
juga menyerahkan hasil temuan selama proses penelitian kepada pembimbing untuk
dikonfirmasi sehingga lebih objektif.

Transferability yaitu bagaimana penelitian ini dapat dilakukan di tempat yang
lain. Transferability yang dilakukan pada penelitian ini melalui penyediaan laporan
penelitian sebagai thick description. Thick description proses penelitian berarti peneliti
menyimpan semua arsip dan materi selama proses penelitian.

Authenticity mengacu pada sejauh mana peneliti dengan adil dan tepat
menunjukkan kenyataan yang terjadi. Keaslian dari hasil penelitian ditemukan ketika
laporan tersebut dapat menyampaikan perasaan informan sebagaimana persepsi atau
pengalaman mereka dalam implementasi kebijakan Perda KTR di sekolah dasar
sederajat Kota Padangsidimpuan. Authenticity dalam penelitian ini dibuktikan dengan

tanpa merubah kata-kata maupun pernyataan yang disampaikan partisipan sehingga
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maksud dan tujuan penyampaiannya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari transkrip
masing-masing partisipan.
3.5 Definisi Konsep
Implementasi Kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang KTR yaitu penerapan
atau pelaksanaanKTR yang keberhasilannya dapat dilihat dari kepatuhan pelaksana
kegiatan (implementor) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang diadopsi
dari model kebijakan George Edward IIl, terdiri dari faktor-faktor sumber daya,
komunikasi, kecenderungan atautingkahlaku dan struktur birokrasi.
1. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang KTR merupakan kebijakan yang
telah berlaku kurang lebih lima tahun. Implemetasi dari kebijakan tersebut yang
akan dianalisis di SD Negeri 200101, SD Negeri 200212,dan SD Negeri 200508
Kota Padangsidimpuan yang belum menerapkan KTR.
2. Sumber Daya merupakan penting dalam mendukung implementasi kebijakan
yang meliputi :
a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
b. Penyediaan fasilitas, peralatan merupakan hal yang mendukung secara

langsung pelaksanaan kebijakan.
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c. Ketersediaan dana untuk Implementasi Kebijakan Perda nomor 7 tahun 2012
di SD Negeri 200101, SD Negeri 200212,dan SD Negeri 200508 Kota
Padangsidimpuan.

3. Komunikasi merupakan jembatan antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan,
komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang efektif
karena pembuat kebijakan dan implementor mengetahui apa yang akan mereka
kerjakan. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses komunikasi
antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dengan Kepala Sekolahterhadap
pelaksanaan Kebijakan PerdaNomor 7 tahun 2012, dengan fenomena yang akan
diamati adalah:

a. Bentuk komunikasi yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan dan Dinas
Pendidikan kepada Kepala Sekolahterhadap pelaksanaan Kebijakan Perda
nomor 7 tahun 2012 di SD Negeri 200101, SD Negeri 200212,dan SD Negeri
200508 Kota Padangsidimpuan untuk tidak merokok di lingkungan sekolah,
apakah ada dilakukan sosialisasi dan apakah ada petunjuk pelaksanaan maupun
pedoman Kerja.

4. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan terhadap kebijakan, tentang
kemauan para pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

a. Sikap pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan vyaitu Kepala Dinas

Kesehatan, Kepala Bidang PMK (Pengendalian Masalah Kesehatan) dan Seksi
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PTM-KES, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar
dalam rangka implementasi Kebijakan PerdaNomor 7 tahun 2012 di Kota
Padangsidimpuan, mendukung atau tidak.

b. Sikap kepala sekolahpada SD Negeri 200101, SD Negeri 200212,dan SD
Negeri 200508 Kota Padangsidimpuan dalam rangka implementasi Kebijakan
PerdaNomor 7 tahun 2012, mendukung atau tidak.

5. Birokrasi merupakan bentuk kerjasama banyak orang dalam implementasi kebijakan.
Pelaksana  kebijakan  mendukung kebijakan  melalui  koordinasi  yang
baik.Karakteristik yang dapat mendukung kinerja birokrasiyaitu dengan melakukan
Standard Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

a. Koordinasi dari pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam rangka
implementasiKebijakan PerdaNomor 7 tahun 2012 di SD Negeri 200101,
SD Negeri 200212,dan SD Negeri 200508 Kota Padangsidimpuan.

b. Hubungan kerja antar Kepala Sekolahterhadappelaksanaan Kebijakan
Perda nomor 7 tahun 2012 untuk tidak merokok di lingkungan
sekolahdengan pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dalam
implementasi Kebijakan Perda Nomor 7 tahun 2012di SD Negeri 200101,

SD Negeri 200212,dan SD Negeri 200508 Kota Padangsidimpuan.
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3.6 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil wawancara mendalam selanjutnya dibuat dalam
bentuk transkrip. Transkrip kemudian disederhanakan dalam bentuk matriks.Matriks ini
kemudian dicari kata kuncinya.Uji keabsahan dilakukan dengan teknik triangulasi data
(Sugiyono, 2016).Proses triangulasi yaitu dengan melakukan crosscheck. Crosscheck
yang dilakukan terdiri dari crosscheck data, observasi dan telaah dokumen. Triangulasi
sumber yaitu dilakukan crosscheck dengan informan lain dengan melibatkan teman
sejawat yang tidak ikut dalam penelitian ini untuk menelaah validitas data.

Proses triangulasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses
mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah
tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasi kepada
informan. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif terdiri dari
beberapa tahap yaitu:

1. Reduksi data dengan koding kategori.

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengorganisasikan data dengan

cara yang baik. Cara yang ditempuh adalah dengan membaca semua transkrip

kemudian dikoding yaitu dengan membuat simbol yang dibuat peneliti dan

mempunyai arti berdasarkan topik pada setiap kelompok kata, kalimat atau
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paragraf dari transkrip yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori dan
dicari hubungannya antara kategori tersebut.

. Penyajian Data

Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam
bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam matriks
kategorisasi.Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian singkat
(naratif) sesuai dengan variabel penelitian.Melalui penyajian data tersebut, maka
data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah
dipahami.

Menarik Kesimpulan

Penelitiankualitatif ~ menggunakan  content  analysis, peneliti  akan
membandingkan hasil wawancara dari informan kunci yaitu kepala sekolah
dengan hasil wawancara pihak informan informan pendukung yaitu dari aparatur
pemerintah adalah Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan (Kepala Dinas
Kesehatan, Kepala Bidang PMK dan Seksi PTM-Kes), dan Dinas pendidikan
Kota Padangsidimpuan (Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bidang
Pendidikan Dasar) yang terlibat dalam unsur-unsur yang ada di sekolah yang
merupakan sasaran dari Perda KTR itu sendiri yaitu SD Negeri 200101, SD

Negeri 200212, dan SD Negeri 200508 Kota Padangsidimpuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian
4.1.1 Letak Geografi Kota Padangsimpuan

Secara geografis, KotaPadangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh
Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya.Kotaini
merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju KotaMedan, Sibolga, dan Padang
(Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota
Padangsidimpuan memiliki batas-batas:

- Utara — Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat);

- Selatan — Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola);
- Barat — Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan);

- Timur — Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur)

Secara astronomis, Kota Padangsidimpuan terletak antara 01°18'07"-01°28'19"
Lintang Utara dan antara 99°18'53" — 99° 20" 35" Bujur Timur.Kota Padangsidimpuan
terdiri dari 6Kecamatan, yaitu:

- Padangsidimpuan Tenggara
- Padangsidimpuan Selatan

- Padangsidimpuan Batunadua
- Padangsidimpuan Utara

- Padangsidimpuan Hutaimbaru

69
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- Padangsidimpuan Angkola Julu

Luas Wilayah Kota Padangsidimpuan menurut UU Nomor. 06/PIPM/2005
mencapai 146,85 km? yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa
sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah
terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 38,74 km? atau sekitar 25,88 persen dari luas
total Padangsidimpuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dengan luas
27,69 km? atau sekitar 18,99 persen, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu
dengan luas 28,18 km? atau sekitar 19,32 persen, Kecamatan Padangsidimpuan
Hutaimbaru dengan luas 22,34 km? atau sekitar 15,32 persen, Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan memiliki luas 15,81 km? atau sekitar 10,84 persen, sedangkan
Padangsidimpuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,09 km? atau sekitar
9,66 persen. Kota Padangsidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa sehingga daerah
ini beriklim tropis. Jarak antara ibukota Kabupaten ke ibukota Kecamatan :
1. Padangsidimpuan Tenggara - Padangsidimpuan: 7 km
2. Padangsidimpuan Selatan -Padangsidimpuan: 2 km
3. Padangsidimpuan Batunadua -Padangsidimpuan: 12 km
4. Padangsidimpuan Utara -Padangsidimpuan: 0 km
5. Padangsidimpuan Hutaimbaru -Padangsidimpuan: 6 km

6. Padangsidimpuan Angkola Julu -Padangsidimpuan: 16 km
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Gambar 4.1 Peta Kota Padangsidimpuan
Keadaan Demografi Kota Padangsidimpuan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2017

4.1.2 Demografi Kota Padangsidimpuan

Jumlah penduduk KotaPadangsidimpuan pada tahun 2016diperkirakan mencapai

212.917 jiwa,dengan luas wilayah sebesar 146,85 km?maka kepadatan penduduknya

mencapail.450 jiwa/km? KecamatanPadangsidi

mpuan Utara merupakankecamatan
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yang paling tinggi kepadatanpenduduknya yang mencapai 4.568jiwa/km? disusul oleh
KecamatanPadangsidimpuan Selatan yang mencapai4.424 jiwa/km?.

Jumlah rumah tangga di KotaPadangsidimpuan adalah 47.713 rumahtangga
dengan rata-rata jumlah anggotarumah tangga 4,46 orang. Jumlah rumahtangga paling
banyak berada diKecamatan Padangsidimpuan Selatanyaitu sebanyak 14.869 rumah
tanggasedangkan jumlah rumah tangga palingsedikit berada di
KecamatanPadangsidimpuan Angkola Julu vyaitul.842 rumah tangga.Rasio jenis
kelamin merupakanperbandingan antara jumlah penduduklaki-laki dengan jumlah
pendudukperempuan, vyaitu sebesar  94,96%.Hal tersebut berarti  jumlah
pendudukperempuan lebih banyak dibandingjumlah penduduk laki-laki sekitar 5,14%.

Tabel. 4.1 Distribusi Kependudukan Wilayah Menurut Jenis Kelamin dan
Kecamatan Kabupaten Kota Padangsidimpaun Tahun 2016

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio

Jenis

Kelamin

1  Padangsidimpuan 16.849 18.267 35.116 92,24
Tenggara

2  Padangsidimpuan Selatan 32.912 33.664 66.576 97,77

3 Padangsidimpuan 11.369 11.235 22.604 101,19
Batunadua

4 Padangsidimpuan Utara 30.716 33.642 64.358 91,30

5 Padangsidimpuan 7.902 8.171 16.073 96,71
Hutaimbaru

6 Padangsidimpuan 3.961 4.229 8.190 93,66
Angkola Julu

Jumlah 103.709 109.208 212.917 94,96

Sumber :Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2017
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4.1.3 Sekolah Dasar Negeri 200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara
Sekolah Dasar Negeri 200101 Padangsidimpuan Utaraatau yang sering disingkat
menjadi SD sada Pasar terletak di jantung kota Padangsidimpuan, tepatnya di Jalan.
Mesjid Raya Baru No. 5 A, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kode Pos :22719, Kota
Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Salah satu sekolah dasar negeri favorit yang ada di
Kota  Padangsidimpuan.Sekolah  Dasar  Negeri 200101  Padangsidimpuan
Utaraberbatasan dengan :
1. Sebelah Utara :Mesjid Raya
2. Sebelah Selatan :Tugu Siborang
3. Sebelah Barat :KFC Padangsidimpuan
4. Sebelah Timur :Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan
Visi Sekolah Dasar Negeri 200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utarayaitu
“Mewujudkan sekolah yang terpercaya di masyarakat yang bertujuan untuk
mencerdaskan insan beriman dan bertanggung jawab dalam mensukseskan wajib
belajar.”
Misi Sekolah Dasar Negeri 200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara:
- Menyiapkan generasi penerus bangsa dan negara yang memiliki potensi di bidang
imtag dan IPTEK.
- Membentuk sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan
terampil.
Jumlah masing-masing jenis tenaga profesi di Sekolah Dasar Negeri 200101

Padangsidimpuan Utaradapat dilihat pada Tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Jenis dan Jumlah Tenaga Profesi di Sekolah Dasar Negeri 200101
Padangsidimpuan Utara

No Profesi Jumlah (orang)
1. Kepala Sekolah 1
2. Guru Bagian Kesiswaan 1
3. Guru Agama 2
4. Guru Olah Raga 2
5. Guru Seni dan Budaya 2
6. Wali Kelas 1A 1
7. Wali Kelas 1B 1
8. Wali Kelas 2A 1
Q. Wali Kelas 2B 1
10. Wali Kelas 3A 1
11.  Wali Kelas 3B 1
12.  Wali Kelas 4A 1
13. Wali Kelas 4B 1
14.  Wali Kelas 5A 1
15.  Wali Kelas 5A 1
16.  Wali Kelas 6A 1
17.  Wali Kelas 6B 1
18. Tata Usaha 2
19. Penjaga Sekolah 1

Jumlah 23

Sumber : Profil, Sekolah Dasar Negeri 200101 Padangsidimpuan Utara2018
Secara keseluruhan tenaga staf di wilayah kerja Sekolah Dasar Negeri 200101

Padangsidimpuan Utarasebanyak 23 orang, dengan jumlah berdasarkan profesi
terbanyak adalah wali kelas yaitu sebanyak 12 orang.
4.1.4 Sekolah Dasar Negeri 200212 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Sekolah Dasar Negeri 200212 Padangsidimpuan Selatan atau disebut juga SD dua
Padangmatinggi terletak di Jalan. Perintis KemerdekaanGang. AmalKecamatan.
Padangsidimpuan Selatan Kode Po0s:22727, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.
Sekolah Dasar Negeri 200212 Padangsidimpuan Selatan berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara :Kantor kehutanan Kota Padangsidimpaun

2. Sebelah Selatan :Btalyon Infanteril23
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3. Sebelah Barat : Jalan. Imam Bonjol

4. Sebelah Timur :Perumahan Griya
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Visi Sekolah Dasar Negeri 200212 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu

“Beriman, bertaqwa dan unggul dalam prestasi akademik dan non akademik serta

berwawasan lingkungan hidup.”

Misi Sekolah Dasar Negeri 200212 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan yaitu

“Melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan untuk menghantarkan

siswa agar berprestasi dalam IPTEK, olahraga dan seni berlandaskan imtaq yang siap

bersaing di era globalisasi serta peduli terhadap lingkungan hidup.”

Padangsidimpuan Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Jumlah masing-masing jenis tenaga profesi di Sekolah Dasar Negeri 200212

Tabel 4.3 Jenis dan Jumlah Tenaga Profesi di Sekolah Dasar Negeri 200212

Padangsidimpuan Selatan

No Profesi Jumlah (orang)
1. Kepala Sekolah 1
2. Tata Usaha 2
3. Guru Agama 2
4. Guru Olah Raga 2
5. Guru Seni dan Budaya 2
6. Wali Kelas 1A 1
7. Wali Kelas 1B 1
8. Wali Kelas 2A 1
9. Wali Kelas 2B 1
10.  Wali Kelas 3A 1
11.  Wali Kelas 3B 1
12.  Wali Kelas 4A 1
13. Wali Kelas 4B 1
14.  Wali Kelas 5A 1
15.  Wali Kelas 5A 1
16.  Wali Kelas 6A 1
17.  Wali Kelas 6B 1
18. Penjaga Sekolah 1

22

Jumlah

Sumber : Profil, Sekolah Dasar Negeri 200212 Padangsidimpuan Selatan2018
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Secara keseluruhan tenaga staf di wilayah kerja Sekolah Dasar Negeri 200101
Padangsidimpuan Utara sebanyak 22 orang, dengan jumlah berdasarkan profesi
terbanyak adalah wali kelas yaitu sebanyak 12 orang.

4.1.5 Sekolah Dasar Negeri 200508Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
Sekolah Dasar Negeri 200508 Padangsidimpuan Tenggara atau disebut juga SD
Sihitang terletak di Jalan. Sihitang Kecamatan. Padangsidimpuan Tenggara Kode
Pos:22725, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Bangunan SD Sihitang yang
berada di dalam asrama Kodim 212.
Sekolah Dasar Negeri 200508 Padangsidimpuan Tenggara berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara :lIAIAN Padangsidimpuan
2. Sebelah Selatan :AKBID Matorkis
3. Sebelah Barat : Jalan. Imam Bonjol
4. Sebelah Timur :STIKES Syuhada
Visi Sekolah Dasar Negeri 200508Kecamatan Padangsidimpuan Tenggarayaitu
“Membentuk generasi muda berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, memiliki
kompetensi yang berwawasan teknologi, kebangsaan dan lingkungan.”
Misi Sekolah Dasar Negeri 200508Kecamatan Padangsidimpuan Tenggarayaitu :
- Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut, disiplin,

kebangsaan dan toleransi.
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- Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa
berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Menumbuhkan semangat kompetisi secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- Memotivasi siswa untuk mengembangkan kreativitas.
- Mewujudkan warga sekolah peduli akan lingkungan
Jumlah masing-masing jenis tenaga profesi di Sekolah Dasar Negeri
200508Kecamatan Padangsidimpuan Tenggaradapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4Jenis dan Jumlah Tenaga Profesi di Sekolah Dasar
Negeri200508Padangsidimpuan Tenggara

No Profesi Jumlah (orang)
1. Kepala Sekolah 1
2. Tata Usaha 2
3. Guru Agama 3
4. Guru Olah Raga 2
5. Guru Seni dan Budaya 2
6. Wali Kelas 1A 1
7. Wali Kelas 1B 1
8. Wali Kelas 2A 1
Q. Wali Kelas 2B 1
10. Wali Kelas 3A 1
11.  Wali Kelas 3B 1
12.  Wali Kelas 4A 1
13.  Wali Kelas 4B 1
14.  Wali Kelas 5A 1
15.  Wali Kelas 5A 1
16.  Wali Kelas 6A 1
17.  Wali Kelas 6B 1
18.  Penjaga Sekolah 1

Jumlah 23
Sumber : Profil, Sekolah Dasar Negeri 200508Padangsidimpuan Tenggara2018
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Secara keseluruhan tenaga staf di wilayah kerja Sekolah Dasar Negeri 200508
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebanyak 22 orang, dengan jumlah berdasarkan
profesi terbanyak adalah wali kelas yaitu sebanyak 12 orang.

4.2 Karakteristik Informan

4.2.1 Karakteristik Informan Kunci di Sekolah Dasar Negeri 200101 Kecamatan
Padangsidimpuan Utara

Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki
informasi pokok yang diperlukan. Adapun informan kunci pada Sekolah Dasar Negeri
200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah.
Adapun karakteristik informan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Karakteristik Informan Informan Kunci di Sekolah Dasar Negeri200101
Kecamatan Padangsidimpuan Utara

No Informan Nama Jenis Umur Pendidikan Jabatan
Kelamin

1. IK Maimunah, Perempuan 56thn Sl Kepala

S.Pd Pendidikan  Sekolah

Sumber : Profil, Sekolah Dasar Negeri 200101 Padangsidimpuan Selatan 2018

4.2.2 Karakteristik Informan Kunci di Sekolah DasarNegeri 200212
KecamatanPadangsidimpuan Selatan

Adapun informan kunci pada Sekolah Dasar Negeri 200212 Kecamatan
Padangsidimpuan Selatan dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah. Informan kunci
(key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang

diperlukan. Adapun karakteristik informan tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.6 Karakteristik Informan Kunci di Sekolah Dasar Negeri 200212
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

No Informan Nama Jenis Umur Pendidikan Jabatan
Kelamin

1. IK NurhaidaRangkuti, ~Perempuan 47thn Sl Kepala

S.Pd,SD Pendidikan  Sekolah

Sumber : Profil, Sekolah Dasar Negeri 200212 Padangsidimpuan Selatan 2018

4.2.3 Karakteristik Informan Kuncidi Sekolah Dasar Negeri
200508 KecamatanPadangsidimpuan Tenggara

Adapun informan kunci pada Sekolah Dasar Negeri 200508Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggaradalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah. Adapun
karakteristik informan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Karakteristik Informan Kunci di Sekolah DasarNegeri 200508Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara

No Informan Nama Jenis Umur Pendidikan  Jabatan
Kelamin
1. IK Anni Perempuan 50thn S1 Kepala
Rupaedah Pendidikan Sekolah
Tambunan,
S.Pd

Sumber : Profil, Sekolah Dasar Negeri 200508Padangsidimpuan Tenggara2018

4.2.4 Karakteristik Informan Pendukung (Dinas Kesehatan dan Dinas
Pendidikan Kota Padangsidimpuan)

Adapun informan pada dari pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dapat
dilihat bahwa karakteristik informan pendukung yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala
Bidang PMK, dan Seksi PTM-KES, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Bidang

Pendidikan Dasar. Adapun karakteristik informan tersebut adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.8Karakteristik Informan Pendukung(Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan
Kota Padangsidimpuan)

No Informan Nama Jenis Umur Pendidikan Jabatan
Kelamin

1. P-1 Letnan Laki-laki 44 thn S2 Kepala
Dalimunthe, Kesehatan ~ Dinas
SKM, Kesehatan
M.Kes

2.  IP-2 Muhammad Laki-laki 55thn  S2Hukum Kepala
Luthfi, SH Dinas
MH Pendidikan

3. IP-3 Balyan, Perempuan 45thn Sl Kabid PMK
SKM. Kesehatan

4.  IP-4 Erwinsyah  Laki-laki 45thn  S1 Kabid
Nasution, Pendidikan  Pendidikan
S.Pd Dasar

5 IP-5 Dr. Anna Perempuan 38thn Sl Seksi PTM-
layla Kesehatan  Kes
Nasution

4.3 Implementasi Kebijakan KTR di Sekolah DasarKotaPadangsidimpuan

Implementasi kebijakan merupakan cara yang dilakukan olek pihakberwenang
untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan mempunyai indikator dalam
pengembangan kebijakan Perda KTR di kawasan tempat proses belajar mengajar
menurut Kemenkes RI tahun 2011 sebagai berikut :

4.3.1 Indikator Proses (Procces)

Proses merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan
sehingga menghasilkan suatu (keluaran) yang direncanakan (Notoatmodjo, 2013).
Terdapat beberapa aspek dalam proses pelaksanaan pengembangan implementasi

kebijakan KTR di sekolah dasar menurut Kemenkes RI tahun 2011 yang terdiri dari

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



81

terlaksana sosialisasi penerapan KTR baik secara langsung (tatapmuka) maupun tidak
langsung (melalui media cetak, elektronik), adanya pengaturan tugas dan tanggung
jawab dalam pelaksanaan KTR, terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui
poster, tanda larangan merokok, mading, surat edaran, pengeras suara, terpasangnya
tanda KTR di tempat proses belajar mengajar dan terlaksananya penyuluhan KTR dan
bahaya merokok serta etika merokok.

1. Terlaksana sosialisasi penerapan KTR baik secara langsung (tatapmuka)
maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)

Tahap proses pelaksanaan pengembangan implementasi kebijakan KTR di

sekolah dasar merupakan tahap bagaimana berjalannya tujuan dari sebuah kebijakan.
Proses pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar dilakukan dengan cara sosialisasi.
Hasil wawancara mendalam tentang sosialisasi penerapan kebijakan KTR baik secara
langsung  (tatapmuka) maupun tidak langsung (melalui media cetak,
elektronik)diperoleh informasi yaitu:
“Dulu pernah dilakukan sosialisasi kebijakan KTR di Dinas Kesehatan sekitar tahun
2013. Cara mensosialisasikannya dengan cara menyampaikan pada rapat pertemuan
tersebut, menyatakan bahwa Kota Padangsidimpuan telah memiliki Perda mengenai
larangan merokok di beberapa tempat salah satunya adalah di sekolah. Tujuan
sosialisasi tersebut supaya mengontrol perokok aktif tidak merokok disembarangan
tempat dan tidak membuat perokok pasif terkena akibatnya dari asap rokok” (Informan
P-2)

Hasil wawancara mendalam dengan kepala sekolah tentang sosialisasi
penerapan kebijakan KTR baik secara langsung (tatapmuka) maupun tidak langsung

(melalui media cetak, elektronik) dari Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan

didapatkan informasi:
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“Tidak pernah dilakukan sosialisasi kebijakan Perda KTR di sekolah ini, selama masa
jabatan saya sampai sekarang baik dari pihak Dinas Kesehatan maupun Dinas
Pendidikan. Saya baru tahun 2017 mutasi kesekolah ini saya baru menjabat sebagai
Kepala Sekolah di sini” (Informan KSDN 200101 dan Informan KSDN 200212)

“Tidak pernah ada sosialisasi kebijakan Perda KTR di sekolah ini hanya penyuluhan
dari mahasiswa kesehatan masyarakat STIKES Aufa Royhan tentang bahaya rokok”
(Informan KSDN 200508)

Berdasarkan kutipan diatas bahwa sosialisasi penerapan kebijakan KTR baik
secara langsung (tatapmuka) maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)
adalah tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan baik secara
langsung (tatapmuka) langsung (tatapmuka) maupun tidak langsung (melalui media
cetak, elektronik) di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan.

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Ibu N selaku Kepala Sekolah Kesiswaan
Sekolah Dasar Negeri 200212 yang menjelaskan bahwa :

“Pihak sekolah tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan Perda tentang
KTR tersebut, hanya saja saat rapat sekolah dan acara penerimaan siswa baru pada
saat tahun ajaran baru yang dihadiri orang tua siswa disampaikan bahwa di sekolah
dilarang merokok sesuai dengan tata tertib sekolah ”(Informan K SDN 200212)

Tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh Sekolah Dasar Negeri
200212saat acara penerimaan siswa baru pada saat tahun ajaran baru yang dihadiri
orang tua siswa mengenai tata tertib sekolah tentang larangan merokok di lingkungan
sekolah untuk saat ini belum ada program khusus untuk menangani pelaksanaan
kebijakan Perda KTR di Kota Padangsidimpuan. Hal tersebut diungkapkan oleh lbu M
selaku Kepaladi Sekolah Dasar Negeri 200101 sebagai berikut:

“Kalau dari pihak sekolah tidak ada program apa-apa, tetapi kami melakukan
pemasangan spanduk tidak merokok di depan pintu masuk sekolah namun sudah di

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



83

lepas. Sekolah sudah memasukan larangan merokok di sekolah pada tata tertib.
Pelaksanaan tata tertib diawasi oleh Kepala Sekolah dibantu guru dan karyawan. Tata
tertib sekolah ya harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Imbauan
pelepasanspanduktentang larangan merokok sekolahdari pihak Dinas Pendidikan yang
menyatakan pembersihan spanduk di sekolah-sekolah yang ada di Kota
Padangsidimpuan ”(Informan K SDN 200101)

Berikut pernyataan dari informan lain sebagai berikut:

“Tidak pernah dilakukan sosialisasi secara langsung (tatapmuka) maupun tidak
langsung (melalui media cetak, elektronik) tentang kebijakan KTR di sekolah ini, hanya
saja saya selaku kepala sekolah mengimbau kepada seluruh staf pengajar dan orangtua
siswa yang berkunjung supaya tidak merokok di lingkungan sekolah. Hanya dengan
cara menegur guru yang saya lihat masih merokok di sekolah in” (Informan KSDN

200508)

Hasil observasi menunjukkan kebenaran bahwa sudah dicantumkan larangan
merokok di tata tertib sekolah.Tata tertib yang berlaku belum bisa dipatuhi sepenuhnya
oleh warga sekolah. Hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 200508 menunjukkan
terdapat seorang guru yang merokok di depan ruang kelas. Perilaku yang ditunjukkan
oleh guru tersebut belum sesuai dengan tata tertib yang dibuat oleh pihak Sekolah Dasar

Negeri 200508. Berikut hasil dokumentasi observasi di Sekolah Dasar Negeri 200508:

Gambar 4.2GuruMerokok di Depan Ruang Kelas Sekolah

Hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 200508 tidak menemukan kegiatan
khusus yang dibuat oleh pihak sekolah untuk menanggapi kebijakan KTR di lingkungan

Sekolah. Pelaksana kebijakan dari Kepala Sekolah hanya memberikan sanksi teguran
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dan menyuruh untuk mematikan rokok bagi guru maupun orangtua siswa yang merokok
di sekolah.

Sosialisasi hanya berdasarkan tata tertib sekolah, sosialisasi dilaksanakan saat
pada acara penerimaan siswa baru atau pada saat tahun ajaran baru yang dihadiri orang
tua siswa. Sosialisasi sebelumnya juga sudah dilakukan terlebih dahulu kepada guru
saat rapat sekolah. Tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah
sampai saat ini belum ada program khusus untuk menangani pelaksanaan kebijakan
Perda KTR di Kota Padangsidimpuan tentang KTR.

Untuk mendukung penyelenggaraan tata tertib di lingkungan sekolah, sosialisasi
dilaksanakan pihak sekolah melakukan hal-hal sesuai dengan pasal 4 dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015.Hal-
hal yang perlu dilakukan sekolah adalah sebagai berikut:

a. Memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah

b. Melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor,
dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahan rokok
dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau
warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok, untuk
keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan

di luar Sekolah

c. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaranpamflet,
dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokokyang beredar

atau dipasang di lingkungan sekolah;
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d. Melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk
penjualan lain di lingkungan sekolah; dan memasang tanda kawasan tanpa rokok

di lingkungan sekolah.
Hal ini sejalan dengan hasilpenelitian yang dilakukan olehTaruna (2016) di
SMA Gadjah MadaYogyakarta, sosialisasi pertama dilakukan kepada Guru saat rapat
sekolah. Sosialisasi pertama dilakukan kepada guru karena di sekolah ini pelaksana
kebijakan yang ditunjuk adalah guru. Guru dalam hal ini sudah termasuk Guru
bimbingan konseling, Wakasek Kesiswaan, dan Wali Kelas. Pelaksana kebijakan
diberikan sosialisasi bertujuan agar dapat memahami tujuan dari kebijakan tersebut.
Pemahaman dari pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi implementasi sebuah
kebijakan. Sosialisasi kedua dilaksanakan saat MOS dengan mengundang orang tua
siswa. Penjelasan kebijakan KTR dimasukkan saat penyampaian tata tertib sekolah.
Tata tertib di SMA Gadjah Mada sudah mencantumkan larangan merokok.
Pencantuman larangan tersebut ke dalam tata tertib sekolah telah sesuai dengan Pergub
DIY Nomor 42 tahun 2009, Perwal Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015 dan
Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015. Pelaksanaan kebijakan tersebut tentu saja
membutuhkan program dari sekolah saat ini untuk menanggapi kebijakan tersebut
belum. Program awal dari pihak sekolah hanya sudah melakukan sosialisasi,
memasukkan larangan merokok ke dalam tata tertib sekolah dan sudah memasang tanda

dilarang merokok.
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Kesimpulan dari pembahasan di atas pada tahapan implementasikebijakan KTR
di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan tentang sosialisasi penerapan kebijakan KTR
baik secara langsung (tatapmuka) maupun tidak langsung (melalui media cetak,
elektronik) adalah tidak adanya sosialisasi Kepala Sekolah baik secara langsung
(tatapmuka) langsung (tatapmuka) maupun tidak langsung (melalui media cetak,
elektronik) di sekolah dasar berdasarkan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan
tentang KTR. Sekolah dasar Kota Padangsidimpuan hanya melakukan
sosialisasiberdasarkan dengan tata tertib sekolah bukan sesuai kebijakan Perda Kota
Padangsidimpuan. Sosialisasi dilakukan saat rapat sekolah dan acara penerimaan siswa
baru pada saat tahun ajaran baru yang dihadiri orang tua siswa.
2. Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR

Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR
disekolah dasar sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan. Hasil
wawancara mendalam dengan beberapa informan tentang adanya pengaturan tugas dan
tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR diperoleh informasi yaitu:
“Mengenaiadanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam kebijakan Perda
tentang KTR Kota Padangsidimpuan kami pihak Dinas Kesehatan sudah melaksanakan
tugas kami sebagai inisiator saja. Kembali lagi kepada Kepala instansi yang menjadi
penanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawabdalam pelaksanaan KTR di
wilayah kerjanya masing-masing” (Informan P-1)
“Tugas dan tanggung jawab dalam kebijakan Perda tentang KTR Kota
Padangsidimpuan kami sudah melaksanakannya semampu kami. Kembali lagi kepada
Kepala Sekolah di wilayah kerja masing-masing, Kepala Sekolah bertanggung jawab

penuh menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan Perda
tentang KTR Kota Padangsidimpuan tersebut”” (Informan P-2)
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“Soal adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksananan kebijakan
tentang KTR Kota Padangsidimpuan belum kami laksanakan, karena kami tidak
mengetahui adanya mengenai kebijakan Perda tentang KTR Kota Padangsidimpuan
Dan belum adanya sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan.
Hanya saja tugas dan tanggung jawab dalam pelaksananan dalam tata tertib sekolah
mengenai larangan merokok di lingkungan sekolah sudah kami laksanakan ”(Informan
KSDN 200101)

Berdasarkan wawancara mendalam diketahui bahwa adanya pengaturan tugas
dan tanggung jawabdalam pelaksanaan KTR di sekolah dasar sesuai dengan Kebijakan
Perda KTR Kota Padangsidimpuan belum dilaksanakan sesuai dengan pernyataan dari
beberapa informan bahwa mereka belum mengetahui tentang pengaturan tugas dan
tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taruna (2011) di SMA Gadjah
Mada Yogyakarta, pengorganisasian untuk melaksanakan kebijakan KTR di SMA
Gadjah Mada sudah sesuai dengan teori pengorganisasian dalam implementasi
kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O Jones. Teori tersebut menjelaskan pada
tahap pengorganisasian dilakukan pembentukan atau penataan kembali sumber daya,
unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan sesuai dengan
tujuan. Pelaksanaan tahap pengorganisasian di SMA Gadjah Mada sudah membuat tim
pelaksana yang berasal dari sumber daya manusia yang ada. Tim pelaksana kebijakan
juga diberikan tugas masing-masing dan bertanggung jawab untukmelaksanakan
Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Yogyakarta. Tim pelaksana kebijakan beserta

tugas masing-masing pelaksana sudah dibentuk dengan anggota Kepala Sekolah, guru

Bimbingan Konseling, Wali Kelas, dan Wakasek Kesiswaan.
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Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah tidak adanya pengaturan tugas dan
tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR di sekolah dasar sesuai dengan kebijakan
Perda KTR Kota Padangsidimpuan. Sekolah dasar Kota Padangsidimpuan belum
membuat tim pelaksana yang berasal dari sumber daya manusia yang ada. Tim
pelaksana kebijakan yang akan diberikan tugas masing-masing dan bertanggung jawab
untuk melaksanakan kebijakan  Perda KTR nantinya di sekolah dasar Kota
padangsidimpuan.

3. Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan
merokok, mading, surat edaran, pengeras suara.

Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan
merokok, mading, surat edaran, pengeras suara di sekolah dasar sesuai dengan
Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan. Hasil wawancara mendalam dengan
beberapa informan yaitu:

“Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok,
mading, pengeras suara itu kami kembalikan kepada Kepala Sekolah masing-masing.
Pihak Dinas Pendidikan hanya memberikan surat edaran ke setiap instansi SKPD
pada awal resminya diberlakukan kebijakan Perda tentang KTR ini ketika ada rapat-
rapat koordinasi yang tentunya menyampaikan ini ke setiap Kepala Sekolah” (Informan
P-1 dan Informan P-2)

“Soal terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan
merokok, mading, pengeras suara itu kami belum memasangnya, kami hanya
memasang spanduk mengenai larangan merokok di sekolah sesuai dengan tata tertib
sekolah dan hal-hal tersebut sesuai denganPermendikbud Nomor 64 tahun 2015. Dinas
Pendidikan atau Dinas Kesehatan tidak pernah memberikan surat edaran mengenai
kebijakan Perda tentang KTR, bahwa Kota Padangsidimpuan sudah memiliki Perda
tentang KTR ”(Informan KSDN 200101, Informan KSDN 200212 dan Informan KSDN
200508)
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Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui spandukPermendikbud
Nomor 64 tahun 2015 sesuai dengan tata tertib yang dibuat oleh pihak Sekolah Dasar

Negeri 200101. Berikut hasil dokumentasi observasi di Sekolah Dasar Negeri 200101:

W 1

Gambar 4.3SpandukPermendikbud Nomor 64 tahun 2015 di Pintu
Masuk Sekolah Dasar Negeri 200101

Hasil observasi di Sekolah Dasar Negeri 200101 tidak menemukan
pengumuman sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan. Pihak
sekolah hanya memasang spandukpengumuman kebijakan KTR melalui Permendikbud
Nomor 64 tahun 2015 sesuai dengan tata tertib sekolah.

Beberapa dari hasil wawancara mendalam tentang terpasangnya pengumuman
kebijakan KTR melalui poster, tanda larangan merokok, mading, surat edaran, pengeras
suara di sekolah dasar sesuai Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan dengan
beberapa informan bahwa peneliti mendapatkan pernyataan yang berbeda antara
informan Kepala Bidang PMK dan informan Kepala Dinas Pendidikan menyatakan
bahwa surat edaran sudah diberikan kepada setiap Kepala Sekolah yang ada di Kota
Padangsidimpuan. Pernyataan berbeda dari ketiga informan Kepala Sekolah SDN

200101, SDN 200212 dan SDN 200508 yang diwawancarai peneliti yang menyatakan
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bahwa sekolah mereka belum mendapatkan surat edaran tentang Perda tentang KTR
dengan demikian mereka belum memasang semua tentang pengumuman kebijakan
KTR tersebut.

Hal ini tidak sejalan denganpenelitian yang dilakukan oleh Taruna (2016) di
SMA Gadjah Mada Yogyakarta, sudah terpasangnya pengumuman kebijakan KTR
melalui poster, tanda larangan  merokok, mading, surat edaran, pengeras suara di
sekolah dasar sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015.
Pencantuman larangan tersebut termasuk ke dalam tata tertib sekolah telah sesuai
Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015.

Kesimpulan dari pembahasan di atas pada tahapan interpretasi kebijakan KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan tentang terpasangnya pengumuman kebijakan
KTR melalui poster, tanda larangan merokok, mading, surat edaran, pengeras
suaraadalah belum terpasangnya pengumuman kebijakan KTR di sekolah dasar sesuai
dengan Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan.

4. Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar

Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar salah satunya sekolah
dasar, sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan. Hasil wawancara
mendalam dengan beberapa informan yaitu:

“Sama hal nya dengan masalah terpasangnyatanda KTR di tempat proses belajar
mengajar salah satunya sekolah dasar sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota
Padangsidimpuan, itu kami kembalikan kepada Dinas Pendidikan dimana kami sudah
memberikan sosialisasi dan surat edaran tentang Perda KTR tersebut, pada waktu
diresmikannya Perda tersebut tahun 2013. Harapan kami adanya koordinasi
selanjutnya dari Dinas pendidikan kepada Kepala Sekolah yang ada di Kota
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Padangsidimpuan untuk menerapkan pelaksanaan kebijakan Perda tersebut termasuk
menyarankan pemasangan tanda KTR di sekolah masing-masing ” (Informan P-1)

“Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar salah satunya sekolah
dasar, kami pihak Dinas Pendidikan hanya memberikan surat edaran pada awal

resminya diberlakukan kebijakan Perda tentang KTR ini selebihnya kami serahkan
sepenuhnya kepada setiap Kepala Sekolah dalam pelaksanaannya ”(Informan P-4)

“Tidak ada pemasangan tanda KTR di tempat proses belajar mengajar sesuai dengan

kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR salah satunya di sekolah dasar
ini ”(Informan KSDN 200101, Informan KSDN 200212 dan Informan KSDN 200508)

Hasil wawancara mendalam tentang terpasangnya tanda KTR di tempat proses
belajar mengajar sesuai dengan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR
salah satunya di sekolah dasar dengan beberapa informan bahwa peneliti mendapatkan
pernyataan  dari informan Kepala Bidang PMK dan informan Kepala Bidang
Pendidikan Dasaryang menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada setiap
Kepala Sekolah dalam pelaksanannya . Pernyataan berbeda dari ketiga informan Kepala
Sekolah SDN 200101, SDN 200212 dan SDN 200508 yang diwawancarai peneliti yang
menyatakan bahwa sekolah mereka belum memasang tanda KTR di sekolah mereka.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taruna (2016) di
SMA Gadjah Mada Yogyakarta, sudah terpasangnya tanda KTR di tempat proses
belajar mengajar sesuai dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015.
Pencantuman larangan tersebut termasuk ke dalam tata tertib sekolah telah sesuai
Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015. Tanda KTR poster, dan spanduk tanda larangan

merokok.
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Kesimpulan dari pembahasan di atas pada tahapan interpretasi kebijakan KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan tentang terpasangnya tanda KTR di tempat proses
belajar mengajar adalahbelum terpasangnya tanda KTR di sekolah dasar sesuai dengan
Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan.

5. Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika merokok.

Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di
sekolah dasar sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan. Hasil
wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu:

“Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di sekolah
dasar sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuanitu adalah harapan
kami dari Dinas Kesehatan supayan terlaksana, tetapi kenyataan dilapangan berbeda.
Kami tidak memiliki dana untuk melakukan kegiatan tersebut karena keterbatasan dana
APBD khusus mengenai Perda tentang KTR ini tidak ada, hanya wacana saja”
(Informan P-3)

“Dana APBD khusus mengenai Perda tentang KTR ini tidak ada tidak terlaksananya
penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di sekolah dasar sesuai
dengan Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan “’(Informan P-5)

“Tidak adanya penyuluhan dari Dinas Kota Padangsidimpuan dan Dinas Pendidikan
tentang KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di sekolah dasar ini”’(Informan
KSDN 200101, InformanK SDN 200212 dan Informan KSDN 200508)

Beberapa dari hasil wawancara mendalam tentang terlaksananya penyuluhan

KTR dan bahaya merokok serta etika merokok disekolah dasar sesuai dengan Kebijakan
Perda KTR Kota Padangsidimpuan dengan beberapa informan bahwa menyatakan hal

yang sama bahwatidak adanya penyuluhan dari Dinas Kota Padangsidimpuan dan Dinas
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Pendidikan tentang KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di sekolah dasar
karena dana APBD khusus mengenai Perda tentang KTR ini tidak ada.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taruna (2016) di
SMA Gadjah Mada Yogyakarta, sudah terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya
merokok serta etika merokok di SMA Gadjah Mada sesuai dengan Perwal Kota
Yogyakarta Nomor 12 tahun 2015. Penyuluhan dilakukan pada saat MOS dengan
mengundang orang tua siswa.

Kesimpulan dari pembahasan di atas pada tahapan implementasi kebijakan KTR
di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan tentang terlaksananya penyuluhan KTR dan

bahaya merokok serta etika merokok adalah belum terlaksananya tahapan tersebut.

4.3 Faktor Penentu ImplementasiKebijakan KTR di Sekolah Dasar
KotaPadangsidimpuan

Impelementasi merupakan tahap yang penting dalam sebuah kebijakan.
Implementasi akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah
dibuat. Kebijakan yang telah dibuat dengan baik tidak akan berjalan jika tidak
diimplementasikan dan hanya akan menjadi wacana semata. Proses implementasi
kebijakan pastinya akan dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan sebuah
keberhasilan maupun kegagalan.

Menurut Goerge C. Edwards Il1l, ada empat faktor yaitu faktor komunikasi,
ketersediaan sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang akan mempengaruhi

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan.
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Berdasarkan hasil wawancara, obersvasi, dan studi dokumentasi dapat dijelaskan
sebagai berikut:
4.3.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting pertama dalam implementasi kebijakan.
Komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi dari pihak yang berwenang kepada
pelaksana kebijakan tentang maksud dari implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan
Perda KTRKota Padangsidimpuan dalam hal ini adalah sekolah dasar. Pelaksana
kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan di lingkungan sekolah dasar adalah
Kepala Sekolah, guru atau karyawan, satpam, penjual di kantin,dan orangtua siswa di
dalam lingkungan sekolah. Pihak sekolah dasar mempunyai wewenang atau tugas untuk
mengkomunikasikan mengenai kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan di sekolah
kepada seluruh warga sekolah selaku obyek kebijakan. Komunikasi harus disampaikan
dengan jelas dan akurat agar mudah dimengerti dan berjalan sesuai dengan tujuan
kebijakan KTR di sekolah dasar sederajat Kota Padangsidimpuan.

Model Edward 111 mengemukakan bahwa komunikasi kebijakan terdiri dari 3
dimensi yaitu dimensi transmisi (transmision), dimensi kejelasan (clarity), dimensi
konsistensi (consistency).

1) Dimensi Transmisi (Transmision)

Dimensi transmisi mengharapkan agar kebijakan disampaikan kepada sasaran

kebijakan agar tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Sosialisasi menjadi alat komunikasi sekolah dasar di Kota padangsidimpuan untuk
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menyampaikan kebijakan KTR di Sekolah. Kegiatan sosialisasi pernah dilakukan pihak
Dinas Kesehatan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak LD selaku Kepala Dinas
Kesehatan Kota Padangsidimpuan bahwa:

“Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan telah melakukan sosialisasi atau membuat
pertemuan pada tanggal 22 Juli tahun 2013. Setelah resmi diberlakukan, maka setiap
tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR harus menerapkan kebijakan tersebut sesuai
dengan surat edaran yang dibuat oleh Sekda untuk penegakan Perda KTR ini. Kepala
instansi menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan KTR di wilayah kerjanya
masing-masing. Sosialisasi tentang Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012
tentang KTR ini dilakukan pada pertemuan para Kepala Bidang, para Kepala Seksi
maupun rapat koordinasi dengan Dinas dan SKPD lainnya. Seluruh Dinas dan juga
para SKPD telah mengetahui dan menyambut baik atas dikeluarkannya kebijakan KTR
tersebut. SKPD diharapkan akan menurunkan informasinya ke bawah, ke anggotanya
masing-masing” (Informan P-1)

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat Bapak ML selaku Kepala Dinas
Pendidikan sebagai berikut:

“Sosialisasi Perda Kota Padangsidimpuan Nomor7 Tahun 2012 tentang KTR diberikan

hanya pada saat resmi diberlakukan pada tahun 2013. Kami mengetahui dan

menyambut baik atas dikeluarkannya kebijakan KTR tersebut ” (Informan P-2)
Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Informan P-1 sudah

melakukan sosialisasi yang dilaksanakan saat resmi diberlakukan Perda Kota
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR dengan melakukan sosialisasi
atau membuat pertemuan pada tanggal 22 Juli tahun 2013, dengan harapan setelah di
adakannya sosialisasi maka setiap tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR harus
menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dibuat olehSekretaris
Daerah Kota Padangsidimpuan.Berikut pernyataan dari informan lain dibutuhkan

dengan hasil sebagai berikut:
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“Kami belum melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan
Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR secara langsung ke
seluruh Sekolah Dasar yang ada di Kota Padangsidimpuan. Pihak Dinas Pendidikan
hanya memberikan surat edaran pada awal resminya diberlakukan kebijakan Perda
tentang KTR ini ketika ada rapat-rapat koordinasi yang tentunya menyampaikan ini ke
setiap Kepala Sekolah”(Informan P-4)

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat kepala sekolah dasar Kota
padangsidimpuan sebagai berikut:

“Sampai sekarang kami tidak pernah mendapatkan undangan mengenai sosialisasi
mengenai Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR, Kami
juga belum mendaptkan surat edarannya baik dari Dinas Kesehatan maupunDinas
Pendidikan”’(Informan KSDN 200101, Informan KSDN 200212 dan Informan KSDN
200508)

Berdasarkan kutipan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa, sebagian
besar informan belum mendapatkan sosialisasi tentang adanya kebijakan tertulis
mengenaiPerda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR dari Dinas
Kesehatan sebagai inisiator.

Berdasarkan hasil penelitian, teknik berkomunikasi yang dilakukan kepada
sasaran berbeda-beda. Komunikasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan kepada para SKPD adalah bentuk komunikasi ke atas (upward
komunikasi), sedangkan arah komunikasi masyarakat termasuk yang ada di lingkungan
sekolah yaitu kepada seluruh warga sekolah selaku obyek (guru atau karyawan, penjaga
sekolah/satpam, penjual di kantin dan orang tua siswa-siswi) adalah komunikasi ke

bawah (downward komunikasi) yang cenderung bersifat persuasif. Salah satu manfaat
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dari komunikasi ke bawah adalah untuk menyampaikan informasi yang berkaitan
dengan kebijakan, peraturan, prosedur, program dan sasaran kerja (Hardjana, 2013).

Kepala Dinas Kesehatan menambahkan bahwa sosialisasi yang dilakukan
kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang Perda KTR dilakukan secara
berkesinambungan sebagai berikut:

“Kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tidak mencantumkan
mengenai tahapan-tahapan sosialisasi. Pengambilan kebijakan telah kami lakukan
untuk mensosialisasikan Perda KTR tersebut dengan mengikutsertakan bersama
program lainya. Dinas Kesehatan mempunyai program penyuluhan atau promosi
kesehatan yaitu melalui media cetak dengan pemasangan iklan tentang Perda KTR dan
larangan merokok oleh pengelola Promosi Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan. Penyuluhan atau promosi
kesehatan ini tidak hanya berfokus untuk sosialisasi Perda KTR saja tetapi bersamaan
dengan program lainnya. Jadwal khusus tidak ada dilakukan untuk sosialisasi Perda
KTR karena masih banyak program lain yang harus disampaikan dan semua program
tersebut dibuat secara terpadu” (Informan P-1)

Berikut pernyataan dari informan lain dibutuhkan dengan hasil sebagai berikut:

“Tidak pernah dilaksanakan sosialisasi berkelanjutan dari tahun 2013 setelah Perda
ini keluarkan dan resmi berjalan sampai sekarang. Kami selaku Pengelola PTM-Kes
sudah mengusulkan perencanaan program pada awal tahun 2018 kemaren untuk
melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan KTR namun tidak
berhasil dilaksanakan, karena minimnya dana yang di Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan untuk tahun 2018 (alokasi dana tidak ada khusus untuk perda KTR)
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan
khusus untuk Perda ini tidak ada atau belum tercantum di dalam APBD sedang
dianggarkan untuk tahap implementasinya”(Informan P-5)

Hasil wawancara antara peneliti dan beberapa informan tentang kegiatan
sosialisasi pernah dilakukan pihak sekolah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu M

selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101 bahwa:
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“Pernah dilakukan sosialisasi kebijakan KTR sesuai tata tertib sekolah waktu awal
tahun pelajaran di sekolah bukan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tetang KTR.
Untuk guru cara mensosialisasikannya dengan cara menyampaikan pada rapat.
Siapapun yang mau merokok di sana tempatnya, jangan di ruangan guru, apalagi
perokok pasif nanti terkena akibatnya yang paling banyak dari perokok yang merokok
di sembarang tempat.” (Informan KSDN 200101 )

Sekolah Dasar Negeri 200101 melakukan komunikasi kebijakan KTRsesuai tata
tertib sekolah melalui cara sosialisasi. Sosialisasi dilakukan saat ada tahun ajaran baru.
Sosialisasi dilakukan dengan acara mengundang para orang tua siswa ke sekolah untuk
dijelaskan mengenai peraturan atau tata tertib di sekolah termasuk didalamnya KTR di
sekolah. Penyampaian informasi mengenai tata tertib sekolah mengenai larangan
merokok juga dilakukan langsung kepada siswa pada keseharian di sekolah.
Komunikasi antara Kepala Sekolah, guru, dan karyawan adalah selalu mengingatkan
untuk tidak merokok di kawasan sekolah. Sosialisasi juga dilakukan saat rapat sekolah.
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah dimensi transisi dalam pelaksanaan kebijakan
KTR dilakukan dengan cara sosialisasi saat rapat sekolah. Sosialisasi merupakan sarana
komunikasi yang penting karena suatu informasi dalam kebijakan akan tersampaikan
dengan baik kepada sasaran dan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi
kebijakan.

Berbeda dengan situasi yang peneliti peroleh dari Sekolah Dasar Negeri 200212
dan Sekolah Dasar Negeri 200508. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa
informan tentang kegiatan sosialisasi tidak pernah dilakukan pihak sekolah.Hasil

wawancara mendalam dengan beberapa informan yaitu:
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“Tidak pernah dilakukan sosialisasi kebijakan Perda KTR disekolah, kami belum
mendapatkan surat edaran mengenai kebijakan tersebut ”(Informan KSDN 200212 dan
Informan K SDN 200508)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti membandingkan keadaan
pelaksanaan KTR di Sekolah Dasar. Sekolah Dasar Negeri 200101 sudah melakukan
komunikasi kebijakan KTR sesuai tata tertib sekolahmelalui cara sosialisasi. Sosialisasi
dilakukan saat ada tahun ajaran baru sesuai dengan tata tertib sekolah tetapi belum
melakukan sosialisasi berdasarkan kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan,
Sekolah Dasar Negeri 200212 dan Sekolah Dasar Negeri 200508 belum melakukan
komunikasi kebijakan KTR.

Berdasarkan hasil penelitian dari Panjaitan (2015) menyimpulkan bahwa setelah
dilakukan sosialisasi KTR pada tiga sekolah di Kota Medan, sebanyak 59% responden
yang ingin atau berencana untuk berhenti merokok. Sosialisasi yang berkesinambungan,
terarah dan tepat sasaran tidak hanya memberikan perlindungan kepada perokok pasif
tapi sekaligus juga akan dapat mengurangi jumlah perokok aktif.

2) Dimensi Kejelasan (Clarity)

Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan menginginkan kebijakan dapat
dimengerti oleh implementator dan sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima oleh
implementator dan sasaran kebijakan sangat penting agar mengetahui tujuan dan
maksud dari kebijakan tersebut. Beberapa informan mengaku tidak tahu akan adanya
kebijakan tersebut tetapi mereka paham bahwa merokok di sekolah itu tidak boleh.

Seperti yang dijelaskan olehlbu A selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar

Negeri 200508 sebagai berikut:
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“Saya tidak tahu kalau ada kebijakan Perda seperti itu di sekolah ini, tapi saya tahu
kalau merokok di sekolah itu memang tidak boleh.” (Informan K SDN 200508)

Hasil observasi di lapangan juga menjumpai beberapa guru merokok di koridor
sekolah. Selain itu dijumpai beberapa puntung rokokdibuang sembarangan di depan
koridor kelas. Hal tersebut menunjukan bahwa guru sudah terbiasa merokok di koridor
sekolah. Berikut beberapa foto hasil observasi menunjukkan hal yang sudah

disampaikan di atas:

Gambar 4.5 Puntung Rokok di Sekitar Koridor Sekolah

Beberapa informasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian kebijakan
KTR masih belum jelas. Pemahaman mengenai kebijakan tersebut khususnya pada guru

atau karyawan, satpam, penjual di kantin,dan orangtua siswa kemungkinan dapat
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terhambat apabila Kepala Sekolahtidak menyampaikan kebijakan tersebut kepada
semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolahkarena sosialisasi yang diadakan
ditujukan untuk semua masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut.

Hasil wawancara dengan guru dan orangtua siswa mengenai pelaksanaan
kebijakan KTR di Sekolah Dasar Negeri 200508 menunjukkan beberapa orangtua siswa
mengaku tidak tahu akan adanya kebijakan tersebut tetapi mereka paham bahwa
merokok di sekolah itu tidak boleh. Beberapa guru di sekolah tersebut juga merokok di
lingkungan sekolah namun hanya dilakukan di ruang guru. Hasil observasi menemukan
beberapa guru merokok di koridor sekolah, bahkan ditemukan puntung rokok dibuang
sembarangan di sekitar koridor kelas yang mengindikasikan bahwa merokok di
lingkungan sekolah adalah hal sudah biasa dilakukan. Hal tersebut tentu saja tidak
sesuai dengan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR dan Permendikbud
Nomor 64 tahun 2015 yang jelas memberikan larangan merokok di lingkungan sekolah.
Pasal 3 dalam kebijakan Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 menyebutkan
sasaranKTR di lingkungan sekolah adalah Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan,
peserta didik, dan pihak lain seperti orangtua siswa di dalam lingkungan sekolah.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sosialisasi kebijakan Perda KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuantidak pernah dilakukan karena ada orangtua siswa
yang mengaku tidak tahu mengenai kebijakan tersebut serta ditemukan beberapa guru
yang merokok di sekolah.

3) Dimensi konsistensi (Consistency)
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Model Edward Il menjelaskan bahwa dimensi konsistensi menginginkan
implementasi kebijakan berlangsung efektif dengan cara pemberian perintah-perintah
pelaksanaan harus konsisten dan jelas agar kebijakan yang diterapkan tidak
membingungkan.Dimensi konsistensi di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan belum
bisa dianggap sebagai sikap konsisten karena kantin menjual rokok yang berada di
dalam lingkungan dan digunakan khusus untuk merokok. Tempat yang dimaksud
terletak tidak jauh dari ruang kelas. Kantin tersebut merupakan tempat untuk membeli
makanan ringan siswa-siswi pada saat jam istirahat sekolah, dimana memberikan ruang
kepada Guru dan karyawan untukmembeli dan merokok. Hal tersebut sesuai dengan
hasil wawancara kepada IbuM selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101
sebagai berikut:

“Ada tempat khusus merokok yang dibuat oleh Kepala Sekolah dulu, soalnya semua
guru laki-laki yang mengajar di sekolah ini merokok. Tempat itu ditujukan agar mereka
yang rokok tidak menggangu yang tidak merokok pada waktu jam istirahat berkumpul
di tempat itu. Merokok di tempatyang sejuk dan bisa bersantai.” (Informan K SDN
200101)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tidak adanya konsistensi antara
kebijakan yang diberlakukan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kebijakan KTR
di Sekolah jelas menegaskan bahwa lingkungan sekolah merupakan KTR. Studi
dokumentasi pada tata tertib sekolah juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten
karena pada tata tertib sekolah tercantum pada aspek ketertiban dan keamanan
menjelaskan bahwa di lingkungan sekolah guru atau siswa tidak boleh merokok,

minum/membawa/mengedarkan minuman keras, obat-obat terlarang atau sejenisnya.
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Data yang didapatkan dari observasi di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan
menunjukkan tidak konsistennya pihak sekolah terhadap kebijakan KTR karena
dijumpai guru yang merokok di depan ruang kelas.Hal tersebut mengindikasikan
konsistensi pelaksanakan kebijakan KTR di Sekolah Dasar Negeri 200101 tidak
berjalan dengan baik karena terdapat beberapa guru sebagai implementator justru
menunjukkan sikap tidak sejalan dengan kebijakan tersebut dengan merokok di
lingkungan sekolah.

Kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR dan Permendikbud
Nomor 64 tahun 2015 memberikan perintah dilarang merokok di lingkungan sekolah,
melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor dalam
bentuk apapun, kemudian pihak sekolah diharapkan memasukkan larangan terkait rokok
dalam tata tertib sekolah. Sasaran dari kebijakan tersebut adalah Kepala Sekolah, guru,
karyawan dan orangtua siswa.

Pelaksana kebijakan KTR di Sekolah Dasar Negeri 200101 adalah Kepala
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan Wali Kelas. Konsistensi dalam
pelaksanaan kebijakan di Sekolah Dasar Negeri 200101 belum terlihat karena terdapat
tempat khusus yang disediakan oleh Kepala Sekolah sebagai area merokok. Area
merokok tersebut terletak tidak jauh dari ruang tata usaha. Pihak sekolah membuat area
khusus merokok untuk melokalisir guru dan orangtua siswa yang merokok di
sembarang tempat.Kepala Sekolah yang saat ini menjabat setuju dengan adanya area
tersebut, namun saat ini area tersebut mulai dihilangkan dengan menebang pohon

rindang yang berada di area tersebut.
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Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah pihak sekolah sudah memasukkan
larangan merokok dalam tata tertib sekolah tetapi bukan kebijakan Perda Kota
Padangsidimpuan tentang KTR dan sudah berusaha menghilangkan area Kkhusus
merokok namun Kepala Sekolah mengaku setuju jika ada tempat khusus merokok di
sekolah.

4.4.2 Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor pendukung keberhasilan komunikasi yang
dilakukan oleh pelaksana kebijakan kepada objek kebijakan. Sumber daya mempunyai
peran yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi sebuah kebijakan KTR di
sekolah yang berhubungan dengan kesiapan dari pihak pelaksana. Sumber daya yang
tersedia diharapkan mendukung implementasi kebijakan, jika sumber daya tidak
mendukung tentu saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sarana penunjang
yang tepat juga dapat memaksimalkan tujuan dari sebuah kebijakan. Sumber daya pada
proses implementasi kebijakan KTR di sekolah berhubungan dengan kesiapan dari
pihak pelaksana. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber
daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Berikut hasil
penelitian mengenai sumber daya implementasi kebijakan Perda KTR di sekolah dasar
Kota Padangsidimpuan :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia dari pihak sekolah dapat dilihat dari jumlah staff yang

menangani kebijakan tersebut, keahlian yang dimiliki anggota pelaksana, informasi

yang relevan tentang implementasi kebijakan dan persiapan lainnya. Sumber daya
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manusia yang digunakan sebagai pelaksana kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan
tentang KTR disekolah adalah Wali Kelas dibantu Wakil Kepala Sekolah Bagian

Kesiswaan. Berikut penjelasan dari Ibu M selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 200101

“Kalau tim khususnya yang menanggani masalah rokok tidak ada. Apabila ada yang
masih merokok, itu nanti masuk dalam pelanggaran tata tertib sekolah sehingga yang
menanggani program tersebut adalah dan Wali Kelasnya di bantu Wakil Kepala
Sekolah Bagian Kesiswaan. Koordinasi pelaksanaan menangani kebijakan tersebut
sebagian besar dilakukan oleh saya. Guru-guru di sini ada juga yang mengajar di
sekolah lain, untuk kebijakan-kebijakan seperti itu menunggu forum. Hal-hal mengenai
kebijakan dapat disampaikan saat rapat” (Informan K SDN 200101)

Saat ini jumlah anggota yang menangani kebijakan KTR di Sekolah Dasar
Negeri 200101 sudah cukup namun terkendala dengan beberapa guru yang juga
mengajar di sekolah lain. Keadaan tersebut membuat koordinasi sekolah menjadi
terhambat.

Kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan KTR di Sekolah
Dasar Negeri 200101 menggunakan Wali Kelas Bagian Kesiswaankarena pelanggaran
yang dilakukan termasuk dalam tata tertib sekolah yaitupencemaran lingkungan
sekolah. Wali kelas dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan ikut
mengawasi pelaksanaan kebijakan, namun saat ini sumber daya manusia yang ada
belum bisa dimaksimalkan. Pernyataan dari informan lain dibutuhkan dengan hasil
sebagai berikut:

“Masih banyak staf sekolah yang melaksanakan tugas ganda untuk mengisi kekosongan

yang ada, jadi pelanggaran tata tertib sekolah yang menanggani hanya wali kelasnya”
(Informan K SDN 200212 dan Informan K SDN 200508)
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Sekolah Dasar Negeri 200212 dan Sekolah Dasar Negeri 200508 memiliki
sumber daya manusia yang masih belum memadai. Masih banyak staf sekolah yang
melaksanakan tugas ganda untuk mengisi kekosongan yang ada. Berikut penjelasan
yang disampaikan oleh informan lainsebagai berikut:

“Ketika ingin melihat implementasi Perda KTR ini, dibentuk terlebih dahulu SK tim
pemantau KTR tersebut. SK tim pemantau ini tidak dari internal Dinas Kesehatan,
namun berada di tingkat pemerintah kota. Artinya di SK kan oleh Walikota
Padangsidimpuan. Dinas Kesehatan hanya sebatas mengingatkan kepada SKPD bahwa
Kota Padangsidimpuan sudah mempunyai Perda tentang KTR, agar merokok di
tempatnya dan tidak merokok di area pelayanan. SK tersebut sampai saat ini masih

dalam tahap penyempurnaan dan pengesahan di Pemko Padangsidimpuan dan belum
sampai kepada Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan” (Informan P-1)

Sumber daya manusia yang tidak ada dalam melaksanakan kebijakan KTR
menyebabkan implementasi kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun
2012 tentang KTR tidak dapat berjalan dikarenakan mereka tidak mampu melakukan
pengawasan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Nasyruddin (2013) yang menyatakan bahwa SMP Negeri 21 Kota Semarang masih
kekurangan pegawai sehinga banyak pegawai yang melakukan tugasnya secara ganda,
terlebih tidak adanya petugas keamanan sehingga penyelenggaraan KTR pun tidak
dapat terlaksana dengan baik pula.

Keterbatasan SDM maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan
skill atau kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan program. Jumlah staf yang
banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan sebuah kebijakan, akan tetapi

dengan sedikitnya staf akan memaksimalkan sebuah kebijakan dalam mencapi tujuan
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yang ingin dicapai. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang kuat
terhadap keberhasilan suatu implementasi kebijakan, alasannya tanpa SDM yang handal
maka implementasi kebijakan akan menemui kegagalan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hapsoh (2016) menyatakan bahwa
titik sentral dari jalan atau tidaknya suatu implementasi kebijakan terletak pada SDM.
Kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, namun jika pelaksana kekurangan SDM
untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

2) Sumber daya anggaran

Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota
Padangsidimpuan sudah cukup karena program dari sekolah tidak membutuhkan
pendanaan yang besar. Pendanaan untuk program hanya terdapat pada pemasangan
tanda dilarang merokok. Pemasangan tanda dilarang merokok menggunakan anggaran
peralatan kelas. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu M selaku Kepala Sekolah Dasar
Negeri 200101 sebagai berikut :

“Untuk anggaran program tersebut pihak sekolah tidak menganggarkan khusus karena
programnya tidak membutuhkan biaya. Pemasangan tulisan dilarang merokok hanya
menggunakan dana lain-lain yang termasuk dalam peralatan kelas” (Informan K SDN
200101)

Sumber daya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan KTR tidak
dianggarkan secara khusus oleh pihak sekolah. Pihak sekolah tidak menganggarkan
khusus karena tidak ada program khusus untuk menanggapi kebijakan

tersebut.Kebijakan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kebijakan KTR diambil dari
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persediaan dana BOS yaitu komponen pengelolaan sekolah sebesar Rp.89.943.000,00
untuk pelaksaan penerapan kebijakan KTR.

Sosialisasi menjadi langkah awal pihak sekolah menanggapi kebijakan tersebut
namun sosialisasi yang dilakukan termasuk dalam pengenalan sekolah atau awal tahun
ajaran baru sehingga anggarannya juga sudah termasuk ke dalam sosialisasi saat awal
tahun ajaran baru. Sosialisasi juga dilaksanakan saat rapat guru dengan Kepala Sekolah.
Pihak sekolah memasang tanda dilarang merokok di setiap kelas. Pemasangan tanda
tersebut menggunakan anggaran komponen pengelolaan sekolah antara lain peralatan
kelas. Kepala Sekolah ingin menjadikan Sekolah Dasar 200101 Kecamatan
Padangsidimpuan Utara bebas dari paparan asap rokok. Hal ini berbeda dengan Sekolah
Dasar Negeri 200212 dan Sekolah Dasar Negeri 200508tidak ada anggaran dalam
pemasangan tanda tersebut dikarenakan Kepala Sekolah tidak menginstruksikan
penggunaan sebagian dana BOS untuk penerapan kebijakan Perda KTR. Berikut
penjelasan yang disampaikan oleh informan lainsebagai berikut:

“Tidak ada anggaran khusus untuk program tersebut dari pihak sekolah, karena itu
adalah tanggung jawab dari wali kelas masing-masing” (Informan K-1 SDN 200212
dan Informan K SDN 200508)

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi dari para
informan pendukung sebagai berikut :

“Dana yang digunakan dalam Kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7
Tahun 2012 tentang KTR berasal dari dana DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau) dari pusat sebesar Rp.210.810.000,00 dimana setengahnya diberikan ke
bidang kesehatan dan sebagian lagi ke bidang lainnya yang digunakan untuk dana
sosialisasi dan penegakan Perda karena prioritas utama dana yang dikeluarkan oleh
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pemerintah dari dana DBHCHT ini untuk kabupaten/kota yang mempunyai Perda
KTR” (Informan P-1)

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Bapak B selaku Kepala Bidang PMK
Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan khusus
untuk Perda ini tidak ada atau belum tercantum di dalam APBD sedang dianggarkan
untuk tahap implementasinya. Dana untuk implementasi Perda KTR dan dana
sosialisasi pencegahan  serta  penanggulangan HIV/AIDS  ini  akan
digabungkan ”(Informan P-3)

Berikut tambahan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak LD selaku Kepala

Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:
“Dana ini membutuhkan proses dan waktu yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan
KTR menjadi terhambat. Dimana dana itu nantinya akan digunakan untuk sosialisasi
selanjutnya, pembuatan media promosi, baliho, poster, perjalanan dinas, dana untuk
menggerakkan tim pemantau dan kebutuhan-kebutuhan lain untuk penerapan Perda
KTR tersebut” (Informan P-1)

Kebutuhan akan anggaran dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memadai
agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan. Karena tanpa adanya dana yang memadai,
suatu kebijakaan tentu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Maka berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa anggaran
untuk mengimplementasikan Perda KTR ini belum memadai dan masih harus di dukung
dari APBD Kota Padangsidimpuan agar Perda KTR dapat terlaksana dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Taruna
(2016) yang menyatakan bahwa SMA Gadjah Mada Yogyakarta sudah melakukan

tahapan aplikasi dengan menerapkan Kebijakan KTR berupa penetapan anggaran dan

peralatan dengan melakukan sosialisasi dan sudah memasang tanda dilarang merokok.
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Faktor sumber daya dan disposisi merupakan faktor pendukung dapat dijumpai pada
Implementasi Kebijakan KTR di SMA Gadjah Mada Y ogyakarta.
3) Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan.
Sumber daya peralatan digunakan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.
Implementasi kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR juga membutuhkan
peralatan untuk menunjang keberhasilan tujuan kebijakan. Sumber daya peralatan yang
digunakan untuk melaksanakan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan
hanya menggunakan tanda dilarang merokok dan untuk selebihnya menggunakan
sumber daya manusia yang tersedia yaitu Walikelas dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah
Bagian Kesiswaan diawasi oleh Kepala Sekolah.

Tidak ada peralatan khusus dari sekolah karena tidak ada program khusus untuk
menangani kebijakan tersebut. Hasil observasi di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan
tidak ditemukan tanda dilarang merokok, namun menurut informan di Sekolah Dasar
Negeri 200101 tanda tersebut memang ada tetapi buakan spanduk Kebijakan Perda
Kota Padangsidimpaun tentang KTR melainkan Permendikbud Nomor 64 tahun 2015
yang jelas memberikan larangan merokok sudah dicopot oleh Kepala Sekolah. Berikut
penjelasan dari Ibu M selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101

“Memasang tulisan dilarang merokok di depan dekat gerbang sekolah ada , tetapi itu
juga tidak berpengaruh pada orang yang merokok dan sudahsaya lepas beberapa bulan
yang lalu” (InformanK SDN 200101)

Kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR memberikan perintah

kepada pihak sekolah untuk memasang tanda KTR di lingkungan sekolah.Hasil
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observasi di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan tidak menemukan tanda dilarang
merokok. Tanda dilarang merokok tersebut seharusnya berada di setiap sekolah dasar
yang ada di Kota Padangsidimpuan namun tidak ditemukan dan menurut beberapa guru
tanda tersebut dari dulu memang tidak ada. Tata tertib yang didalamnya terdapat
larangan merokok juga tidak ditemukan di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan.

Berikut penjelasan dari 1bu A selaku Pegawai yang menangani tentang Perda
KTR di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan atau PTM-KES sebagai berikut :
“Kota Padangsidimpuan belum mampu menyiapkan hal tersebut karena APBD belum
ada sedang dianggarkan untuk tahap implementasinya. Sampai saat ini hal tersebut
masih sebatas pemikiran dan wacana saja. Tim pemantau KTR juga baru tahun ini
(2018) akan mereka anggarkan, peralatan yang mendukung kebijakan ini harus
memadai serta sosialisasi berkelanjutan harus ditingkatkan terlebih dahulu’ (Informan
P-5)

Edwards Il (1980) menyatakan bahwa sumber-sumber penting dalam
mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah antara lain SDM,
anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana. Menurut Winarno (2014), sumber daya
merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Himbauan-
himbauan implementasi kemungkinan diteruskan secara konsisten, namun jika para
pelaksana kebijakan kekurangan sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan
kebijakan tersebut maka implementasi ini akan cenderung tidak terlaksana.

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi

kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan tidak akan bisa

tercapai. Sumber daya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber daya materil
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meliputi dana dan peralatan yang dipakai, dan sumber daya non materil meliputi staf
yang memadai serta keahlian-keahlian yang tepat untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Tarigan(2014) pada sekolah di Kota Medan yang menyatakan bahwa masih kurangnya
komunikasi dari Pemerintah Daerah kepada pihak pimpinan sekolah dalam hal
sosialisasi penerapan KTR, masih kurangnya sumber daya dalam hal sarana dan
prasarana untuk penerapan KTR di sekolah, masih kurangnya tanggapan dari
sasaran/pelaksana kebijakan dan masih kurang berjalannya birokrasi dalam penerapan
KTR di sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan
akan berjalan optimal jika di dukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran,
sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan yang memadai. Jika salah satu
tidak sesuai harapan, maka akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok.

4) Sumber daya kewenangan

Menurut Edward 111 sumber daya kewenangan menjadi kekuatan oleh suatu
lembaga untuk mempengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan.
Kewenangan tersebut sangat penting ketika suatu lembaga dihadapkan suatu masalah
dan harus segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Sumber daya kewenangan yang berada di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan

menjadi tugas dari Kepala Sekolah. Kepala Sekolah mempunyai kewenangan untuk
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mengatur pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah. Sumber daya kewenangan di sekolah
dasar Kota Padangsidimpuan kurang maksimal dalam pelaksanaan kebijakan KTR di
sekolah. Selain sosialisasi, belum ada program dari sekolah yang mendukung
implementasi kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR di sekolah dasar
Kota Padangsidimpuan. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu M selaku Kepala Sekolah di
Sekolah Dasar Negeri 200101:

“Kalau dari pihak sekolah tidak ada program apa-apa, tetapi pihak sekolah melakukan
pemasangan spanduk dilarang merokok di lingkungan sekolah. Guru dan staff lain
tidak peduli. Kalau usaha kita pada jam pelajaran di kelas tidak boleh merokok dan
menyuruh untuk mematikan rokok atau menyarankan merokok ke kamar mandi atau ke
kantin. Pihak sekolah tidak bisa ketat terhadap para perokok di sekolah terutama pada
guru, karena beberapa guru tidak akan masuk sekolah atau mengajar jika tidak boleh
merokok di sekolah”(Informan K SDN 200101)

Pernyataan dari informan lain sebagai berikut:

“Tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, sesuai dengan tata tertib yang ada. Pada
waktu jam istirahat dan jam mengajar, guru merokok di luar sekolah” (Informan K
SDN 200212)

“Tidak boleh merokok di lingkungan sekolah, sesuai dengan program atau tata tertib
sekolah yang ada. Pada waktu jam istirahat boleh la guru merokok di luar sekolah,
tapi jangan jam mengajar tidak boleh” (Informan K SDN 200508)

Sumber daya yang ada belum bisa untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan
KTR di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan. Belum ada keputusan dari Kepala
Sekolah yang dapat mengkontrol guru maupun orangtua siswa merokok di sekolah.
Kesiapan dari pihak sekolah masih kurang. Belum ada program dari sekolah yang
mendukung implementasi kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR selain

sosialisasi yang dilakukan pada tahun ajaran baru dan keseharian di sekolah. Belum

adanya program lanjutan yang mendukung kebijakan tersebut secara tidak langsung
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Kepala Sekolah belum memaksimalkan jumlah dan keahlian anggota pelaksana
kebijakan yang dimiliki oleh sekolah. Sarana pendukung yang dibuat sekolah berupa
tanda tulisan dilarang merokok diacuhkan oleh sebagian Guru.

4.4.3 Disposisi atau sikap

Disposisi atau sikap adalah karakteristik dari pelaksana kebijakan. Hal ini
berkaitan dengan bagaimana karakteristik pelaksana yang mendukung atau menolak
kebijakan. Pelaksana diharapkan memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan.
Pelaksana kebijakan yang terpilih sesuai dengan kapasitasnya harus mempunyai
komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan. Sikap atau komitmen dari
pelaksana kebijakan dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Komitmen yang kuat
dari pelaksana kebijakan dapat mensukseskan implementasi kebijakan, untuk itu
tuntutan komitmen pada pelaksana kebijakan harus kuat dan penuh dedikasi terhadap
pelaksanaan sebuah kebijakan.

Pelaksana kebijakan KTR di sekolah meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala
Sekolah Bagian Kesiswaan, dan Wali Kelas. Pihak — pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan KTR di sekolah diharapkan memiliki dedikasi untuk
melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab
mengawasi dan mensukseskan kebijakan tersebut dengan bekerja sama dengan seluruh
guru dan karyawan. Pihak sekolah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kebijakan
KTR di sekolah kepada kelompok sasaran, pemasangan tanda dilarang merokok di
kawasan sekolah. Sikap pelaksana kebijakan di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan

masih belum menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di
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sekolah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ibu M selaku Kepala
Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101

“Penerapan kebijakan Perda Kota Padangsidimpauan tentangKTR belum bisa dan
terkesan tidak ada efek karena Kepala Sekolah yang dulu malah menerapkan kebijakan
bebas rokok di sekolah yang bertempat di dekat ruang guru yang terdapat pohon
rindang yang menurut guru dan orangtua siswa untuk nongkrong yang sampai
sekarang tata tertip sekolah saja belum terlaksana dengan baik” (Informanl SDN
200101)

Hasil observasi dilapangan juga menemukan guru yang sedang merokok di

sekolah. Guru tersebut merokok di depan ruang kelas yang termasuk dalam lingkungan
sekolah. Hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan kebijakan KTR di
lingkungan sekolah. Pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan bermacam-macam. Beberapa Kepala Sekolah
setuju dengan adanya kebijakan tersebut, namun ada juga yang tidak setuju melihat
kondisi guru yang ada di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan. Berikut pendapat dari
Ibu M selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101:

“Tidak setuju jika ada tempat khusus merokok di sekolah, tetapi mau bagaimana lagi
melihat kondisi guru dan orangtua siswa yang memang sudah tidak bisa diatur lagi
untuk tidak merokok di sekolah.”” (Informan K SDN 200101)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Ibu N selaku Kepala Sekolah di
Sekolah Dasar Negeri 200212 yang menjelaskan :
“Seharusnya tidak boleh merokok sesuai hukum agama islam merokok itu haram
hukumnya, apalagi kita sebagai panutan atau contoh bagi siswa-siswa, masa Kkita
mencontohkan sikap yang tidak terpuji. ” (Informan K SDN 200212)

Tanggapan lain disampaikan oleh lbu A selaku Kepala Sekolah di Sekolah

Dasar Negeri 200508 :
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“Kalau saya sendiri memang setuju ada tempat khusus untuk membuat guru ataupun
orangtua siswa tidak merokok di sembarang tempat. Kalau tidak disediakan, akan
merugikan yang tidak merokok juga karena beberapa dari guru merokok di sembarang
tempat. Menurut saya sendiri, sepanjang daerah-daerah tertentu masih banyak
tumbuhan, tidak ada masalah. Tidak bisa melarang orang untuk berhenti rokok, ada
sekian ribu orang yang hidup dari rokok, kasihan kalau dilarang. Sebagai perokok,
harus bisa menempatkan diri supaya tidak menggangu yang lain” (Informan K SDN
200508 )

Hasil observasi menemukan adanya lokasi yang digunakan oleh pihak sekolah

sebagai tempat khusus untuk merokok atau kantin. Lokasi tersebut berada tidak jauh

dari ruang guru. Berikut foto hasil observasi yang menunjukan tempat khusus merokok

di Sekolah Dasar Negeri 200101

Gambar 4.6 Tempat Khusus Merokok

Implementasi kebijakan KTR di Sekolah Dasar Negeri 200101 yang dapat
dilihat pada saat wawancara dan observasi menunjukan bahwa sikap atau disposisi
pelaksana kebijakan masih belum bisa mendukung sepenuhnya terhadap pelaksanaan

kebijakan KTR di sekolah. Kebijakan Kepala Sekolah yang justru membuat suatu
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tempat khusus untuk merokok di kawasan sekolah. Wakil Kepala Sekolah Bagian
Kesiswaan memberikan pendapat tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, namun
tidak bisa berbuat banyak karena kondisi guru yang memang sudah mempunyai
kebiasaan merokok yang susah untuk diatur. Keadaan guru yang seperti itu juga
dipersulit dengan pendapat Kepala Sekolah yang setuju jika ada tempat khusus merokok
walaupun ada upaya untuk menghilangkan tempat tersebut.Kawasan tersebut terletak di
dekat ruang guru dan kantin dengan pohon yang rindang cocok untuk bersantai sambil
merokok.

Kepala Sekolah membuat kawasan khusus merokok tersebut harus dihilangkan
dengan langkah pertama menebang pohon. Dihapuskannya area khusus merokok
tersebut membuat para guru dan orangtua siswa yang merokok kurang terkendali.
Sebagian para guru dan orangtua siswa merokok di sepanjang koridor sekolah, bahkan
ada yang merokok di depan kelas, selain itu juga terdapat guru yang merokok di ruang
guru.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nasyruddin (2013) yang menyatakan
bahwa ketidakpatuhan guru, karyawan, satpam dan penjual di katin maupun pengunjung
(orang tua siswa) dikarenakan belum adanya inisiatif dan sanksi yang berlaku, sehingga
tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelanggar aturan yang membuat
implementasi kebijakan KTR ini tidak berjalan dengan baik.

Selama lima tahun disahkannya Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR di

Kota Padangsidimpuan sampai sekarang belum dapat ditegakkan dan masih pada proses
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pembinaan saja. Komitmen yang tidak ada dari implementor untuk menerapkan
kebijakan Perda tersebut di 7 tatanan atau ruang lingkup KTR, dan sulit untuk
penerapan KTR disebabkan tidak ada dukungan dari semua pihak maka pelaksanaan
kebijakan tersebut tidak berjalan secara efektif.

Sikap dan karakteristik dari para implementor kebijakan dalam menyikapi suatu
kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para implementor
kebijakan setuju dengan isi suatu kebijakan dan adanya dukungan, kemungkinan besar
mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat
kebijakan dan hal itu akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari implementasi
kebijakan tersebut.

Menurut Anggara (2014), pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting
bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda
dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan
efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan
dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat
menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.Pelaksana kebijakan harus
menerima dan tidak terjadi penolakan dalam menyikapi kebijaksanaan. Pernyataan
tersebut didukung oleh penelitian dari Azhka (2013) yang menyatakan bahwa tanpa
adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak sulit untuk penerapan KTR maka
pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Sangat diperlukan

kesadaran dan komitmen penuh dari perokok aktif untuk mematuhi peraturan KTR.
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Pemahaman implementor dalam penerapan Perda KTR harus sudah dimengerti
dengan baik, sehingga dapat menegur pengunjung apabila ada yang melanggar
kebijakan tersebut. Butuh keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar untuk
dapat menegur orang yang melanggar kebijakan di KTR. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan
sengaja melanggar KTR sebagaimana dimaksudkan pada pasal 115, dipidana denda
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Paraturan Bersama Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7
Tahun 2011 tentang pedoman KTR tidak menyebutkan sanksi yang jelas terhadap
pelanggaran yang terjadi.

Hal yang sama dengan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR yang tidak
menjelaskan sanksi secara bertahap dan jelas, sehingga menyebabkan masih terjadi
pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan
seluruh informan bahwa sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, belum sampai
pada sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pihak yang melanggar kebijakan.
Sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk membantu penegakan hukum
terkait KTR.Tanpa peran aktif dari masyarakat, peraturan tidak dapat diterapkan secara
maksimal dan efektif.

Hasil penelitian Prasetyo (2015) meyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan
pemberian sanksi administratif terhadap larangan merokok di KTRUniversitas Negeri
Yogyakarta masih menjadi persoalan serius dikarenakan sanksi administratif berupa

denda hanya masih di berlakukan untuk petugas saja, sedangkan untuk masyarakat itu
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sendiri hanya berupa sanksi teguran lisan. Pada kenyataannya kalangan masyarakat
yang lebih banyak melakukan pelanggaran. Hal tersebut membuat masyarakat semakin
leluasa dalam melakukan aktifitas merokok dikarenakan sanksi teguran lisan hanya
dianggap sebagai formalitas saja. Sanksi yang diberlakukan masih dianggap kurang
efektif serta kurang memberikan efek jera kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tidak adanya komitmen
penuh dan kepatuhan terhadap penerapan implementasi kebijakan Perda Nomor 7
Tahun 2012 tentang KTR di Kota Padangsidimpuan dan diiperlukan monitoring
pengawasan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di KTR serta diberlakukan sanksi
yang tegas kepada pelaksana kebijakan mengenai kebijakan KTR di tempat proses
belajar mengajar.
4.4.5 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang perlu diperhatikan selain komunikasi,
sumber daya, dan disposisi. Struktur birokrasi mempunyai pengaruh dalam
implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan melibatkan banyak orang di
dalamnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi
membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai
dengan tujuan. Struktur birokrasi memiliki pemimpin yang mempunyai peran sebagai
penanggung jawab. Pemimpin struktur birokrasi dalam implementasi kebijakanKota
Padangsidimpuantentang KTR di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan adalah Kepala

Sekolah.
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Sebuah implementasi kebijakan tentu saja memiliki Standart Operating

Procedure (SOP). SOP digunakan sebagai pedoman oleh pelaksana kebijakan dalam
melaksanakan tugasnya. Implementasi kebijakan Perda KTR di sekolah dasar Kota
Padangsidimpuan tidak sepenuhnya sama dengan SOP, hanya dilakukan secara
sederhana seperti yang dijelaskan oleh Ibu M selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar
Negeri 200101:
“Untuk SOPkebijakan KTR ini mungkin kita belum menjalankan sebagaimana
mestinya, namun sekolah sudah memasukan larangan merokok di sekolah pada tata
tertib. Pelaksanaan tata tertib diawasi oleh Kepala Sekolah dibantu Guru dan
karyawan. Pihak sekolah juga sudah memasang tanda dilarang merokok berupa
spanduk. Tidak ada pedoman dari sekolah untuk melaksanakan kebijakan KTR, hanya
untuk melokalisasi para perokok supaya tidak menggangu yang tidak merokok. Kepala
Sekolah menyediakan tempat khusus untuk merokok atau kantin di lingkungan sekolah,
ada pohon rindang jadi asapnya bisa dinetralkan. Sehingga tempat tersebut dijadikan
kawasan khusus untuk merokok. Namun untuk saat ini pihak sekolah mengupayakan
untuk menghilangkan KTR tersebut” (Informan K SDN 200101)

Pelaksanaan kebijakan tersebut mempunyai tim yang terdiri dari walikelas
dibantu Wakasek Kesiswaan dan diawasi oleh Kepala Sekolah. Tugas dari tim tersebut
dijelaskan oleh Ibu M selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101sebagai
berikut:

“Tugas dari tim untuk mensukseskan program tersebut hanya mengawasi guru atau
orangtua siswa di sekolah, jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi. Guru Wali
Kelas juga memasang tulisan dilarang merokok di dalam kelas” (Informan K SDN

200101)

Untuk menjalankan kebijakan tersebut perlu dilakukan koordinasi yang
dilakukan pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan KTR hanya berdasarkan tata
tertib di sekolah melibatkan Wali Kelas dan Wakasek Kesiswaan serta diawasi oleh

Kepala Sekolah. Koordinasi antar anggota disesuaikan dengan tugas masing-masing.
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Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Perda KTR di sekolah dasar
Kota Padangsidimpuan belum dibuat pedoman berupa SOP secara rinci untuk mengatur
pembagian tugas pelaksana kebijakan sehingga implementasi kebijakannya tidak
memiliki struktur dan berjalan kurang efektif. Pihak sekolah sudah melaksanakan
perintah untuk memasukan larangan merokok di lingkungan sekolah pada tata tertib
sekolah, selain itu pihak sekolah juga telah memasang tanda dilarang merokok di
sekolah serupa spanduk Permendikbud Nomor 64 tahun 2015 sesuai dengan tata tertib
yang dibuat oleh pihak Sekolah Dasar Negeri 200101.

Kebijakan KTR di sekolah dianggap tidak terlalu rumit sehingga pelaksana
kebijakan melakukan tugas sesuai jabatan di sekolah. Tim pelaksana kebijakan KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan terdiri dari Wali Kelas, Wakasek Kesiswaan dan
Kepala Sekolah. Kepala Sekolah yang dibantu olen wakil Kepala Sekolah bertugas
sebagai pemimpin, inovator, motivator, dan mengawasi berlangsungnya kegiatan di
sekolah. Wali Kelas maupun Guru yang lain bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah
untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien serta
memberikan pengarahan kepada orangtua siswa untuk tidak merokok di lingkungan
sekolah, jika masih ada yang melanggar akan diberikan sanksi. Karyawan membantu
melancarkan pelaksanaan kebijakan pada bagian administrasi sekolah.

Pembagian tugas yang tidak terlalu rumit dalam pelaksanaan kebijakan KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan ternyata masih belum bisa dimaksimalkan.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan tersebut dimulai dari Wali Kelas dibantu Wakasek

Kesiswaan. Pelaksanaan kebijakan tersebut diawasi oleh Kepala Sekolah. Masih banyak
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pelanggaran yang terjadi di sekolah tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa belum ada upaya dari pihak sekolah yang mampu mengatasi
permasalahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan
tentang KTR di sekolah dasar hanya sebatas kebijakan KTR sesuai dengan tata tertib
sekolah.

Data lain yang peneliti peroleh dari Bapak B selaku Kepala Bidang PMK Dinas

Kesehatan Kota Padangsidimpuan, dimana dalam SOP Perda KTR tentang sosialisasi
KTR disebutkan bahwa:
“Untuk 1 (satu) tahun pertama implementasi Perda KTR di Kota Padangsidimpuan,
sasaran utamanya adalah tersosialisasikannya Perda KTR yang bersifat preventif
dengan langkah-langkah persuasife dan belum sampai pada penegakan hukum yang
bersifat represif, seperti pengenaan besaran denda sesuai dengan ketentuan Perda KTR
melalui pendekatan Pro-Justisia. Sasaran utama tahun pertama ini adalah
menyebarkan seluas-luasnya kepada semua lapisan masyarakat yang berada pada
semua 7 tatanan KTR agar tujuan pengundangan Perda KTR dan perangkat pelaksana
lainnya dipahami oleh tim pemantau KTR Kota Padangsidimpuan, penanggungjawab
KTR, pengawas internal, dan masyarakat.” (Informan P-2)

Berdasarkan SOP diatas seharusnya dalam satu tahun pertama (2013) Perda
tersebut disahkan maka dilakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada semua lapisan
masyarakat yang berada pada semua KTR. Tujuannya agar masyarakat mengetahui
tentang adanya Perda KTR ini. Sosialisasi yang ada diadakan di Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan baru berlangsung sekali berdasarkan data sebelumnya diatas.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan
(2015) yang menyatakan bahwa kurang efektifnya pemantauan dan evaluasi hasil

pengawasan oleh petugas mengakibatkan masyarakat cenderung terbiasa merokok di

lingkungan sekolah. Hal tersebut dikarenakan petugas maupun pegawai yang termasuk
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dalam tim satgas anti rokok bahkan ataupun pengunjung sangat lengah dalam
melakukan pengawasan serta dipengaruhi lingkungan luas, sehingga sulit menjangkau
sudut-sudut yang menjadi tempat pelarian para perokok untuk mencari aman
menghindari dari petugas rumah sakit.

Pernyataan di atas juga di dukung oleh hasil penelitian dari Taruna (2016) yang
mengatakan bahwa KTR tidak akan berjalan optimal jika belum terbentuknya satuan
tugas penegak KTR dimana salah satu tugasnya adalah untuk melaksanakan
pengawasan terhadap KTR tersebut.

Monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan KTR belum dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan karena SK tim pemantau tersebut belum
diterima dari Pemko Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui meskipun tidak ada
komite atau tim pemantauan pelaksanaan kebijakan KTR, seharusnya hal tersebut tidak
menjadi alasan bahwa sebuah kebijakan belum terlaksana secara maksimal. Pihak
sekolah dapat menggabungkan tim pengawasan dengan bagian struktur birokrasi di
sekolah, tidak perlu membuat unit tersendiri. Hal ini dilakukan akan lebih memudahkan
pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan tersebut dan tidak perlu mengeluarkan
dana tambahan seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 200101.

4.4 Faktor Penghambat ImplementasiKebijakan KTR di Sekolah Dasar
KotaPadangsidimpuan
Sejak diberlakukannya Undang — Undang Kesehatan No0.36 tahun 2009 tentang

Kesehatan yang di dalamnya memuat KTR di sekolah sampai sekarang masih banyak
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ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Produk kebijakan pendidikan terbaru
tentang KTR di Sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 yang diharapkan dapat memperkuat
kebijakan-kebijakan sebelumnya.Kebijakan PerdaKota Padangsidimpuan Nomor 7
Tahun 2012 tentang KTR dimana sekolah menjadi salah satu tempat yang dimaksud
dalam kebijakan tersebut. Perda dibuat untuk menegaskan aturan tentang KTR di Kota
Padangsidimpuan.

Implementasi kebijakan KTR di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan kurang
berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih memiliki beberapa kendala
yang dihadapi. Kendala yang dihadapi mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan KTR
di sekolah. Kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut dijelaskan oleh

Ibu Mselaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101 :

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yang jelas guru sudah
terbiasa dengan rokok. Banyak guru yang berhenti rokok sebentar, tetapi pikirannya
menjadi tidak bisa fokus. Mungkin mereka akan berhenti, kalau sudah terkena penyakit
seperti jantung, dan lainya” (Informan K SDN 200101)

Kendala lain juga dijelaskan Ibu N selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar
Negeri 200211 sebagai berikut :

“Penghambatnya berasal dari input guru yang masuk ke sekolah ini sebagian besar
adalah guru laki-laki yang merokok pada dasarnya dari masa remaja mereka sudah
merokok.Penghambat lainnya berasal dari orangtua siswa sendiri yang memang tidak
mempunyai niat untuk tidak merokok pada waktu mengantar atau menunggu anak
mereka sekolah. Mungkin mereka berpikir daripada diam tak ada kerjaan sewaktu
menunggu anak pulang sekolah mending merokok, itu kata orangtua siswanya.
Pengaruh lingkungan mereka juga mempengaruhi seperti masalah keluarga di rumabh,
kebanyakan pekerjaan, tidak dapat mengatasi keadaan mereka yang seperti itu”
(Informan K SDN 200212)
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Pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan masih
menemui hambatan. Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan KTR
selain faktor eksternal yang telah disampaikan di atas, terdapat faktor internal yang
menjadi hambatan. Faktor internal yang menghambat pelaksanaan kebijakan KTR
dijelaskan oleh dijelaskan Ibu M selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri
200101sebagai berikut :

“Jika menerapkan kebijakan KTR belum bisa maksimal dan terkesan tidak mempan
karena Kepala Sekolah dulu sebelum saya menerapkan kebijakan bebas rokok di
sekolah yang bertempat di kantindekat ruang guru yang terdapat pohon rindang yang
menurut guru asik untuk nongkrong” (Informan K SDN 200101)

Ibu M menambahkan,
“Beberapa guru ada yang merokok di sekolah ini. Mereka sering merokok di ruang
guru namun melihat situasi sekitar jika keadaan sepi mereka baru merokok agar tidak
menganggu yang lain. Hal seperti yang membuat kami susah untuk memberi tahu

orangtua siswa yang merokok karena beberapa gquru saja merokok di sekolah.”
(Informan K SDN 200101)

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu N selaku Kepala Sekolah yang tidak
merokok di Sekolah Dasar Negeri 200212:
“Penghambatnya karena kurang ketegasan dari sekolah guru-guru disini ada juga
yang mengajar di sekolah lain, untuk kebijakanseperti itu menunggu forum. Hal-hal
mengenai kebijakan dapat disampaikan saat rapat. Untuk pendukungnya kebijakanKTR
di sekolah harus berusaha menghilangkan tempat khusus merokok yang dibuat oleh
Kepala Sekolah”’(Informan K SDN 200212)

Kesimpulan dari beberapa penjelasan di atas terdapat beberapa faktor yang
menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota

Padangsidimpuan terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

penghambat tersebut dapat diketahui menggunakan teori Edward |1l dengan pembagian
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faktor seperti komunikasi (trasnmisi, kejelasan, dan konsistensi), sumber daya
(manusia, anggran, peralatan, dan kewenangan), faktor disposisi dan struktur birokrasi.
Faktor penghambat internal dalam pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota
Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Faktor Penghambat Internal Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda
KTRdi Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

No. Jenis faktor Dimensi Penghambat

1. Komunikasi Kejelasan Siswa mengaku tidak tahu adanya

kebijakan KTR
Konsistensi  Pihak sekolah menyediakan tempat

khusus merokok di sekolah

2. Sumber daya Kewenangan Belum ada program lanjutan yang
terkait dengan pelaksanaan Kebijakan
PerdaKota Padangsidimpuan tentang
KTR

3. Disposisi Beberapa guru tidak sejalan dengan
Kebijakan KTR sesuai tata tertib
sekolah dan masih merokok di sekolah
Pihak sekolah kurang tegas dalam
memberikan  sanksi  kepada para
pelanggar Kebijakan KTR
Keinginan guru dan orangtua siswa
untuk merokok susah dikendalikan

4. Struktur birokrasi Kurangnya koordinasi sekolah dalam
menanggapi kebijakan KTR

Faktor internal pertama yang menghambat implementasi kebijakan KTR di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan terkait dengan faktor komunikasi pada dimensi
kejelasan. Beberapa guru dang orangtua siswa di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan
mengaku tidak jika ada kebijakan tersebut. Faktor internal penghambat kedua masih
berkaitan dengan faktor komunikasi namun terdapat pada dimensi yang berbeda, yakni

pada dimensi konsistensi. Kebijakan Kepala Sekolah yang justru menyediakan suatu
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tempat khusus untuk merokok. Kebijakan dari Kepala Sekolah tersebut menjadikan
guru dan orangtuasiswa dengan bebas merokok di area sekolah terutama di tempat yang
sudah disediakan. Beberapa guru dan orangtuasiswajuga terlihat merokok di
sepanjangkoridor sekolah, bahkan ada yang mengaku pernah merokok di depan kelas.
Berdasarkan observasi terdapat guru yang sedang merokok di ruang guru, hal tersebut
juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah. Orangtua siswa
yang melihat perilaku guru yang semacam itu menjadi acuh terhadap kebijakan KTR di
sekolah karena mereka merasa bahwa guru bebas untuk merokok di sekolah dan
kebebasan seperti itu ingin dimiliki oleh orangtua siswa yang merokok, dengan kondisi
semacam itu menjadikan ketidaktegasan sekolah dalam melaksanakan kebijakan KTR.
Hal tersebut termasuk dalam hambatan pada faktor disposisi atau sikap.

Faktor internal yang terdapat pada faktor struktur birokrasi adalah status Guru
yang juga mengajar di sekolah lain. Guru-guru menyesuaikan jadwal di mana harus
mengajar, jadi tidak fokus pada satu sekolah. Akbibat dari Guru yang berpindah-pindah
mengajar ke sekolah lain kebijakan yang ada belum sempat dibahas karena harus
menunggu forum. Pengusulan program-program atas kebijakan yang telah dibuat
disampaikan ketika ada rapat. Pihak sekolah kurang tegas dalam menanggapi hambatan
tersebut sehingga menyebabkan program-program di sekolah kurang mendapat
perhatian. Pihak sekolah juga kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada para

pelanggar KTR di sekolah.
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Faktor pengahambat dalam pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota
Padangsidimpuan juga terdapat pada faktor eksternal. Faktoreksternal yang terjadi di
sekolah dasar Kota Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Faktor Penghambat Eksternal Pelaksanaan Kebijakan Perda di
Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

No. Jenis faktor Penghambat

1. Sumber daya Guru yang mengajar di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan
sebagian besar sudah merokok dari masa remaja sampai
dengan mengajar di sekolah merupakan perilaku yang
melanggar tata tertib yang sulit untuk di tinggalkan

2. Sumber daya Faktor keadaan keluarga (broken home, beban kerja, kebiasaan
merokok dirumah) yang membuat guru dan orangtua siswa
menggunakan rokok sebagai pelarian untuk merokok

3. Sumber daya Pengaruh lingkungan dari masyarakat kepada guru dan
orangtua siswa yang kurang baik

Faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar
Kota Padangsidimpuan berkaitan dengan faktor sumber daya yang ada. Hambatan dari

faktor eksternal berasal dari guru dan orangtuasiswa.

45 Faktor Pendukung ImplementasiKebijakan KTR di Sekolah Dasar
KotaPadangsidimpuan

Pelaksanaan kebijakan selain mempunyai faktor penghambat juga mempunyai
faktor yang mendukung pelaksanaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sebuah
kebijakan tentunya membutuhkan faktor yang mendukung pelaksanaan agar kebijakan
bisa bertahan hingga mencapai tujuan.Pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar
Kota Padangsidimpuan mempunyai beberapa faktor pendukung yang membantu dalam

menjalankan kebijakan tersebut. Faktor pendukung pelaksaan kebijakan dari hasil
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wawancara adalah beberpa guru tidak suka jika ada yang merokok di sekolah. Hal
tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu N selaku Kepala Sekolah di Sekolah
Dasar Negeri 200212 sebagai berikut :

“Untuk pendukungnya banyak guru yang tidak suka jika ada yang merokok di dekatnya
jadi mereka itu yang suka menegur orang merokok di sekolah termasuk saya juga
pernah menegur”’(Informan K SDN 200212)

Faktor pendukung yang lain adalah pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi dan
memasukkan larangan merokok ke dalam tata tertib sekolah sesuai dengan
Permendikbud Nomor 64 tahun 2015. Berikut penjelasan tambahan dari 1bu A selaku
Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200508sebagai berikut :

“Sejauh faktor pendukungnya kita sudah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan
tanpa rokok di sekolah, kemudian kami juga sudah memasukkan larangan merokok di
tata tertib sekolah”’(Informan K SDN 200508)

Ibu M selaku Kepala Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 200101 memberikan
tambahan sebagai berikut:
“Untuk pendukungnya saya selaku Kepala Sekolah harus berusaha menghilangkan
tempat khusus merokok yang dibuat. Pendukung larangan merokok di sekolah ini sudah
dipasang tanda dilarang merokok dan pihak sekolah sudah mencoba menghilangkan
tempat khusus merokok dengan menebang pohon yang biasa digunakan berteduh saat
merokok”(Informan K SDN 200101)
Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas adalah pelaksanaan kebijakan KTR
di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan mempunyai faktor yang mendukung
pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu

beberapa Guru tidak suka jika ada yang merokok di sekolah, pihak sekolah sudah

memasukkan larangan merokok ke dalam tata tertib sekolah dan sudah memasang tanda
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dilarang merokok di sekolah serta upaya untuk menghilangkan tempat khusus merokok
di sekolah.

Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota
Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Perda KTRdi Sekolah
Dasar Kota Padangsidimpuan

No. Jenis faktor Dimensi Faktor Pendukung

1.  Sumberdaya Kewenangan Keputusan sekolah untuk memasang tanda
dilarang merokok di sekolah
Pihak sekolah memasukkan aturan larangan
merokok ke dalam tata tertib sekolah

2.  Disposisi Kepala sekolahberusaha untuk menghilangkan
kawasan khusus untuk merokok
Sikap yang ditunjukkan oleh beberapa guru
yang tidak suka jika ada yang merokok di
sekolah baik itu guru maupun orangtua siswa.

Sekolah dasar Kota Padangsidimpuan mempunyai tempat khusus untuk
merokok (salah salah satunya Sekolah Dasar Negeri 200101) hasil keputusan dari
Kepala Sekolah. Tempat tersebut terletak tidak jauh dari ruang guru. Pihak sekolah
dengan Kepala yang di dorong oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan berusaha
untuk menghilangkan kawasan khusus untuk merokok. Cara yang digunakan untuk
menghilangkan lokasi tersebut adalah dengan menebang pohon yang berada di tempat
para siswa untuk berteduh dan merokok. Usaha pihak sekolah dengan menghilangkan
tempat khusus merokok merupakan faktor pendukung yang penting. Hal tersebut
berkaitan dengan faktor disposisi atau sikap yang ditunjukkan oleh kepala sekolah.

Faktor lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan KTR di sekolah dasar Kota

Padangsidimpuan berkaitan dengan faktor sumberdaya pada dimensi kewenangan.
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Keputusan sekolah untuk memasang tanda dilarang merokok di sekolah dan

memasukkan aturan larangan merokok ke dalam tata tertib sekolah telah sesuai dengan

Kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTRdan Permendikbud Nomor 64

tahun 2015. Dukungan sekecil apapun juga diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan

tersebut, seperti sikap atau disposisi yang ditunjukkan oleh beberapa guru yang tidak
suka jika ada yang merokok di sekolah baik itu guru maupun orangtua siswa.

4.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang analisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuanmempunyai keterbatasan sebagai

berikut:

1) Berdasarkan teori masih ada faktor lain yang menentukan keberhasilan atau
kegagalan dalam implementasi kebijakan dan indikator laindiperlukan baik oleh
petugas kesehatan maupun pengelola KTR sebagai alat dalam pengembangan KTR
di kawasan tempat proses belajar mengajarnamun tidak diteliti pada penelitian ini.

2) Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data
menggunakan panduan wawancara bersifat subjektif sehingga kebenaran data sangat
tergantung pada kejujuran responden. Sulit sekali mendapatkan data yang betul-betul
valid pada setiap informan, baik dari informan kuncidan informan pendukungyang
sesungguhnya menjadi penyebabatau akar permasalahan. Walaupun dalam penelitian
ini terdapat beberapa kelemahan, tidak berarti hal tersebut mengurangi makna

temuan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
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bagi penelitian selanjutnya terkait kebijakan Perda KTR, di mana keterbatasan-
keterbatasan yang ada dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan
faktor dan indikator, metode dan lokasi penelitian.

3) Pada saat wawancara kemungkinan terjadi bias informasi yang bersumber dari
informan. Hal ini bisa disebabkan adanya recall bias dari informan atau bias pada
informan dalam waktu wawancara. Untuk mengantisipasi hal ini peneliti sudah
melakukan penjelasan dengan informan, agar ada kesamaan pemahaman terhadap

pertanyaan-pertanyaan dalam panduan wawancara.

4.5 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang ditemukan di lapangan, maka
peneliti dapat menyimpulkan beberapa implikasi terhadap berbagai pihak yang terkait
dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1) Implikasi pada Kepala Sekolah, perlu melakukan :
(1) Perlu dilakukan promosi kesehatan oleh pihak sekolah, khususnya pada orangtua
siswa-siswi yang melibatkan peran guru bimbingan konseling dan peran tenaga

UKS dalam bentuk sosialisasi dengan tujuan menambah pengetahuan dan

kewaspadaan para orangtua siswa-siswi tentang bahaya asap rokok yang akan

menimbulkan perilaku yang menyimpang dan akan mempengaruhi keadaan

sehehatan tubuh mereka dan anak-anak.
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(2) Serta perlunya edukasi kepada orangtua siswa-siswi tentang bagaimana menjaga
kesehatan perorangan untuk keluarga dengan upaya promotif yaitu pendidikan
kesehatan termasuk juga tentang bahaya asap rokok pada anak-anak yang
dilakukan oleh petugas kesehatan

(3) Perlunya kepatuhan implementor dalam menerapkan kebiajan Perda Nomor 7
tahun 2012 tentang KTR dan memberlakukan sanksi bagi yang merokok,
sehingga membatasi ruang gerak dari seluruh guru dan orangtua yang merokok
dilingkungan KTR.

2) Implikasi pada dinas kesehatan Kota Padangsidimpuan, perlu melakukan:

(1) Perlu dilakukan sosalisasi danpelatihan kepada petugas UKS, Wali Kelas dan
Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan di sekolah dasar Kota Padangsidimpuan
denganmateri kebijakan KTR dan bahaya asap rokok pada masa anak-anak.

(2) Pelu pembentukan komite atau tim pengawas pelaksanaan kebijakan KTR;
Penetapan APBD Kota Padangsidimpuansebagai implementasi kebijakan Perda
KTR, menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
Meningkatkan komitmen kerja terhadap penerapan kebijakan KTR serta
diberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan KTR di proses

belajar mengajar.
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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kebijakan KTR di Kota Padangsidimpuanresmi diberlakukan pada tanggal 22
Juli tahun 2013 dan pelaksanaan KTR serta pemberian sanksi tindakan sudah resmi
berjalan terhitung sejak resmi diundangkan. Setiap tempat yang telah ditetapkan sebagai
KTR harus menerapkan Kkebijakan tersebut termasuk tempat proses belajar
mengajar.Kepala instansi menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan KTR di
wilayah kerjanya masing-masing. Implementasi kebijakan Perda tentang KTR di Kota
Padangsidimpuan menunjukkan belum ada perubahan yang signifikan sejak resmi
diundangkan kurang lebih lima tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan kebijakan tersebut belum
diterapkan disebabkan karena ketidaktahuan implementor mengenai kebijakan Perda
tentang KTR di Sekolah Dasar Negeri Kota Padangsidimpuan, hal ini menunjukkan
bahwa tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan dan penerapan kebijakan tentang KTR
di tempat proses belajar mengajar masih belum terlaksana serta diterapkan di Sekolah
Dasar Kota Padangsidimpuan, dengan alasan:

1) Pada aspek komunikasi, belum adanya sosialisasi berjenjang dan menyeluruh dari
pemerintah daerah kepada kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pihak
sekolah dasar sederajat tentang pengembangan kebijakan KTR di lingkungan sekolah

serta mengetahui bahaya rokok.

135
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2) Pada aspek sumber daya, kurangnya penyediaan peralatan, serta ketersediaan dana
untuk mendukung kebijakan KTR.

3) Pada aspek disposisi, tidak adanya komitmen penuh dan kepatuhan implementor
terhadap penerapan kebijakan dan belum adanya sanksi yang tegas terhadap
pelanggar kebijakan KTR

4) Pada aspek struktur birokrasi, belum adanya tim pemantau pelaksanaan implementasi

kebijakan KTR.

5.2 Saran
Adapun saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepada pemerintah daerah di Kota Padangsidimpuan agar melakukan promosi
kesehatan secara intensif dan berkelanjutan dalam bentuk sosialisasi melalui media
audiovisual yang berisi informasi tentang kebijakan KTR yang sebaiknya dilakukan
di lingkungan terlaksananya proses belajar mengajar; Pembentukan komite atau tim
pengawas pelaksanaan  kebijakan KTR; Penetapan APBD Kota
Padangsidimpuansebagai implementasi kebijakan Perda KTR, menyediakan sarana
dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan KTR; Meningkatkan komitmen kerja
terhadap penerapan kebijakan KTR serta diberlakukan sanksi yang tegas
terhadappelanggaran kebijakan KTR di lingkungan terlaksananya proses belajar
mengajar.

2. Kepada pihak sekolah agar melakukan pendekatan persuasif dari pihak sekolah
kepada warga sekolah dan orangtua siswa yang merokok tentang larangan merokok,

sehingga lingkungan sekolah bebas dari asap rokokagar menjadi teladan bagi siswa.
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Lampiran 1

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya bersedia turut berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian yang akan
dilakukan oleh mahasiswa Program Studi S2 llmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Peminatan Administrasi dan
Kebijakan Kesehatan atas nama NORMAYANTI RAMBE, NIM 157032116 dengan
judul “Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah
Dasar Kota Padangsidimpuan”.

Saya telah memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini, dan tidak akan
berakibat negative terhadap saya, sehingga jawaban yang saya berikan adalah yang
sebenarnya dan tanpa paksaan.

Dengan demikian saya bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Padangsidimpuan,......... 2018

Responden
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Lampiran 2.

PEDOMAN UMUM WAWANCARA MENDALAM
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
(KTR) DI SEKOLAH DASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN

Petunjuk Umum
Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada responden karena telah bersedia
meluangkan waktunya untuk di wawancarai. Buah pikiran, informasi yang diberikan
sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
Petunjuk Wawancara Mendalam
1. Pembukaan
a. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat bantu pedoman
wawancara, alat pencatat, dan perekam suara untuk membantu pencatatan
b. Informasi bebas untuk menyatakan pendapat, kendala, solusi dan saran
perbaikan serta sangat di jaga kerahasiaannya.
c. Setiap informasi sangat bernilai
d. Jawaban tidak ada yang benar atau salah karena wawancara ini untuk
kepentingan penelitian dan tidak ada skor penilaian
2. Penutup
a. Memberitahu bahwa wawancara telah selesai.
b. Mengucapkan terimakasih dengan berjabat tangan.

c. Menyatakan maaf apabila ada hal-hal yang tidak menyenangkan.
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FORMAT PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
(KTR) DI SEKOLAH DASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN

Identitas Informan

(Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang PMK, Kepala
Bidang Pendidikan Dasar, Seksi PTM-KES, Kepala sekolah SD Negeri 200101, SD
Negeri 200212,dan SD Negeri 200508 Kota Padangsidimpuan)

a. Nama s
b. Pekerjaan/Jabatan RPN
c. Lama Bekerja/bertugas e ———————
d. Menduduki jabatan terakhir selama SRR
e. Pendidikan RS RPRRRR
f. Alamat/ No Telp/HP e ————————
A. Faktor Komunikasi
1. Apakah sekolah ini telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah
tentang Perda Kota Padangsidimpuan No. 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak
sekolah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
3. Apakah di sekolah ini dilakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan sebelum
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
B. Faktor Sumber Daya

1. Siapa saja yang menjadi sasaran/pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) di sekolah ini?
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Apakah pelaksana kebijakan mempunyai pedoman sebagai informasi untuk
melakukan tugasnya?
Apa sajakah infrastruktur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdapat di

sekolah ini? Apakah tersedia tempat khusus untuk merokok?

C. Faktor Disposisi

1.

3.

Bagaimana tanggapan anda terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di sekolah ini?

Apakah pernah ada pelanggaran yang terjadi selama penerapan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) pada sekolah ini? Siapa saja yang melanggar?

Bagaimana tindakan anda terhadap pelanggaran tersebut?

D. Faktor Birokrasi

1.

Apakah dilakukan pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

Apasaja yang menjadi tugas dari komite atau kelompok kerja tersebut?
Bagaimana kinerja dari komite atau kelompok kerja tersebut?

Apakah komite atau kelompok kerja tersebut membentuk pengawas penerapan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

Siapakah sajakah yang menjadi pengawas penerapan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)?

Apakah dilakukan pelatihan bagi pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di

sekolah ini?
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Lampiran 4. Matriks Pernyataan Informan Penelitian

1. Indikator Proses (Procces)

1) Terlaksana sosialisasi penerapan KTR baik secara langsung (tatapmuka)
maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik)

Informan

Pernyataan

Informan P-2

Informan
SDN 200101

Informan
SDN 200212

K

K

Dulu pernah dilakukan sosialisasi kebijakan KTR di Dinas Kesehatan
sekitar tahun 2013. Cara mensosialisasikannya dengan cara
menyampaikan pada rapat pertemuan tersebut, menyatakan bahawa
Kota Padangsidimpuan telah memiliki Perda mengenai di larangan
merokok di beberapa tempat salah satunya adalah di sekolah. Tujuan
sosialisasi tersebut supaya mengontrol perokok aktif tidak merokok
disembarangan tempat dan tidak membuat perokok pasif terkena
akibatnya dari asap rokok

Tidak pernah ada sosialisasi kebijakan KTR di sekolah ini selama masa
jabatan saya sampai sekarang baik dari pihak Dinas Kesehatan maupun
Dinas Pendidikan,tapi saya pernah membaca koran waktu nya saya
sudah lupa ya...di halaman belakang koran itu tertulis isi dari Perda
Kota Padangsidimpuan tentang KTR. Pernah dilakukan sosialisasi
kebijakan KTR di sekolah, waktunya setiap awal tahun pelajaran.
Untuk guru cara mensosialisasikannya dengan cara menyampaikan
pada rapat, kalau mau merokok di sana tempatnya jangan di ruangan
guru atau ruang rapat dan waktu mengajar di kelas, dan melalui
pemasangan spanduk tentang larangan merokok yang adek sudah juga
lihat di depan sana tujuannya supaya perokok pasif atau anak-anak
tidak terkena dampak dari asap rokok dari perokok yang merokok di
sembarang tempat

Pihak sekolah tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan
Perda tentang KTR tersebut, hanya saja saat rapat sekolah dan acara
penerimaan siswa baru pada saat tahun ajaran baru yang dihadiri orang
tua siswa disampaikan bahwa di sekolah dilarang merokok sesuai
dengan tata tertib sekolah. Kalau dari pihak sekolah tidak ada program
apa-apa, tetapi kami melakukan pemasangan spanduk tidak merokok di
depan pintu masuk sekolah namun sudah di lepas. Himbauan pelepasan
dari pihak Dinas Pendidikan yang menyatakan pembersihan spanduk di
sekolah-sekolah

Tidak pernah dilakukan sosialisasi kebijakan KTR di sekolah ini dek,
selama masa jabatan saya sampai sekarang baik dari pihak Dinas
Kesehatan maupun Dinas Pendidikan. Saya baru tahun 2017 mutasikan
kesekolah ini saya baru menjabat sebagai Kepala Sekolah
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Informan K
SDN 200508

di sini. Tidak pernah dilakukan sosialisasi secara langsung (tatapmuka)
maupun tidak langsung (melalui media cetak, elektronik) tentang
kebijakan KTR di sekolah ini, hanya saja saya selaku kepala sekolah
menghimbau kepada seluruh staf pengajar dan orangtau siswa yang
berkunjung supaya tidak merokok di lingkungan sekolah. Hanya
dengan cara menegur guru yang saya lihat masih merokok di sekolah
ini dek

Tidak pernah ada sosialisasi kebijakan KTR di sekolah ini, baik dari
pihak Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan. Penyuluhan tentang
bahaya rokok pernah, itupun dari mahasiswa kesehatan masyarakat
STIKES Aufa Royhan. Tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang
kebijakan KTR di sekolah ini, hanya saja saya selaku kepala sekolah
menghimbau kepada seluruh staf pengajar dan orangtau siswa yang
berkunjung supaya tidak merokok di lingkungan sekolah. Semua harus
mematuhi tata tertib sekolah dek

2) Adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR

Informan

Pernyataan

Informan P-1

Informan P-2

Informan K
SDN 200101

Mengenai adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam
pelaksananan kebijakan Perda tentang KTR Kota Padangsidimpuan
kami pihak Dinas Kesehatan sudah melaksanakan sebagai inisiator saja
dek. Kembali lagi kepada Kepala instansi yang menjadi penanggung
jawab penuh atas tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KTR di
wilayah kerjanya masing-masing dek

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksananan kebijakan Perda
tentang KTR Kota Padangsidimpuan kami sudah melaksanankannya
semampu kami dek. Kembali lagi kepada Kepala Sekolah di wilayah
kerjanya masing-masing dek, Kepala Sekolah bertanggung jawab
penuh menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
kebijakan Perda tentang KTR Kota Padangsidimpuan tersebut

Soal adanya pengaturan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksananan
kebijakan tentang KTR Kota Padangsidimpuan belum kami laksanakan
ya karena kami tidak mengetahui adanya mengenai kebijakan Perda
tentang KTR Kota Padangsidimpuan

Dan belum adanya sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan maupun
Dinas Kesehatan. Hanya saja tugas dan tanggung jawab dalam
pelaksananan dalam tata tertib sekolah mengenai larangan merokok di
lingkungan sekolah sudah kami laksanakan
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3) Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda
larangan merokok, mading, surat edaran, pengeras suara

Informan

Pernyataan

Informan P-1

Informan P-2

Informan
SDN 200101

Informan
SDN 200212

Informan
SDN 200508

K

K

K

Masalah terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster,
tanda larangan merokok, mading, pengeras suara itu kami kembalikan
kepada Kepala Sekolah masing-masing dek, tapi kalo surat edaran
Perda KTR Kota Padangsidimpuan kami sudah edarkan ke setiap
instansi SKPD salah satu nya ke Dinas Pendidikan

Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda
larangan  merokok, mading, pengeras suara itu kami kembalikan
kepada Kepala Sekolah masing-masing dek. Pihak Dinas Pendidikan
hanya memberikan surat edaran pada awal resminya diberlakukan
kebijakan Perda tentang KTR ini ketika ada rapat-rapat koordinasi yang
tentunya menyampaikan ini ke setiap Kepala Sekolah

Soal terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda
larangan merokok, mading, pengeras suara itu kami belum
memasangnya dek, kami hanya memasang spanduk mengenai larangan
merokok di sekolah sesuai dengan tata tertib sekolah dan hal-hal
tersebut sesuai dengan Permendikbud Nomor 64 tahun 2015. Dinas
Pendidikan atau Dinas Kesehatan tidak pernah memberikan surat
edaran menegnai kebijakan Perda tentang KTR ini, kami baru tau nya
dari adek, bahwa Kota Padangsidimpuan sudah memiliki Perda tentang
KTR. Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda
larangan merokok, mading, pengeras suara itu kami belum
memasangnya dek, pihak Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan
tidak pernah memberikan surat edaran menegnai kebijakan Perda
tentang KTR ini selama masa jabatan saya, kami baru tau nya adanya
Perda tentang KTR ini dari adek

Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda
larangan merokok, mading, pengeras suara itu kami belum
memasangnya dek, pihak Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan
tidak pernah memberikan surat edaran menegnai kebijakan Perda
tentang KTR ini selama masa jabatan saya, kami baru tau nya adanya
Perda tentang KTR ini dari adek

Terpasangnya pengumuman kebijakan KTR melalui poster, tanda
larangan merokok, mading, pengeras suara itu kami belum
memasangnya dek, pihak Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan
tidak pernah memberikan surat edaran menegnai kebijakan Perda
tentang KTR ini selama masa jabatan saya, kami baru tau nya adanya
Perda tentang KTR ini dari adek
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4) Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar

Informan

Pernyataan

Informan P-1

Informan P-4

Informan K
SDN 200101

Informan K
SDN 200212

Informan K
SDN 200508

Sama hal nya dengan masalah terpasangnya tanda KTR di tempat
proses belajar mengajar salah satunya sekolah dasar sesuai dengan
Kebijakan Perda KTR Kota Padangsidimpuan, itu kami kembalikan
kepada Dinas Pendidikan dimana kami sudah memberikan sosialisi dan
surat edaran tentang Perda KTR tersebut, pada waktu diresmikannya
Perda tersebut tahun 2013. Harapan kami adanya koordinasi
selanjutnya dari Dinas pendidikan la kepada Kepala Sekolah yang ada
di Kota Padangsidimpuan dek untuk menerapkan pelaksanaan
kebijakan Perda tersebut termasuk menyarankan pemasangan tanda
KTR di sekolah masing-masing

Terpasangnya tanda KTR di tempat proses belajar mengajar salah
satunya sekolah dasar, kami pihak Dinas Pendidikan hanya
memberikan surat edaran pada awal resminya diberlakukan kebijakan
Perda tentang KTR ini selebihnya kami serahkan sepenuhnya kepada
setiap Kepala Sekolah dalam pelaksanannya

Tidak ada pemasangan tanda KTR di tempat proses belajar mengajar
sesuai dengan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR
salah satunya di sekolah dasar ini dek

Tidak ada pemasangan tanda KTR di tempat proses belajar mengajar
sesuai dengan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR
salah satunya di sekolah dasar ini dek

Tidak ada pemasangan tanda KTR di tempat proses belajar mengajar
sesuai dengan kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan tentang KTR
salah satunya di sekolah dasar ini dek

5) Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika merokok

Informan

Pernyataan

Informan P-3

Informan P-5

Informan K
SDN 200101

Informan K
SDN 200212

Informan K
SDN 200508

Terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika
merokok di sekolah dasar sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota
Padangsidimpuan itu adalah harapan kami dari Dinas Kesehatan
supayan terlaksana dek, tetapi kenyataan dilapangan berbeda. Kami
tidak memiliki dana untuk melakukan kegiatan tersebut karena
keterbatasan dana APBD khusus mengenai Perda tentang KTR ini tidak
ada, hanya wacana saja dek

Dana APBD khusus mengenai Perda tentang KTR ini tidak ada tidak
terlaksananya penyuluhan KTR dan bahaya merokok serta etika
merokok di sekolah dasar sesuai dengan Kebijakan Perda KTR Kota
Padangsidimpuan

Tidak adanya penyuluhan dari Dinas Kota Padangsidimpuan dan Dinas
Pendidikan tentang KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di
sekolah dasar ini dek

Tidak adanya penyuluhan dari Dinas Kota Padangsidimpuan dan Dinas
Pendidikan tentang KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di
sekolah dasar ini dek

Tidak adanya penyuluhan dari Dinas Kota Padangsidimpuan dan Dinas
Pendidikan tentang KTR dan bahaya merokok serta etika merokok di
sekolah dasar ini dek

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



150

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Komunikasi Terhadap
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan
Kota Padangsidimpuan

Informan Pernyataan

Informan 1 Sosialisasi Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012
tentang KTR kami selaku pihak dari Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan telah melakukan sosialisasi atau membuat
pertemuan pada tanggal 22 Juli tahun 2013.Setelah resmi
diberlakukan, maka setiap tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR
harus menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan surat edaran yang
dibuat oleh Sekda untuk penegakan Perda KTR ini. Harapan kami
Kepala instansi menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan
KTR di wilayah kerjanya masing-masing.Sosialisasi Perda ini
dilakukan pada pertemuan para Kepala Bidang, para Kepala Seksi
maupun rapat koordinasi termasuk dengan Dinas Pendidikan dan
SKPD lainnya. Seluruh Dinas dan juga para SKPD telah mengetahui
dan menyambut baik atas dikeluarkannya kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok tersebut. SKPD pun diharapkan akan menurunkan
informasinya ke bawah, ke anggotanya masing-masing termasuk SD
Negeri 200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Sekolah Dasar
Negeri 200212 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Sekolah Dasar
Negeri 200508 Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Harapan saya
juga begitu seterusnya menurunkan informasinya ke bawah smapai
kepadan masyarakat di lingkungan sekolah tersebut.Sosialisasi
dilakukan secara berkesinambungankarena di dalam Perda tidak
dicantumkan mengenai tahapan-tahapansosialisasi. Jadi
kamimengambil kebijakan tersendiri untuk mensosialisasikan Perda
KTR tersebut dengan mengikutsertakan dengan program lainya.
Dinas Kesehatan mempunyai program penyuluhan atau promosi
kesehatan yaitu melalui media cetak dengan pemasangan iklan
tentang Perda KTR dan larangan merokok oleh pengelola Promosi
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Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kota Padangsidimpuan. Dimana penyuluhan atau promosi kesehatan
ini tidak hanya berfokus untuk sosialisasi Perda KTR saja tetapi
bersamaan dengan program lainnya. Selain itu, tidak ada jadwal
khusus untuk sosialisasi Perda KTR karena masih banyak program
lain yang harus disampaikan dan semua program tersebut dibuat
secara terpadu.

Informan 2 Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR
kami selaku pihak dari Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan telah
melakukan sosialisasi pada tanggal 22 Juli tahun 2013. Harapan kami
Kepala instansi menjadi penanggung jawab penuh atas pelaksanaan
KTR di wilayah kerjanya masing-masing. termasuk SD Negeri
200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Sekolah Dasar Negeri
200212 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Sekolah Dasar Negeri
200508 Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Harapan saya juga
begitu seterusnya menurunkan informasinya ke bawah smapai
kepadan masyarakat di lingkungan sekolah tersebut.

Informan 3  Sosialisasiberkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan KTRtidak
pernah dilaksanakan dari tahun 2013 setelah Perda ini keluarkan dan
resmi berjalan sampai sekarang. Pengelola PTM-Kes sudah
mengusulkan perencanaan program pada awal tahun 2018 untuk
melakukan sosialisasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan
KTRnamun tidak berhasil dilaksanakan, karena minimnya dana yang
di Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk tahun 2018 (alokasi
dana tidak ada khusus untuk perda KTR) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan khusus untuk
Perda ini tidak ada atau belum tercantum di dalam APBD sedang

dianggarkan untuk tahap implementasinya.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



152

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Sumber Daya TerhadapAnalisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas
Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Informan Pernyataan

Informan 1  Sasaran/pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok adalah semua warga
di lingkungan sekolah. Adanya pedoman tentang KTR vya, isi dari pada
perda tersebut. Pihak kami Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan
tidak mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang ada, karena hal yang harus diketahui
bahwa dalam mengimplementasikan Perda KTR tersebut tidak
dilaksanakan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Dalam Perda KTR tersebut
dikatakan bahwa dalam implementasinya dilaksanakan oleh SKPD
terkait dengan ke tujuh KTR tersebut dan Dinas Kesehatan sebagai
koordinatornya. Demi kelancaran pelaksanaan kebijakan KTR,
kamimelakukan koordinasi dengan semua SKPD. Jika ingin melihat
implementasi Perda KTR ini, dibentuk dulu SK Tim Pemantau KTR
tersebut. Dimana SK Tim Pemantau ini tidak di internal Dinas
Kesehatan, namun berada di tingkat pemerintah kota. Artinya di SK
kan oleh Walikota Padangsidimpuan. Jadi Dinas Kesehatan hanya
sebatas mengingatkan kepada SKPD bahwa Kota Padangsidimpuan
sudah mempunyai Perda tentang KTR, agar merokok di tempatnya dan
tidak merokok di area pelayanan. Namun, sampai saat ini SK tersebut
masih dalam tahap penyempurnaan dan pengesahan di Pemko
Padangsidimpuan dan belum sampai kepada Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan. Masalah Infrastruktur KTRharus di kaitkan
dengandana yang digunakan dalam proses Implementasi Kebijakan
Perda tersebut sangat minim hanya berasal dari dana DBHCHT (Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dari pusat sebesar 210.810.000
dimana setengahnya diberikan ke bidang kesehatan dan sebagian lagi
ke bidang lainnya yang digunakan untuk dana sosialisasi dan
penegakan Perda karena memang prioritas dana yang dikeluarkan oleh
pemerintah dari dana DBHCHT ini untuk kabupaten/kota yang
mempunyai Perda KTR. Dana untuk sosialisasi Perda tentang
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Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Kawasan Tanpa
Rokok itu digabungkan yang telah disalurkan pada triwulan I,
triwulan 11, dan triwulan 111 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 43/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai. Hasil
Tembakau Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2017.
APBD Kota Padangsidimpuan khusus untuk Perda ini tidak ada atau
belum tercantum di dalam APBD sedang dianggarkan untuk tahap
implementasinya. sarana dan prasarana itu belum memadai dan masih
hanya sebatas alat bantu alat tulis saja seperti stiker dari hasil print,
spanduk dari LSM Pelopor, dan hasil potho copy isi Perda tentang
KTR. Jika daerah lain seperti Kota Medan sudah memiliki stiker,
brosur, spanduk, billboard dan rolling banner elektrik serta
pendistribusian buku Perda tentang KTR sendiri. Puskesmas mereka
juga sudah menyediakan klinik UBM (Upaya Berhenti Merokok),
membuat blangko dan pelaporannya, melakukan pelatihan kepada
pihak Puskesmas bagaimana menganalisanya, bagaimana melakukan
totok anti rokok dan konseling untuk masyarakat yang ingin berhenti
merokok dan Kota Bogor yang sudah mempunyai mobil seperti tempat
sidang terhadap pelanggar.

Informan 2 Kami sekalu menangani tentang KTR di Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan menambahkan bahwa, Kota Padangsidimpuan belum
mampu menyiapkan hal tersebut karena APBD sedang dianggarkan
untuk tahap implementasinya. Sampai saat ini hal tersebut masih
sebatas pemikiran dan wacana saja. Untuk Tim Pemantau Kawasan
Tanpa Rokok juga baru tahun ini (2018) akan mereka anggarkan. Serta
sosialisasi berkelanjutan juga masih harus ditingkatkan terlebih dahulu.

Informan3 Kami sekalu menangani tentang KTR di Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan menambahkan bahwa, Kota Padangsidimpuan belum
mampu menyiapkan hal tersebut karena APBD sedang dianggarkan
untuk tahap implementasinya. Sampai saat ini hal tersebut masih
sebatas pemikiran dan wacana saja. Untuk Tim Pemantau Kawasan
Tanpa Rokok juga baru tahun ini (2018) akan mereka anggarkan. Serta
sosialisasi berkelanjutan juga masih harus ditingkatkan terlebih dahulu.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Disposisi Terhadap Analisis

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diDinas

Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Informan

Pernyataan

Informan 1

Informan 2

Informan 3

Kami selaku dari pihak Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan
menyambut baik atas dikeluarkannya Perda tersebut. Adapun tindakan-
tindakan yang kami lakukan untuk mendukung implementasi Perda KTR
ini, saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kepada
Kepala Bidang PMK dan Kepala Bidang lain dan pegawai di internal
bidangnya sendiri dan melakukan peneguran-peneguran kepada
pegawainya, melakukan pengusulan anggaran, kemudian menjalin kerja
sama dengan yayasan yang bisa membantu dalam penerapan Perda ini,
yakni dengan LSM Pusaka Indonesia dan LSM Pelopor. Serta kerja
sama dengan Pemko Padangsidimpuan untuk mengapresiasi tempat-
tempat kawasan yang sudah memberlakukan KTR, saya tambahkan lagi
bahwa pemotongan insentif merupakan sanksi yang diberlakukan kepada
seluruh staf Dinas jika ditemukan melanggar larangan yang tercantum
dari kebijakan KTR tersebut. Pemotongan insentif ini merupakan
dukungan penuh Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan terhadap
implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Kami selaku dari pihak Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan
menyambut baik atas dikeluarkannya Perda tersebut. Adapun tindakan-
tindakan yang kami lakukan untuk mendukung implementasi Perda KTR
ini, sudah melakukan sosialisasi kepada Kepala Bidang lain dan pegawai
di internal bidangnya sendiri dan melakukan peneguran-peneguran
kepada pegawainya, melakukan pengusulan anggaran, kemudian
menjalin kerja sama dengan yayasan yang bisa membantu dalam
penerapan Perda ini, pemotongan insentif merupakan sanksi yang
diberlakukan kepada seluruh staf Dinas jika ditemukan melanggar
larangan yang tercantum dari kebijakan KTR tersebut.

Kami selaku dari pihak Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan
menyambut baik atas dikeluarkannya Perda tersebut. Adapun tindakan-
tindakan yang di lakukan untuk mendukung implementasi Perda KTR
ini, sudah melakukan sosialisasi kepada Kepala Bidang lain dan pegawai
di internal bidangnya sendiri dan melakukan peneguran-peneguran
kepada pegawainya, melakukan pengusulan anggaran, kemudian
menjalin kerja sama dengan yayasan yang bisa membantu dalam
penerapan Perda ini, pemotongan insentif merupakan sanksi yang
diberlakukan kepada seluruh staf Dinas jika ditemukan melanggar
larangan yang tercantum dari kebijakan KTR tersebut
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Birokrasi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diDinas
Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Informan Pernyataan

Informan1 Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan,
menyatakan struktur birokrasi untuk penerapan Perda KTR ini tidak
hanya dari Dinas Kesehatan semata, tetapi ada juga dari SKPD yang
ada di Kota Padangsidimpuan. Hal itu disebut sebagai Tim Pemantau
KTR. Namun, SK Tim Pemantau tersebut belum diterima dari Pemko.
Sehingga penganggaran dana untuk Tim Pemantau juga belum ada dan
belum dimulai sampai tahun 2018 ini.Tetapi untuk internal Dinas
Kesehatan sendiri, Perda KTR ini sudah diterapkan. SOP nya sudah
bagus, dan itu merupakan landasan dasar Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan untuk melaksanakan Perda tentang KTR ini.SOP
mekanisme implementasi kebijakan KTR kami bahwa telah melakukan
pembinaan secara internal untuk menginisiasi Perda tentang KTR
kepada seluruh staf. Kami telah melakukan koordinasi dengan semua
SKPD dan Dinas lain yang di mulai dengan memberlakukan peraturan
larangan merokok di tempat-tempat umum termasuk di sekolah sebagai
salah satu dari 7 tatanan yang harus steril dari paparana asap rokok dan
dapat menjalankan tugasnya masing-masing seperti menindak tegas jika
ada staf maupun pengunjung melakukan pelanggaran.

Informan2 Saya selaku Kepala Bidang PMK Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan, menyatakan struktur birokrasi untuk penerapan
Perda KTR ini tidak hanya dari Dinas Kesehatan semata, tetapi ada juga
dari SKPD yang ada di Kota Padangsidimpuan. Hal itu disebut sebagai
Tim Pemantau KTR. Namun, SK Tim Pemantau tersebut belum
diterima dari Pemko. Sehingga penganggaran dana untuk Tim
Pemantau juga belum ada dan belum dimulai sampai tahun 2018 ini.
Tetapi untuk internal Dinas Kesehatan sendiri, Perda KTR ini sudah
diterapkan. Sesudah Perda ini keluar maka berdasarkan arahan Bapak
Kepala Dinas agar masing-masing Kepala Bidang itu melakukan
pembinaan internal. Tidak terlepas dari bidang PMK (Pengendalian
Masalah Kesehatan) juga karena bidang PMK yang telah menginisiasi
Perda KTR tersebut. SOP dalam pelaksanaan Perda tersebut sebenarnya
di mulai dari pada menginisiasi Perda ini sendiri. Dimulai dengan
persuasif ke pengambil-pengambil keputusan, ke dewan. Kemudian
setelah Perda KTR ini disahkan maka untuk 1 (satu) tahun pertama
implementasi Perda Kota Padangsidimpuan, sasaran utamanya adalah
tersosialisasikannya Perda KTR yang bersifat preventif. SOP nya sudah
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bagus, dan itu merupakan landasan dasar Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan untuk melaksanakan Perda tentang KTR ini. SOP
mekanisme implementasi kebijakan KTR kami bahwa telah melakukan
pembinaan secara internal untuk menginisiasi Perda Kota
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR kepada seluruh
staf. Kami telah melakukan koordinasi dengan semua SKPD dan Dinas
lain yang di mulai dengan memberlakukan peraturan larangan merokok
di tempat-tempat umum termasuk di sekolah sebagai salah satu dari 7
tatanan yang harus steril dari paparana asap rokok. Sedangkan untuk
Sekolah Dasar Negeri 200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara,
Sekolah Dasar Negeri 200212 Kecamatan Padangsidimpuan Selatandan
Sekolah Dasar Negeri 200508 Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
melakukan  kerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah  Kota
Padangsidimpuan dalam pembentukkan komite atau tim khusus
pengawasan implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.Kepala
Sekolah juga berkoordinasi dengan seluruh staf agar dapat menjalankan
tugasnya masing-masing seperti menindak tegas jika ada staf maupun
pengunjung melakukan pelanggaran.

Informan 3  Saya selaku seksi PTM-KES Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan,
menyatakan struktur birokrasi untuk penerapan Perda KTR ini tidak
hanya dari Dinas Kesehatan semata, tetapi ada juga dari SKPD yang
ada di Kota Padangsidimpuan. Hal itu disebut sebagai Tim Pemantau
KTR. Namun, SK Tim Pemantau tersebut belum diterima dari Pemko.
Sehingga penganggaran dana untuk Tim Pemantau juga belum ada dan
belum dimulai sampai tahun 2018 ini. Tetapi untuk internal Dinas
Kesehatan sendiri, Perda KTR ini sudah diterapkan. SOP nya sudah
bagus, dan itu merupakan landasan dasar Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan untuk melaksanakan Perda tentang KTR ini. SOP
mekanisme implementasi kebijakan KTR kami bahwa telah melakukan
pembinaan secara internal untuk menginisiasi Perda Kota
Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR kepada seluruh
staf. Kami telah melakukan koordinasi dengan semua SKPD dan Dinas
lain yang di mulai dengan memberlakukan peraturan larangan merokok
di tempat-tempat umum termasuk di sekolah sebagai salah satu dari 7
tatanan yang harus steril dari paparana asap rokok.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Komunikasi Terhadap
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Pendidikan
Kota Padangsidimpuan

Informan Pernyataan

Informan 1 Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan sudah mendapatkan sosialisasi
Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012 tentang KTR
diberikan hanya pada saat resmi diberlakukanpada tahun 2013. Dinas
Pendidikan mengetahui dan menyambut baik atas dikeluarkannya
kebijakan KTR tersebut. Harapan kami dalam waktu dekat akan
melakukan sosialisasi karena minimnya biaya terhadap pelaksanaan
kebijakan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 7 Tahun 2012
tentang KTR secara langsung ke seluruh Sekolah Dasaryang ada di
Kota Padangsidimpuan di karekan APBD belum ada jadi kami harus
membuat anggaran terlebih dahulu dari dana program lain. Pihak
Dinas Pendidikan hanya memberikan surat edaran pada awal
resminya diberlakukan kebijakan Perda tentang KTR ini ketika ada
rapat-rapat koordinasi yang tentunya menyampaikan ini ke setiap
Kepala Sekolah.

Informan 2 Saya selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Saya selaku Kepala
Dinas Pendidikan sudah mendapatkan sosialisasi Perda tersebut
diberikan hanya pada saat resmi diberlakukanpada tahun 2013. Kami
mengetahui dan menyambut baik atas dikeluarkannya kebijakan KTR
tersebut. Harapan kami dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi
karena minimnya biaya terhadap pelaksanaan kebijakan Perda
tersebut secara langsung ke seluruh Sekolah Dasaryang ada di Kota
Padangsidimpuan di karekan APBD belum ada jadi kami harus
membuat anggaran terlebih dahulu dari dana program lain. Pihak
Dinas Pendidikan hanya memberikan surat edaran pada awal
resminya diberlakukan kebijakan Perda tentang KTR ini ketika ada
rapat-rapat koordinasi yang tentunya menyampaikan ini ke setiap
Kepala Sekolah.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Sumber Daya TerhadapAnalisis

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Dinas

Pendidikan Kota Padangsidimpuan

Informan

Pernyataan

Informan 1

Informan 2

Sasaran/pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok adalah semua warga
di lingkungan sekolah. kami Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
tidak mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yang ada, karena hal yang harus diketahui bahwa
dalam mengimplementasikan Perda KTR tersebut tidak dilaksanakan
sendiri oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan saja. Dalam Perda
KTR tersebut dikatakan bahwa dalam implementasinya dilaksanakan
oleh SKPD terkait dengan ke tujuh KTR tersebut dan Dinas Kesehatan
sebagai koordinatornya.Dimana SK Tim Pemantau ini tidak di internal
Dinas Kesehatan, namun berada di tingkat pemerintah kota. Artinya di
SK kan oleh Walikota Padangsidimpuan. Jadi Dinas Pendidikan hanya
sebatas mengingatkan kepada sekolah-sekolah bahwa Kota
Padangsidimpuan sudah mempunyai Perda tentang KTR, agar merokok
di tempatnya dan tidak merokok di area pelayanan. Namun, sampai saat
ini SK tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan pengesahan di
Pemko Padangsidimpuan dan belum sampai kepada Dinas Kesehatan
Kota Padangsidimpuan. Masalah Infrastruktur KTRharus di kaitkan
dengandana yang digunakan dalam proses Implementasi Kebijakan
Perda tersebut sangat minim hanya berasal dari dana DBHCHT. APBD
Kota Padangsidimpuan khusus untuk Perda ini tidak ada atau belum
tercantum di dalam APBD sedang dianggarkan untuk tahap
implementasinya. sarana dan prasarana itu belum memadai dan masih
hanya sebatas alat bantu alat tulis saja.

Sasaran/pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok adalah semua warga
di lingkungan sekolah. kami Dinas Pendidikan Kota. Dinas Pendidikan
hanya sebatas mengingatkan kepada sekolah-sekolah bahwa Kota
Padangsidimpuan sudah mempunyai Perda tentang KTR, agar merokok
di tempatnya dan tidak merokok di area pelayanan. Masalah
Infrastruktur KTRharus di kaitkan dengandana yang digunakan dalam
proses Implementasi Kebijakan Perda tersebut sangat minim hanya
berasal dari dana DBHCHT. APBD Kota Padangsidimpuan khusus
untuk Perda ini tidak ada atau belum tercantum di dalam APBD sedang
dianggarkan untuk tahap implementasinya. sarana dan prasarana itu
belum memadai dan masih hanya sebatas alat bantu alat tulis saja.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Disposisi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diDinas
Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Informan Pernyataan

Informan 1 Dinas PendidikanKota Padangsidimpuan menyambut baik atas
dikeluarkannya Perda tersebut. Adapun tindakan-tindakan yang kami
lakukan untuk mendukung implementasi Perda KTR ini, sudah
melakukan sosialisasi kepada Kepala Bidang lain dan pegawai di internal
bidangnya sendiri dan melakukan peneguran-peneguran kepada
pegawainya, jika ditemukan melanggar larangan yang tercantum dari
kebijakan KTR tersebut.

Informan 2 Menyambut baik atas dikeluarkannya Perda tersebut. Adapun tindakan-
tindakan yang kami lakukan untuk mendukung implementasi Perda KTR
ini, sudah melakukan sosialisasi kepada Kepala Bidang lain dan pegawai
di internal bidangnya sendiri dan melakukan peneguran-peneguran
kepada pegawainya, jika ditemukan melanggar larangan yang tercantum
dari kebijakan KTR tersebut.

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Birokrasi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diDinas
Kesehatan Kota Padangsidimpuan

Informan Pernyataan

Informan 1  Struktur birokrasi untuk penerapan Perda KTR ini tidak hanya dari
Dinas Pendidikan semata, tetapi ada juga dari SKPD yang ada di Kota
Padangsidimpuan. Hal itu disebut sebagai Tim Pemantau KTR. Namun,
SK Tim Pemantau tersebut belum diterima dari Pemko. Tetapi untuk
internal Dinas Pendidikan sendiri, Perda KTR ini sudah diterapkan.
SOP nya sudah bagus, dan itu merupakan landasan dasar Dinas
Kesehatan Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan Perda tentang
KTR ini. SOP mekanisme implementasi kebijakan KTR kami bahwa
telah melakukan pembinaan secara internal untuk menginisiasi Perda
tentang KTR kepada seluruh staf. Kami telah melakukan koordinasi
dengan semua Kepala Sekolah yang di mulai dengan memberlakukan
peraturan larangan merokok di sekolah sebagai salah satu dari 7 tatanan
yang harus steril dari paparana asap rokok.

Informan 2  Penerapan Perda KTR dalam struktur birokrasi ini tidak hanya dari
Dinas Pendidikan semata, tetapi ada juga dari SKPD yang ada di Kota
Padangsidimpuan. Hal itu disebut sebagai Tim Pemantau KTR. Namun,
SK Tim Pemantau belum ada. SOP mekanisme implementasi kebijakan
KTR kami bahwa telah melakukan pembinaan secara internal untuk
menginisiasi Perda tentang KTR kepada seluruh staf. Kami telah
melakukan koordinasi dengan semua Kepala Sekolah yang di mulai
dengan memberlakukan peraturan larangan merokok di sekolah sebagai
salah satu dari 7 tatanan yang harus steril dari paparana asap rokok.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Komunikasi Terhadap
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar
Negeri 200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Informan Pernyataan

Informan1 SD Negeri 200101/1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara belum
mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perda Kota
Padangsidimpuan No. 7 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok
hanya mendapatkan surat edaran, tetapi Dinas Kesehatan sering
mensosialisasikan tentang bahaya-bahaya rokok. Sosialisasi kepada
pelaksana kebijakan dilakukan oleh kepala sekolah di rapat kerja guru
dan staf sebelum menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolah. Saya
mengetahui peraturan yang membahas tentang kawasan tanpa rokok
di Kota Padangsidimpuan. Saya belum pernah mendapatkan
sosialisasi kawasan tanpa rokok dari sekolah ini. Hanya saja di depan
sekolah ini pernah ada terpasang spanduk dilarang merokok sudah
lama, tapi sudah di lepas. Kawasan tanpa rokok adalah kawasan tidak
boleh merokok. Tujuannya tidak ada barang atau asap rokok di
sekolah ini. Manfaatnya menghindari bahaya rokok.Tempat-tempat
kawasan tanpa rokok itu adalah sekolah rumah sakit, SPBU, angkutan
umum.

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Sumber Daya TerhadapAnalisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah
Dasar Negeri 200101 Kecamatan Padangsidimpuan Utara

Informan Pernyataan

Informan 1  Sasaran/pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok adalah semua warga
di lingkungan sekolah. Tidak ada pedoman tentang kawasan tanpa
rokok karena itu peraturan di sekolah ini. Infrastruktur kawasan tanpa
rokok misalnya ruang khusus untuk merokok tidak ada, guru yang
merokok biasanya di kantin. Di sekolah ini tidak tersedia tempat khusus
untuk merokok, (guru) biasanya merokok di dekat dapur umum atau di
kantin. Tapi sudah jarang merokok di situ. Infrastruktur kawasan tanpa
rokok pernah ada spanduk tulisan dilarang merokokdidepan pintu
masuk sekolah sudah lamatapi sudah di lepas, di ruangan-ruangan dan
toilet tidak ada tulisan dilarang merokok.Semua warga sekolah menjadi
sasaran/pelaksana kebijakan KTR di sekolah ini. Tidak ada pedoman
bagi pelaksana kebijakan. Di sekolah ini tidak ada tempat khusus untuk
merokok. Infrastruktur kawasan tanpa rokok ada berupa
spandukdengan tulisan dilarang merokokdi dinding tapi kurang
menonjol. Semua warga sekolah
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Disposisi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diSekolah Dasar Negeri 200101

Kecamatan Padangsidimpuan

Informan

Pernyataan

Informan 1

Menurut saya, penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah ini sudah baik
selama ini. Saya pernah memergoki siswa merokok di toilet. Sanksi telah
diterapkan di sekolah ini terhadap pelanggar yaitu mulai dari teguran,
dihukum di lapangan sekolah sampai dengan pemberian surat panggilan
orangtua. Teguran pada guru atau karyawan, penjaga sekolah/satpam
hingga pemotongan insentif. Tanggapan saya terhadap penetapan
kawasan tanpa rokok di sekolah ini adalah menerimanya karena baik
untuk kesehatan warga sekolah. Pernah ada pelanggaran dalam
penerapan kawasan tanpa rokok yaitu guru dan siswa tapi jarang terjadi.
Pelanggaran tersebut yaitu merokok di lingkungan sekolah. Terhadap
pelanggaran tersebut tindakan yang diberikan adalah sanksi strap sampai
surat panggilan orangtua.

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Birokrasi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diSekolah Dasar Negeri 200101

Kecamatan Padangsidimpuan

Informan

Pernyataan

Informan 1

Tidak ada dibentuk komite atau kelompok kerja penyusun kebijakan
kawasan tanpa rokok di sekolah ini. Pengawas kawasan tanpa rokok
telah ditentukan vyaitu guru yang piket setiap harinya.Tidak ada
pelatihan bagi pengawas penerapan kawasan tanpa rokok, namun setiap
senin ada briefing untuk guru dan staf juga sebagai evaluasi. Pengawas
penerapan kawasan tanpa rokok ditentukan yaitu pengawas lingkungan
atau guru pendamping UKS. Tidak ada pelatihan bagi pengawas
penerapan kawasan tanpa rokok. Pengawasan dilakukan dengan
memantau kegiatan para siswa.
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Matriks Pernyataan InformanTentang Faktor Komunikasi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Negeri 200212

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Informan

Pernyataan

Informan 1

Sekolah Dasar Negeri 200212 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
belum mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perda
Kota Padangsidimpuan No. 7 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa
rokok dan tidak mendapatkan surat edaran. Di sekolah ini ada tidak
dilakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan pada upacara
sekolah, tidak dilakukan oleh dewan guru. Saya tahu ada peraturan
yang membahas tentang kawasan tanpa rokok di Kota
Padangsidimpuan. Tidakpernah ada sosialisasi kawasan tanpa rokok
kepada dewan guru, mungkin ada saat saya tidak hadir. Kawasan tanpa
rokok adalah tempat dilarangnya merokok. Tujuannya supaya siswa
bebas rokok. Manfaatnya agar semua tidak merokok. Tempat-tempat
kawasan tanpa rokok itu adalah semua tempat.

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Sumber Daya TerhadapAnalisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Negeri 200212

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Informan

Pernyataan

Informan 1

Sasaran/pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok adalah semua warga
di lingkungan sekolah. Tidak ada pedoman tentang kawasan tanpa rokok
karena itu peraturan di sekolah ini. Infrastruktur kawasan tanpa rokok
misalnya ruang khusus untuk merokok tidak ada, bagi yang merokok
harus di tempat-tempat yang terhindar dari siswa atau di luar sekolah. Di
sekolah ini tidak ada tersedia tempat khusus untuk merokok.
Infrastruktur kawasan tanpa rokok misalnya ruang khusus untuk
merokok tidak ada dan tidak ada tulisan-tulisan dilarang merokok.
Semua warga sekolah menjadi sasaran/pelaksana kebijakan kawasan
tanpa rokok di sekolah ini. Tidak ada pedoman sebagai informasi bagi
pelaksana kebijakan.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Disposisi TerhadapAnalisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Negeri 200212
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Informan Pernyataan

Informan 1 Menurut saya, penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah ini sudah
berjalan lumayan bagus. Saya pernah melihat beberapa guru masih
merokok bahkan namun tidak di lingkungan siswa. Sanksi telah
diterapkan di sekolah ini terhadap pelanggar yaitu peringatan, surat
panggilan orangtua, surat pernyataan sampai dirumahkan. Tanggapan
saya terhadap penetapan kawasan tanpa rokok di sekolah ini adalah
menerimanya sebagai peraturan sekolah. Pernah ada pelanggaran dalam
penerapan kawasan tanpa rokok vyaitu guru tapi jarang terjadi.
Pelanggaran tersebut yaitu merokok di lingkungan sekolah. Terhadap
pelanggaran tersebut belum ada tindakan yang diberikan terhadap guru
yang melanggar, dan apabila terjadi pelanggaran oleh siswa, tindakan
yang diberikan adalah teguran, pembinaan, surat panggilan orangtua,
namun tidak ada pemecatan.

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Birokrasi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Negeri
200212/2 Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

Informan Pernyataan

Informan 1 Tidak ada dibentuk komite atau kelompok kerja penyusun kebijakan
kawasan tanpa rokok di sekolah ini baik guru dan staf. Tidak ada
pengawas khusus untuk kawasan tanpa rokok telah ditentukan,
pengawasan dilakukan oleh guru dalam bidang kesiswaan dan UKS.
Tidak ada pelatihan bagi pengawas penerapan kawasan tanpa rokok.
Pengawas penerapan kawasan tanpa rokok yaitu semua guru. Tidak ada
pelatihan bagi pengawas penerapan kawasan tanpa rokok. Pengawasan
dilakukan dengan mengawasi aktivitas para siswa.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Komunikasi TerhadapAnalisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Negeri 200508
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Informan Pernyataan

Informan 1 Sekolah Dasar Negeri 200508 Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
belum mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Perda
Kota Padangsidimpuan No. 7 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa
rokok. Di sekolah ini tidak ada dilakukan sosialisasi kepada pelaksana
kebijakan sebelum menerapkan kawasan tanpa rokok, hanya dapat
penyuluhan dari mahasiswa STIKES Aufa Royhan tentang bahaya
rokok pada siswa-siswi di sekolah ini. Saya belum mengetahui
peraturan yang membahas tentang kawasan tanpa rokok di Kota
Padangsidimpuan. Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi kawasan
tanpa rokok dari sekolah ini. Kawasan tanpa rokok adalah daerah yang
tidak boleh merokok. Tujuannya untuk kesehatan. Manfaatnya agar
tidak mencemari lingkungan dari asap rokok. Tempat-tempat kawasan
tanpa rokok itu sekolah, plaza, tampat lain yang memakai AC.

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Sumber Daya Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Dasar Negeri 200508
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Informan Pernyataan

Informan 1 Sasaran kawasan tanpa rokok/pelaksana kebijakan adalah semua warga
di lingkungan sekolah. Tidak ada pedoman tentang kawasan tanpa rokok
karena itu peraturan di sekolah ini. Tidak ada infrastruktur kawasan tanpa
di sekolah ini, termasuk tidak ada tempat khusus untuk merokok. Di
sekolah ini tidak ada tersedia tempat khusus untuk merokok. Tidak ada
infrastruktur kawasan tanpa rokok di sekolah ini. Semua warga sekolah
sekolah menjadi sasaran/pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di
sekolah ini. Tidak ada pedoman sebagai informasi bagi pelaksana
kebijakan.
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Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Disposisi Terhadap Analisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diSekolah Dasar Negeri 200508
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Informan Pernyataan

Informan 1 Menurut saya, penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah ini belum
baik, masih ada yang merokok dilingkungan sekolah ini. Saya pernah
melihat guru merokok di lingkungan sekolah. Sanksi diterapkan di
sekolah ini terhadap pelanggar yaitu peringatan, surat panggilan
orangtua. Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap penetapan
kawasan tanpa rokok di sekolah ini adalah baik, karena akan
menghindarkan asap terhadap orang lain di lingkungan sekolah tetapi
pada kenyataannya di sekolah ini belum terlaksana. Sepengetahuan
saya jarang ada pelanggaran dalam penerapan kawasan tanpa rokok.
Terhadap pelanggaran tersebut tindakan yang diberikan adalah
teguran, dan dilarang untuk dilakukan lagi.

Matriks Pernyataan Informan Tentang Faktor Birokrasi TerhadapAnalisis
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diSekolah Dasar Negeri 200508
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Informan Pernyataan

Informan 1 Tidak ada dibentuk komite atau kelompok kerja penyusun kebijakan
kawasan tanpa rokok di sekolah ini. Tidak ada pengawas khusus untuk
kawasan tanpa rokok telah ditentukan, pengawasan dilakukan oleh semua
guru. Tidak ada pelatihan bagi pengawas penerapan kawasan tanpa rokok
Pengawas penerapan kawasan tanpa rokok yaitu semua guru. Tidak ada
pelatihan bagi pengawas penerapan kawasan tanpa rokok. Pengawasan
dilakukan dengan penyampaian pada pelajaran di kelas.
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A ROTA PADANGSIDIMPUAN
* 04 TAH 013

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

cnimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang
bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya
kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku
perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab ita
diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi
wesehatan  secara menyeluruh, terpadu  dan
berkesinambungan;
. bahwa udara yang sechat dan bersih merupakan hak
bagi setap orang, maka diperlukan kesadaran,
kemau#n des  kemampuan masyarakat  untulk
mencegah lzmpak penggunaan :t kok baik langsuang
mauvpun dask langsung terhadap kesehatan, guna
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat secara
opumal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan
Tanpa Rokok;

[}

isngingat © 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4111); =

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan *w
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) .
sebagaimana telah diubaly dengan Unt ang-Undang
Nemor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republilk
Irndonesia  Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran » Republik Indonesia Nornor 4548);

Nomor 3¢ Tahun 2009 tentang
¢ Negara Republik | lndonesia

144,

Tambahan |Lembaran
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-38.

wn

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 168
Pengamanan  Rokok  Bagi ‘Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4276);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan
Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengar Peraturan Menterd Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011° tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 9
Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09); .
8. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01);
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun
2008 Nomor 02); )

. Peraturan Daeral

e
—

Kota Padangsidimpuan Nomor 03
08 ¢ uig Organisasi dan Tata Kerja
e Daerah Kota Padangsidimpuan

1as-D

{Lembaran  Dacrah Kota Padangsidimpuan Tahun

2008 Nomor C3);
Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 0«
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Tcknis Daerah Kota Padangsidimpuan
(Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun
2008 Nomor 04); .

12. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 05
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kzrja
Kecamatan dan Kelurahan Pada Kota
Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 05);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
dan V a s
WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN ;-4  *
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB |
KETENTUANM UMUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



169

: 169

ud dengan:

ah Walikots dan Perangkat Daerah sebaga
a pemerintahan daerah.

Walikota Padangsidimpuan.

i1 Rakyal Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
an Rakyat Daerah Kota Padangsidimpuan.

ehatan adalah  Dinas  Kesehatan  Daerah Kota

adalah  Dinas  Pendidikan Daerah Kot
aga Kere adalaly Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

<in Informatika adalah  Dinas
Informatika Daerah Kota

sidimpuan.
Hantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah
Xota Padangsidimpuan.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Kota Padangsidimpuan.

Masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok orang.
Pemimpin atau penanggungjawab adalah orang dan/atau badan
hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau
bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau
kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok baik milik
Pemerintah maupun swasta.

Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang
terjadi dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber
pencemaran yang memiliki dampak keschatan kepada manusia.
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual
maupun  sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.

Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi
kesehatar vang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat
sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari
setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan
peningkatannya secara terus-menerus.

Rokok hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum,
Nicotiana Rustica dan spcsies lainnya atau sintetis lainnya yang
mengandung niketin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan
dilarang untuk merokok.

Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang
berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha. A
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang -
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanar kesehatan, baik
promotif, preventf, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Tempat oroses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk
kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

Tempat bermain anak adalah area baik tertutup maupun terbuka, yang
digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

Tempat i 1 dah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki

ciri-cin tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



pemeluk masing-masing agama sccara permanen, tidak termasuk 170
tempat ibadah keluarga.

Anglutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat
berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan konpensasi.
Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau dimasuki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau
sumber-sumber bahaya.

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh
masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan
bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola olch
pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan
bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB 11
KAWASAN

Pasal 2

wasan tanpa rokok, antara lain:

fasilitas pelayanan kesehatan;

tempat proses belajar mengajar; ’
tempat anak bermain;

tempat ibadah;

angkutan umum,;

tempat kerja; dan

tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(AR A O L

BAB 111
PIMPINAN PENANGGUNGJAWAB KAWASAN

Pasal 3
1) Pimpinan Penanggungjawab tempat umum, tempat kerja, tempat proses “
belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, arena kegiatan anak-
anak, tempat ibadah dan angkutan umum wajib menetapkan Kawasan
Tanpa Rokok. )
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara teknis ditetapkan oleh pimpinan atau penanggungjawab tempat
yang bersangkutan.
2i Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud
pada avat (2), wajib memasang tanda larangan merokok ditempat yang
dinyatakan “K 7 Tanpa Rokok”.
Pimpinan | spungjawab  tempat atau  kawasan, harus dapat
: husus untuk merokok sebagai kawasan merokok
Kawasan Merokok™.

‘lg

Pasal 4

harus memberi contoh dan teladan di kawasan yang merupakan
t awabnya dilarang merokok.
penangrungjawab kawasan scbagaimana dimaksud pada ayat
emelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan
bersih bebas dan asap rokok.
{3) Pimpinan penanggungjawab kawasan scbagaimana dimaksud pada ayat
2) d men mlkan data dan informasi bahaya rokok kepada
v« asan Dilarang Merokok, sesual dengan contoh
itum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

{1) wayn

iild CC1

Pimpinan penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a

170
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BAB IV : :
TANDA DAN PETUNJUK

171

Pasal 5
Tanda dan petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3), ditempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah
“KAWASAN TANPA ROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Tanda dan petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (4), ditempat khusus untuk merokok berupa “KAWASAN
MEROKOK”, sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum. dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(1)

anda dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pat mempergunakan bahasa asing dan bahasa

cdipaham,

yang mudah

Pasal © )
nda dan perunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
persvaratan sebagai berikut: G
vang sesual dan tepat serta bebas pandangan tanpa

)

Ve
atuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan
awasan tanpa rokok; .

pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada
ap atau pada malam hani;

ngma aktivitas lain atau mobilitas orang.

BAEB V

AT KHUSUS KAWASAN MEROKOK

Pasal 7

pat Khusus Kawasan Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai
berilaut:

1]

terpisah atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok;

b. dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi
kesehatan. :
. BAB VI
. PERAN SERTA MASYARAKAT o8
Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam rangka penegakkan ‘kawasan tanpa 3
rokok dapat dilalkukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau =
badan usaha dan lembaga atau organisasi yang disejenggarakan oleh
rasyarakat. ‘

2} Peran scrta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
@. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- memoerikan bimbingan dan penyulihan serta penyebarluasan data

dan/atau informasi dampak rokok diapat merugikan keschatan.

Pasal 9

grts syarakat  berkewajiban  ilut serta memberikan

ran dan penyuluhan dampak rokok dapat'merugikan kesehatan
dan/atau lingkungan.

Nepap 1 m

timb
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masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkal
o vang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
BADB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Resatu
Pembinaan

Pasal 10
esehatan, Pendidikan, Sosial, Perhubungan ac
daerah vang berkewajib:

nbidangi K
merupakan perangka

menvyelengegaralkan kawasan tanpa rokok disetap tempat yang
Htetaplkan sebagal kawasan tanpa rokolg

gupayakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat

men
penggunaan rokok.

Pasal 11
Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam rangka
pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilaksanakan perangkat
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai bidang tugasnya

dan/atau wewenangnya.

Pasal 12

binaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok berupa:
Simbingan dan/atau penyuluhan;

pemberdayaan masyarakat;

menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 13
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan
oleh:
masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagal
kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan
tanpa rokok;
bekerjasama dengan masyarakat dan/atau badan dan/atau
organisasi kemasyarakatan;
~. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang
telah berjasa dalam rangka memotivasi dan membantu pelaksanaan
kawasan tanpa rokok.
Pembecrian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan sesual dengan peraturan perundang-undangan. -

o

Bagian Kedua .
Pengawasan >
Pasal 14 . I

-angkat Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan/atau lembaga
n/atau organisasi masyarakat melakukan pengawasan pelaksanaan
wasan tanpa rokok.

Pasal 15
Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Dacrah sebagaimana
< dalam Pasal 14 dilakukan oleh instansi yang membidangi
n. Pendidilkan, Sosial, Perhubungan dan Lingkungan Hidup
Peranclcat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
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{(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimalksud ‘pada ayat (1) dilafaorkan
kepada Walikota.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasil 16

(1) Pejabatr Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana, scbagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. v

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai

Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak = pidana yang terjadi agar

. kewcrangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dllakuka_n
sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pnbadx atau Badan
sechubungan dengan tindak pidana yang terjadi;’

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bcrkenaan dengan
tindak pidana di bidang yang terjadi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukt
pembukuan, pencatatan dan dolumen lain, serta melakukan

penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana yang terjacli;

menyuruh berhenti dan/atau mclarang seseorang meninggalkan ™

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

memoetret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang

&

n

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sc.bgg’u tersangka atau saksi;

). menghentikan penyidikan; dan/atau

K. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindakan pidana  yang terjadi menurut hukum yang dapat

1 anggungawabkan. .

sepipaimana dimaksud  pada  ayat (1) memberitahukan

SEIN ikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum  melalul Penyidik pejabat Polisi Negara Republik *

Indonesia, sesuai dcnga_n ketentuan yang diatur dalam }utab Undang- -

Undang Hukum Acara Pidana.

¥

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.0600.000,- (lima juta rupiah).
(2) Tindeak pidana sebagimana dimaksud pada ayat (1] adalah Pelanggaran.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

: 174

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah 1ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan

pada tanggal : 29 Desember 2012

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
ttd.

ZULKARNAEN NASUTION

Padangsidimpuan

ted.
KHAIRUL ALAMSYAH
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR 05 ™

Salinan Peraturan Daerah ini telah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PAD DIMPUAN
KEPAL IAN HUKUM,

RAHMAT MARZUKI, SH
NIP. 19780703 199703 1 002

>

&
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LAMPIRAN | 3 4
PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 07 TAHUN 2012
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
ttd.

ZULKARNAEN NASUTION
Diundangkan di Padangsidirnpuan
pada tanggal 22 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,
‘ tiet,
KHAIRUL ALAMSYAH ™

»

]
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR 05

3alinan Peraturan Daeral} ini telah sesuai dengan aslinya

RAHMAT MARZUKT, SH
NIP. 19780703 199703 1 002
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LAMPIRAN I * ;
PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 07 TAHUN 2012
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA KAWASAN MEROKOK

KAWASAN MEROKOK

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,
ttd.

ZULKARNAEN NASUTION
Diundangkan di Padangsidimpuan

pada tanggal 22 Juli 2013
Il SEKKRETAKIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN,
ttd.

KHAIRUL ALAMSYAH 5.2

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIM‘P(UAN TAHUN 2013 'NOMOR 05

Salinan Peraturan Daerah ini telah ‘sesuai dengan aslinya

GSIPIMPUAN
A|BAGIAN HUKUM

RAHMAT MARZUKI,-SH
NIP. 19780703 199703 1 002
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LAMPIRAN 11} :
PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 07 TAHUN 2012

TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

INFORMAS] BAHAYA ROKOK

Perokok

-> Kult keripul

~> Hilangnya pendongarun
> Kanker kit

> Osleoporosis
(Pergeroposan Wisng)

> Penyakil jantung
Pei °

‘> Emphysema

Tukak lambung dan
Ranker mbung

5 Kankes usus besar dan
kanker anus

Z-> Kanker ginjal, kandung
kemih, penis, pankreas

-» Peradangan pada kult
yang sangat gatal

SRS

A *

ghbpan :
v e peds L H 3]
ryakit pambaluh dasan «___w
pombusukan jan-jan kaki

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ZULKARNAEN NASUTION
Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 22 Juli 2013

1t SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN, . © . - .

ttd. ' ' . B
S ]
KHAIRUL ALAMSYAH )
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2013 NOMOR 05
Salinan Peraturan Dacrah ini telah sesuai dengan aslinya
SEKRET \T DAERAH KOTA

PADANGSIDIMPUAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RAHMAT MARZUKI, SH
NIP. 19780703 199703 1 002
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 178

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Jalan Universitas No.21 Kampus USU Medan 20155
Telp. (061) 8213221, Fax. (061) 8213221 Wibesite : http://fkm.usu.ac.id - Email : fkm.usu.medan@gmail.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Nomor /oz;} /UN5.2.1.10/TPM/2016

Tentang
PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
ATAS NAMA : NORMAYANTI RAMBE; NIM : 157032116
PROGRAM STUDI S2 ILLMU KESEHATAN MASYARAKAT
MINAT STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MENIMBANG :a. Bahwa penulisan tesis merupakan bagian dari kurikulum Program Studi S2 IImu
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera
Utara:

b. Bahwa untuk kelancaran dan keteraturan penulisan Tesis tersebut dipandang perlu
menunjuk Komisi Pembimbing Tesis:
¢.  Sehubungan dengan sub b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

MENGINGAT I. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional:
2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Sumatera Utara:
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme
Pendanaan PerguruanTinggi Negeri Badan Hukum:
5. Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Struktur
Organisasi Universitas Sumatera Utara:
6. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor
838/UNS.1.R/SK/SDM/2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera
Utara Periode 2016 — 2021:
MEMPERHATIKAN :  Permohonan pengesahan susunan Komisi Pembimbing tesis saudara Normayanti
Rambe; NIM : 157032116 dengan judul Pengaruh Motivasi dan Lingkungan
Kerja Perawat TKS (Tenaga Kerja Sukarela) terhadap Pemberian Pelayanan
Kesehatan pada Pasien di RSUD Padangsidimpuan Tahun 2016.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama : Saudara Normayanti Rambe; NIM : 157032116 mahasiswa Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Program Studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat Minat Studi  Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. mempunyai
susunan Komisi Pembimbing yang terdiri dari : Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si.
(Ketua) dan Destanul Aulia, S.K.M., M.B.A., M.Ec., Ph.D. (Anggota);
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama | (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan:
Ketiga : Segala pengeluaran/pembiayaan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini

dibebankan kepada Dana Masyarakat Program Studi S2 dan S3 Illmu Kesehatan
Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU:

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala
sesuatunya akan diubah dan diperbaiki >ebaéa|mana mestinya apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam k

- -
Orl

“um D‘w

X 5 SUT 447. "54,

MEDAN

0 DEC 201b

Tembusan :

Yth. Rektor UiSU di Medan:

Yth. Kasubbag Umum dan Keuangan FKM USU:
Yth. Ketua Program Studi S2 IKM FKM USU
Ybs. untuk diketahui dan diindahkan:

~Dra. 1da Yustina, MISi.
NIP. I‘)680320|9‘)3082001

RN N)
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FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Universitas No. 21 Kampus USU Medan 20155
Telp.( 061) 8213221. Fax. (061) 8213221 Website :http ://fkm.usu.ac.id-Email :
fkn.usu. medan@gmail.com

Nomor . | 3604 /UN52.1.10/KRK/2017 s e 201
Lamp. Lo Rk
Hal . Permohonan Survei Pendahuluan

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan
di-
Tempat
Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, kami mohon
bantuan agar kepada mahasiswa/i tersebut di bawah ini

Nama : Normayanti Rambe

NIM : 157032116

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir . Bandar Tarutung/14 Nopember 1989
Peminatan - Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

untuk diberi izin mengadakan Survei Pendahuluan di tempat yang Saudara pimpin, dalam
rangka pengumpulan data untuk penulisan Tesis dengan topik :

» ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI
SEKOLAH DASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN”.

Kami sangat mengharapkan bantuan Saudara agar berkenan memberikan bantuan dalam
bentuk keterangan, brosur, buku (referensi) serta penjelasan lainnya.

Bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu
pengetahuan.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
DA

Tembusan : g

1. Kepala SD Negeri 200101 Padangsidimpuan Utal

2. Kepala SD Negeri 200211 Padangsidimpuan Selatan
3. Kepala SD Negeri 200508 Padangsidimpuan Tenggara
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DINAS KESEHATAN

JL.T.Nurdin Km.7 Pal IV Pijorkoling Telp.(0634) 28045 Fax.(0634) 28405
PADANGSIDIMPUAN _

Padangsidimpuan, 20 Desember 2017

Nomor : 070/11492 /2017 Kepada Yth:
Sifat : Biasa Kepala Kantor Kesbang dan Politik
Lampiran - Kota Padangsidimpuan
Perihal : Rekomendasi
Di-—
Padangsidimpuan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Sumatera Utara Nomor : 13084/UN5.2.1.10/KRK/2017 tanggal 15 Desember 2017
tentang Permohonan Survei Pendahuluan. Maka dengan ini Dinas Kesehatan Kota
Padangsidimpuan pada prinsipnya memberikan izin survei pendahuluan kepada :

Nama : Normayanti Rambe
NIM : 157032116
Judul : “ Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KRT) Di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan”.

Bersama ini diminta kepada Kepala SD Negeri Kota Padangsidimpuan agar
memberikan waktu dan data yang diperlukan untuk penelitian yang dimaksud.

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PENDIDIKAN

JI. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat-Pijorkoling Kee. Padangsidimpuan Tenggara
Telp. (0634) 25468, Fax (0634) - 25468 1:-Mail : disdik_pasid@yahoo.co.id
KOTA PADANGSIDIMPUAN - SUMATERA UTARA

Padangsidimpuan, [(-91— 2018

343 /1/08 s /lo/d Kepada Yth :
: Biasa Yth. Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
- dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan
: Rekomendasi di
Padangsidimpuan

Menindaklanjuti  Surat dari Universitas Sumatera Utara Fakultas Kesehatan
Masyarakat Nomor. : 13084/UN5.2.1.10.KRK/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal
Permohonan Survei Pendahuluan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak

bahwa :
Nama : NORMAYANTI RAMBE
NIM : 157032116
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan
Sekolah : Universitas Sumatera Utara

Memberikan Rekomendasi untuk melakukan Reset Lapangan ke SDN 200101
Padangsidimpuan , SDN 200219 Padangsidimpuan , dan SDN 200508 Padangsidimpuan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan Hukum yang berlaku.

Demikianlah surat Rekomendasi ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana
iiieaiiuya

w: NS ¥
. y« "“§‘\'”r __ IDIM
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TANTR ESHTIAN BAYGS AN POLITIE DAER

NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PIJOR KOLING
PADANGSIDIMPUAN

IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 072/ 02 /KKBP/2018
TENTANG

SURVEY PENDAHULUAN

Dasar :a Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Padangsidimpuan;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

d. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 14/PW/2015 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;

e. Surat dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor :
070/11492/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal rekomendasi.

f. Surat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor :
893/108.05/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal rekomendasi.

g. Surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
Nomor : 13084/UNS5.2.1.10/KRK/2017 tanggal 15 desember 2017 perihal
permohonan survey pendahuluan.

MEMBERI IZIN KEPADA :

NAMA : NORMAYANTI RAMBL
NPP : 157032116
ALAMAT : JIn. Imam Bonjol Gg. Halim Kelurahan Aek Tampang
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan
JUDUL SURVEY : “ ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
(KRT ) DI SEKOLAH DASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN .
LOKASI SURVEY : SD N 200101, SD N 200211 dan SD N 200508 Padangsidimpuan
LAMA SURVEY : Tanggal 12 s/d 31 Januari 2018
ANGGOTA SURVEY : 1 (satu) orang
PENANGGUNGJAWAB : Prof Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si

Setelah selesai melaksanakan kegiatan survey dimaksud, yang bersangkutan
berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil survey kepada Walikota
Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk Daerah Kota
Padangsidimpuan.
Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : /2 Januari 2018
- . An.WALIKCTA PADANGSIDIMPUAN
HEPALA KANTOR KES-
'\{)‘AE AB

Tembusan :
1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)

2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan

3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan

4. Sdri. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si (penanggungjawab)

5. Sdra/i Kepala SD N 200101, SD N 200211 dan SD N 200508 Padangsidimpuan
6. Yang bersangkutan

7. Arsip
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RANTOR RESATUAN BANGSA DAV POLITIK DAERAA

JL. JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL TV PIJOR KOLING
PADA

Padangsidimpuan, |2 Januari 2018

Nomor :070/ OZ /KKBP/2618 Kepada Yth,

Sifat : Biasa Bapak Kepala Dinas Pendidikan

Perihal : SURAT SURVEY PENDAHULUAN Daerah Kota Padangsidimpuan
di—

Padangsidimpuan.

1 Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Sumatera Utara Nomor 13084/UN5.2.1.10/KRK/2017
tanggal 15 desember 2017 perihal permohonan survey pendahuluan.

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan Izin kepada :

NAMA : NORMAYANTI RAMBE
NIM/NPM : 157032116
ALAMAT : JIn. Imam Bonjol Gg. Halim Kelurahan Aek Tampang
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota P.Sidimpuan
JUDUL PENELITIAN : “ ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KA WASAN
TANPA ROKOK (KTR ) DI SEKOLAH DASAR
KOTA PADANGSIDIMPUAN .
LOKASI PENELITIAN : SD N 200101, SD N 200211 dan SD N 200508 Padangsidimpuan
LAMA PENELITIAN : Tanggal 12 s/d 31 Januari 2018
ANGGOTA PENELITIAN :1 (satu) orang
PENANGGUNGJAWAB : Prof Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada bapak agar dapat membantu yang
bersangkutan untuk terlaksananya survey dimaksud.

4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang
berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang
dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak
mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang
diperoleh atas hasil survey tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan menguji
kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang
bersangkutan berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil survey kepada
Walikota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota
Padangsidimpuan.

5. Izin survey ini diberikan kepada yang bersangkutan dalam rangka pengumpulan data
guna penyusunan Tesis pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara,

6. Demikian di sampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati
sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

An.WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- “DAERAH ADANGSHDIMPUAN

Tembusan : STt
1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan

3. Sdra/i Kepala SD N 200101, SD N 200211 dan SD N 200508 Padangsidimpuan
4. Sdri. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si (penanggungjawab)

5. Yang bersangkutan

6. Arsip
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 200212 PADANGMATINGGI
JL PeﬁnﬁsKmerdckann%Amallgec.w_ ﬂ 2:11;11 Selatan Kode Pos :22727

SURAT KETERANGAN
Nomor :42./8y/ SD/ 2018

Berdasarkan surat Pemerintah Kota Padangsidimpuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Daerah Nomor :072/02/KKBP/2018 tanggal 12 Januari 2018 Perihal Izin Survey
Pendahuluan.

Kepala SD Negeri 200212 Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota
Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

Nama : Normayanti Rambe

Nim : 157032116

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Tarutung/ 14 Nopember 1989

Peminatan : Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

benar telah melaksanakan survey pendahuluan di SD Negeri 200212 Padangmatinggi pada
tanggal 12 s/d 31 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 200101 PADANGSIDIMPUAN

Jln. Mesj |d Ra a Bnru No 5 A P, Sldlmuan Kec Padansndlm puan Utara Kode Pos 22719

SURAT KETERANGAN
Nomor :452% SD/ 2018

rdasarkan surat Pemerintah Kota Padangsidimpuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
erah Nomor :072/02/KKBP/2018 tanggal 12 Januari 2018 Perihal izin Survey
endahuluan.

Xepala SD Negeri 200101 Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota
Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

Nama : Normayanti Rambe

Nim : 157032116

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Tarutung/ 14 Nopember 1989

Peminatan : Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

benar telah melaksanakan survey pendahuluan di SD Negeri 200101 Padangsidimpuan pada
tanggal 12 s/d 31 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

anuari 2018
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UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan Universitas No. 21 Kampus USU Medan 20155
Telp.( 061) 8213221. Fax. (061) 8213221 Website :http ://fkm.usu.ac.id-Email :
fkm.usu.medan@gmail.com

2 0 MAR 2018

Nomor 7ﬁé7 /UNS.2.1.10/KRK/2018
Lamp. -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan

3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Padangsidimpuan
di-
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan
Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, kami mohon bantuan
agar kepada mahasiswa/i tersebut di bawah ini :

Nama : Normayanti Rambe

NIM 1 157032116

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl.Lahir : Bandar Tarutung/14 Nopember 1989
Peminatan : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

diberi izin mengadakan Penelitian (Riset) di tempat yang Saudara pimpin untuk penulisan tesis
dengan judul :

”"ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI
SEKOLAH DASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN?”.

Sehubungan dengan ini kami sangat mengharapkan bantuan Saudara agar berkenan memberikan
bantuan dalam bentuk keterangan, brosur, buku (referensi) serta penjelasan lainnya.

Bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu
pengetahuan. Selanjutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan penelitian, akan
menyerahkan 1 (satu) eksemplar tesis ke instansi atau unit kerja Saudara.

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

EEnTg,
2
Ep e
25, %,

UNIve "

— Vi

. Ida Yustina, M.Si
320 199308 2 001

Tembusan :

1. Kepala SD Negeri 200101 Padangsidimpuan Utara

2. Kepala SD Negeri 200212 Padangsidimpuan Selatan
3. Kepala SD Negeri 200508 Padangsidimpuan Tenggara

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PENDIDIKAN

J1. Jend. Abdul Haris Nasution Palopat-Pijorkoling. Kec. Padangsidimpuan Tenggara
Telp.(0634) - 25468, Fax. (0634) - 25468 E-Mail : disdik _pasid@yahoo.co.id
KOTA PADANGSIDIMPUAN - SUMATERA UTARA

Padangsidimpuan, 2¢ -07 - 2018

No : 821 1{/8\’)( W /’10[8 Kepada Yth.
Sifat Sdr. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Lamp : Politik Daerah Kota Padangsidimpuan
Perihal : Rekomendasi di

Padangsidimpuan

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
Nomor : 2967/UN5.2.1.10/KRK/2018 tanggal 20 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian,

atas nama:
Nama : NORMAYANTI RAMBE
NIM 1157032116 :
Jurusan : Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Jenjang Studi 182
Judul Tesis : “Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di

Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan”

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan kepada Saudara bahwa pada
prinsipnya kami tidak keberatan atas penelitian dan pengumpulan data pada SD Negeri 200101
Padangsidimpuan, SD Negeri 200212 Padangsidimpuan dan SD Negeri 200508 Padangsidimpuan
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturaﬁ dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan kami ucapkan terima kasih.

PSISEET006 198712 1 001
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DINAS KESEHATAN -

JL.T.Nurdin Km.7 Pal IV Pijorkoling Telp.(0634) 28045 Fax.(0634) 28405

Padangsidimpuan, 2% Maret 2018

Nomor 1o/ 2271/ 2018 Kepada Yth:
Sifat : Biasa Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran : 1 (satu) Berkas Kota Padangsidimpuan
Perihal : Rekomendasi Penelitian Di-
Padangsidimpuan

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Sumatera Utara Nomor : 2967/UN5.2.1.10/KRK/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang
Permohonan Izin penelitian, maka dengan ini Dinas Keschatan Kota Padangsidimpuan
pada prinsipnya mengizinkan yang dimaksud, izin penelitian ini diberikan kepada :

Nama : Normayanti Rambe
NIM : 157032116
Judul : “Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan”

Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dilakukan survei, Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang —
undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terimakasih.

Tembusan :
1. Yang Bersangkutan
2. Pertinggal
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RANTOR KESATUAN BANGSA DAY POLITIK DARAR

JL. JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PIJOR KOLING
PADANGSIDIMPUAN
IZIN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 070/ /4 /KKBP/2018
TENTANG
PENELITIAN

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Padangsidimpuan;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

d. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 14/PW/2015 tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kota Padangsidimpuan;

e. Surat dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor :
070/2271/2018 tanggal 23 Maret 201 perihal rekomendasi penelitian.

f. Surat dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor :
821.4/817.TU/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal rekomendasi.

g. Surat dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
Nomor : 2967/UN5.2.1.10/KRK/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal permohonan
izin penelitian.

MEMBERI I1ZIN KEPADA :
NAMA : NORMAYANTI RAMBE
NPP : 157032116
ALAMAT : JIn. Imam Bonjol Gg. Halim Kelurahan Aek Tampang
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan
JUDUL PENELITIAN : “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
(KTR) DI SEKOLAH DASAR KOTA PADANGSIDIMPUAN .
LOKASI PENELITIAN : SD NEGERI 2000101, SD NEGERI 200212 dan SD NEGERI 200508
LAMA PENELITIAN : Tanggal 27 Maret s/d 20 April 2018
ANGGOTA PENELITIAN : 1 (satu) orang
PENANGGUNGJAWAB : Prof Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si

Setelah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dimaksud, yang bersangkutan
berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil penelitian kepada Walikota
Padangsidimpuan Up. Kanior Kesatuai Bangsa dan Politiz Daerah Xota
Padangsidimpuan.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 24 Marg
3 WALIKOTA PADANGSHIMPUAN
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1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan

3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan

4. Sdra/i. Kepala SD Negeri 2000101, SD Negeri 200212 dan SD Negeri 200508
5. 8dri. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si (penanggungjawab)

6. Yang bersangkutan

7. Arsip
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

FANTOR RESATUAN BAGSA DAN POLITIK DAERAA

JL JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION TELEPON (0634) 7366414 PAL IV PIJOR KOLING

Padangsidimpuan, 2,6 Maret 2018

Nomor 1070/ 1y /KKBP/2018 Kepada Yth,
Sifat : Biasa Bapak Kepala Dinas Pendidikan
Perihal : SURAT PENELITIAN Daerah Kota Padangsidimpuan
di—
Padangsidimpuan.
1. Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara Nomor : 2967/UN5.2.1.10/KRK/2018
tanggal 20 Maret 2018 perihal permohonan izin penelitian.

2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN, memberikan Izin kepada :

NAMA : NORMAYANTI RAMBE

NIM/NPM : 157032116

ALAMAT : Jin. Imam Bonjol Gg. Halim Kelurahan Aek Tampang

Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota P.Sidimpuan

JUDUL PENELITIAN : “ ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN
TANPA ROKOK (KTR) DI SEKOLAH DASAR KOTA
PADANGSIDIMPUAN”.

LOKASI PENELITIAN : SD Negeri 2000101, SD Negeri 200212 dan SD Negeri 200508

LAMA PENELITIAN : Tanggal 27 Maret s/d 20 April 2018

ANGGOTA PENELITIAN : 1 (satu) orang

PENANGGUNGJAWAB : Prof Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada bapak agar dapat membantu yang
bersangkutan untuk terlaksananya penelitian dimaksud.

4. Kepada yang bersangkutan harus mentaati segala Peraturan dan Ketentuan hukum yang
berlaku, menjaga Tata Tertib, Keamanan dan Menghindari Pernyataan/ Tulisan yang
dapat menyinggung Perasaan, Menghina Agama, Bangsa, Negara dan tidak
mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta data/ keterangan yang
diperoleh atas hasil penelitian tidak dipublikasikan dan tidak untuk dijadikan bahan
menguji kebijakan Pemerintah dan setelah selesai melaksanakan kegiatan dimaksud, yang
bersangkutan berkewajiban memberikan 1 (satu) set laporan hasil penelitian kepada
Walikota Padangsidimpuan Up. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota
Padangsidimpuan.

5. Tzin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk penulisan Tesis dalam
rangka penyelesaian studi pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara..

6. Demikian di sampaikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak mentaati
sebagaimana tersebut diatas, Izin ini dapat dicabut/ dibatalkan.

Tembusan :

1. Bapak Walikota Padangsidimpuan (sebagai laporan) - -

2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan
3. Sdra/i Kepala SD Negeri ...............

4. Sdri. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si (penanggungjawab)

5. Yang bersangkutan

6. Arsip
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 200101 PADANGSIDIMPUAN

Jin. Mesjid Raya Baru No. 5 A P. Sidimpuan Kec. Padangsidimpuan Utara Kode Pos :22719

SURAT KETERANGAN
Nomor: / / SD/ 2018

Berdasarkan surat Pemerintah Kota Padangsidimpuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Daerah Nomor : 070/14/KKBP/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin
Penelitian.

Kepala SD Negeri 200101 Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota
Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

Nama : Normayanti Rambe

Nim 1157032116

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Tarutung/ 14 Nopember 1989

Peminatan : Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

benar telah melaksanakan penelitiann di SD Negeri 200101 Padangsidimpuan pada tanggal
27 Maret s/d 20 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI 200212 PADANGMATINGGI

JL Perintis Kemerdekaan Gg. Amal Kec. Padangsidimpuan Selatan
Kode Pos :22727

SURAT KETERANGAN
Nomor : 04/ /SD/2018

Berdasarkan surat Pemerintah Kota Padangsidimpuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Daerah Nomor : 070/14/KKBP/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin
Penelitian.

Kepala SD Negeri 200212 Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota
Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

Nama : Normayanti Rambe

Nim 1157032116

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Tarutung/ 14 Nopember 1989

Peminatan : Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri 200212 Padangmatinggi pada tanggal 27
Maret s/d 20 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI 200508 SIHITANG
JL Sihitang Kec. Padnpidimgun Tengln Kode Pos :22725

SURAT KETERANGAN
Nomor: / /SD/2018

Berdasarkan surat Pemerintah Kota Padangsidimpuan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Daerah Nomor : 070/14/KKBP/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal Permohonan Izin
Penelitian.

Kepala SD Negeri 200508 Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota
Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa :

Nama : Normayanti Rambe

Nim 1 157032116

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tgl. Lahir : Bandar Tarutung/ 14 Nopember 1989

Peminatan : Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
di Sekolah Dasar Kota Padangsidimpuan

benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri 200508 Sihitang pada 27 Maret s/d 20
April 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangs1d1mpuan Maret 20M 8
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A. SD NEGERI 200508 PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
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TERDAPAT PUNTUNG ROKOK
DI TERAS KELAS
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B. SD NEGERI 200212 PADANGSIDIMPUAN SELATAN

TERDAPAT PUNTUNG ROKOK
DI HALAMAN SEKOLAH
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DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI 200212/ 2

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN GANG AMAL

PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KODE POS 22727

© i

TERDAPAT ASBAK ROKOK
DI RUANG GURU
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C. SD NEGERI 200101 PADANGSIDIMPUAN UTARA
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BERSAMA IBU KEPALA
BIDANG PMK

E. DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
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F. KANTOR WALIKOTA (BAGIAN HUKUM)
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" PERDA
KOTA PADANGSIDIMPUAN
No. 7 TAHUN 2012

KAWASAN TANPA ROKOK

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Tempat Proses Belajar Mengajar
3. Tempat Anak Bermain

4. Tempat Ibadah

5. Angkutan Umum

6. Tempat Kerja

7. Tempat Umum dan Tempat Lain yang
di Tetapkan

Lembaga Swadaya Masyarakat
Pemantau Layanan Publik dan Otoritas Penyelenggara Negara






